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Mengingat

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Utara Tahun
2022-2042;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan
Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota adalah Walikota Denpasar.

Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur
yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia
dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya
yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi
kehidupan manusia.

Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara,
termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk
fungsi budi daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur
Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata
Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola
Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang.
Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kota.

Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan
fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam RDTR.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.
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Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota
dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana
rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam
rencana tata ruang wilayah kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari
WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana
jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana kota.

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan kegiatan
sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan kota dan/atau
wilayah.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan
kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan SWP
dan/atau kecamatan.

Pusat Lingkungan adalah pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi
pada lingkungan permukiman kecamatan, pada lingkungan permukiman
kelurahan/desa dan/atau lingkungan permukiman rukun warga.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
Sub-zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik
tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona
yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan.

Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi
dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia dan sumber daya buatan.

Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi
yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah
peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar
mata air.

Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah
peruntukan Ruang yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/ jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian yang berada
di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu
lintas dan bahu jalan.

Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan
pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan,
pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang
yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah
peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan
yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/
renggang, deret/ rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana
tata ruang wilayah kota.
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Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan ruang
yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan
non-hunian) dengan luas 0,5-60 (nol koma lima sampai enam puluh) hektar,
dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik
maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya,
berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu
dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah
pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.

Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah
peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan
untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat
bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Sub-zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-2 adalah lahan
terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif,
edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota
atau bagian wilayah kota.

Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-7 adalah
penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat
penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air,
tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat
hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan
sebagai sumber pendapatan.

Sub-zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-zona RTH-8 adalah jalur
penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam
Ruang milik jalan (RUMIJA), maupun di dalam Ruang pengawasan jalan
(RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya
adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Sub-zona Tanaman Pangan selanjutnya disebut Sub-zona P-1 adalah
peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan
lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan
dan pengembangan tanaman pangan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-zona R-2
adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-zona
R-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang
hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-zona
R-4 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-1 adalah
peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
Sub-zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-2
adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala
kecamatan.

Sub-zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-3
adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala
kelurahan.
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Sub-zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-zona SPU-4 adalah
peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang yang selanjutnya disebut
Sub-zona C-2 adalah campuran hunian dan non hunian dengan intensitas
Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-zona
K-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau
jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan
skala pelayanan kota.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-zona
K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau
jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan
skala pelayanan wilayah perencanaan.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-zona
K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau
jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan
skala pelayanan sub wilayah perencanaan.

Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka
persentase luas Kawasan atau luas Blok peruntukan terbangun terhadap luas
kawasan atau luas Blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau
Blok perencanaan yang direncanakan.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung
dan luas persil atau kavling yang dikuasai.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.

Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan
atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan
yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari
batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan,
berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar
suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau
pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan
tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase antara luas lantai basement dengan luas lahan.

Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah jalan ke tembok
bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan
jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.

Telajakan adalah Ruang terbuka yang ada di luar tembok pekarangan.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup Masyarakat
umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau
Kahyangan Desa yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri
serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Palemahan Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri
atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisahkan.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang
menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
RDTR.
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Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata
Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Walikota

Pasal 2

Ruang lingkup substansi Peraturan Walikota ini, meliputi:

Pao T

(1)
(2)

(3)

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;

rencana Pola Ruang;

ketentuan pemanfaatan Ruang; dan
peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Utara

Pasal 3

Ruang lingkup WP Utara direncanakan seluas 2.025,60 (dua ribu dua puluh

lima koma enam nol) hektar.

Batas-batas WP Utara, sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Badung;

b. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Peguyangan Kangin;

c. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Kelurahan Tonja, Desa Dangin
Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, sebagian Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan
Pemecutan, Desa Tegal Kertha; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat.

WP Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di sebagian Wilayah

Kecamatan Denpasar Utara, meliputi:

a. Desa Peguyangan Kaja direncanakan seluas 326,43 (tiga ratus dua puluh
enam koma empat tiga) hektar;

b. sebagian Desa Peguyangan Kangin direncanakan seluas 377,10 (tiga ratus
tujuh puluh tujuh koma satu nol) hektar;

c. sebagian Desa Pemecutan Kaja direncanakan seluas 223,77 (dua ratus dua
puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar;

d. Desa Ubung Kaja direncanakan seluas 439,25 (empat ratus tiga puluh
sembilan koma dua lima) hektar;

e. Kelurahan Peguyangan direncanakan seluas 337,66 (tiga ratus tiga puluh
tujuh koma enam enam) hektar;



f. sebagian Kelurahan Tonja direncanakan seluas 160,86 (seratus enam puluh
koma delapan enam) hektar; dan

g. Kelurahan Ubung direncanakan seluas 160,54 (seratus enam puluh koma
lima empat) hektar.

(4) WP Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang

terdiri dari:

a. SWP A, direncanakan seluas 545,25 (lima ratus empat puluh lima koma dua
lima) hektar dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:

1

2.

7.

.Blok A.1, direncanakan seluas 37,16 (tiga puluh tujuh koma satu lima)

hektar, meliputi sebagian Desa Ubung Kaja;

Blok A.2 direncanakan seluas 76,29 (tujuh puluh enam koma dua
sembilan) hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian
Kelurahan Ubung;

. Blok A.3 direncanakan seluas 43,05 (empat puluh tiga koma nol lima)

hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja;

. Blok A.4 direncanakan seluas 34,44 (tiga puluh empat koma empat empat)

hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan
Ubung;

.Blok A.5 direncanakan seluas 127,48 (seratus dua puluh tujuh koma

empat delapan) hektar meliputi sebagian Desa Pemecutan Kaja, sebagian
Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan Ubung;

. Blok A.6 direncanakan seluas 129,53 (seratus dua puluh sembilan koma

lima tiga) hektar meliputi sebagian Desa Pemecutan Kaja, dan sebagian
Kelurahan Ubung; dan

Blok A.7 direncanakan seluas 97,31 (sembilan puluh tujuh koma tiga
satu) hektar meliputi sebagian Desa Pemecutan Kaja.

b. SWP B direncanakan seluas 546,59 (lima ratus empat puluh enam koma
lima sembilan) hektar dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:

1.

Blok B.1 direncanakan seluas 77,41 (tujuh puluh tujuh koma empat satu)
hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Desa
Ubung Kaja;

. Blok B.2 direncanakan seluas 113,92 (seratus tiga belas koma sembilan

dua) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian
Kelurahan Peguyangan;

. Blok B.3 direncanakan seluas 98,73 (sembilan puluh delapan koma tujuh

tiga) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Desa
Ubung Kaja;

. Blok B.4 direncanakan seluas 87,55 (delapan puluh tujuh koma lima lima)

hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, sebagian Desa Ubung
Kaja, dan sebagian Kelurahan Peguyangan;

. Blok B.5 direncanakan seluas 104,81 (seratus empat koma delapan satu)

hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, dan sebagian Kelurahan
Peguyangan; dan

. Blok B.6 direncanakan seluas 64,17 (enam puluh empat koma satu tujuh)

hektar meliputi sebagian Desa Ubung Kaja, sebagian Kelurahan
Peguyangan, dan sebagian Kelurahan Ubung.

c. SWP C direncanakan seluas 933,76 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma
tujuh enam) hektar dibagi menjadi 8 (delapan) Blok, meliputi:

1.

Blok C.1 direncanakan seluas 121,16 (seratus dua puluh satu koma satu
enam) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian
Kelurahan Peguyangan;

. Blok C.2 direncanakan seluas 107,66 (seratus tujuh koma enam enam)

hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kaja, dan sebagian Desa
Peguyangan Kangin;

. Blok C.3 direncanakan seluas 157,54 (seratus lima puluh tujuh koma lima

empat) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin;



(9)

4. Blok C.4 direncanakan seluas 136,88 (seratus tiga puluh enam koma
delapan delapan) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin,
sebagian Kelurahan Peguyangan, dan sebagian Kelurahan Tonja;

5. Blok C.5 direncanakan seluas 126,45 (seratus dua puluh enam koma
empat lima) hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin, dan
sebagian Kelurahan Peguyangan;

6. Blok C.6 direncanakan seluas 102,80 (seratus dua koma delapan nol)
hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin, sebagian Kelurahan
Peguyangan, dan sebagian Kelurahan Tonja;

7.Blok C.7 direncanakan seluas 90,57 (sembilan puluh koma lima tujuh)
hektar meliputi sebagian Desa Peguyangan Kangin, dan sebagian
Kelurahan Tonja; dan

8. Blok C.8 direncanakan seluas 90,70 (sembilan puluh koma tujuh nol)
hektar meliputi sebagian Kelurahan Tonja.

Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN UTARA

Pasal 4

Penataan WP Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a bertujuan untuk
mewujudkan Ruang WP Utara sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pelayanan
transportasi, kawasan penyangga pertanian, kawasan permukiman yang terintegrasi
harmonis berdasarkan Tri Hita Karana.

(1)

(2)

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri
dari:

J-

ST @ a0 TR

rencana pengembangan pusat pelayanan;
rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000
(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan

b. pusat pelayanan lingkungan.

Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Ubung

Kaja yang terdapat di SWP A Blok A.1.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, meliputi:

pusat lingkungan Desa Pemecutan Kaja yang terdapat di SWP A Blok A.7;

pusat lingkungan Kelurahan Peguyangan yang terdapat di SWP B Blok B.2;

pusat lingkungan Kelurahan Ubung yang terdapat di SWP B Blok B.6;

pusat lingkungan Desa Peguyangan Kaja yang terdapat di SWP C Blok C.1;

dan

e. pusat lingkungan Desa Peguyangan Kangin yang terdapat di SWP C Blok
C.7.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi

skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

fao o

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b, terdiri dari:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;
c. jalan lokal primer; dan
d. terminal penumpang tipe C.
Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. ruas jalan Mengwitani-batas Kota Denpasar yang melalui:
1. SWP A Blok A.1; dan
2. SWP B Blok B.3, dan Blok B.5.
b. ruas Jalan Cokroaminoto (Dps) yang melalui:
1. SWP A Blok A.3, dan Blok A.5; dan
2. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6.
c. ruas Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (J1. Gatsu Timur) yang melalui:
1. SWP B Blok B.6; dan
2. SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.
Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. ruas Jalan A. Yani Utara (Denpasar) yang melalui:
1. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
2. SWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5.
b. ruas Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang (Dps) yang melalui SWP A
Blok A.6 dan Blok A.7;
c. ruas Jalan Gunung Agung-Akses Kargo yang melalui SWP A Blok A.1, Blok
A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;



(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

d. ruas Jalan Sp. Cokroaminoto-Sp. Kerobokan yang melalui SWP A Blok A.4,
dan Blok A.5;
e. ruas jalan kolektor lainnya yang melalui:
1. SWP A Blok A.1;
2. SWP B Blok B.5 dan Blok B.6; dan
3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan
Blok C.8.
Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melalui:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8.
Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdapat di SWP A Blok A.S.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,
berupa jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri dari:
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui:
1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;
2. SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6; dan
3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok
C.7, dan Blok C.8.
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melalui seluruh Blok.
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000
(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf d, terdiri dari:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. telepon fixed line yang melalui seluruh Blok; dan

b. Sentral Telepon Otomat (STO) yang telah ada yaitu STO Ubung di SWP A
Blok A.5.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa

menara Base Transceiver Station (BTS), yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;

b. SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi

skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf e, terdiri dari:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
a. jaringan irigasi primer berupa daerah irigasi (DI) Oongan dan daerah irigasi

(DI) Tukad Ayung, yang terdapat di:

1. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;

2. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok

C.7, dan Blok C.8.

b. jaringan irigasi sekunder berupa daerah irigasi (DI) Mertagangga dan daerah

irigasi (DI) Praupan, yang terdapat di:

1. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;

dan

2. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa Bendungan yaitu Bendung Belusung/DAM Peraupan yang terdapat di
SWP C Blok C.2.
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf f, terdiri dari:

a. unit air baku;

b. unit produksi; dan

c. unit distribusi.

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. bangunan pengambil air baku, yang terdapat di SWP C Blok C.2; dan

b. jaringan transmisi air baku, yang terdapat di SWP C Blok C.2.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa instalasi
produksi, di SWP C Blok C.2.



(4)

(5)

Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan

distribusi pembagi, yang melalui:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000

(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II F, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Beracun (B3)
Pasal 12

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi sistem
pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk yang melalui:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6;

b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu
berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II G, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf h, berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di
SWP A Blok A.2, dan Blok A.6.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf i, terdiri dari:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan

c. jaringan drainase tersier.



(2)

(3)
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(9)

(1)
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(4)

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

sungai/ tukad sebagai saluran pembuangan utama, yang melalui:

a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang

melalui:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok
C.8.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang

melalui:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.7;

b. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000

(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf j, terdiri dari:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
jalur jalan yang posisinya berlawanan arah dengan datangnya bencana yang
dipergunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana meliputi jalur
evakuasi memanfaatkan jalan yang ada menuju tempat lebih aman, meliputi:
a. SWP A, melalui:
1. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang (Dps) yang terdapat di SWP A
Blok A.7;
2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP A Blok A.3, dan Blok A.5;
3. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo yang terdapat di SWP A Blok A.1, Blok
A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan
4. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP A Blok A.1.
b. SWP B, melalui:
1. Jalan Ken Dedes dan Jalan Warmadewa yang terdapat di SWP B Blok B.5;
2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP B Blok B.5, dan Blok B.6;
3. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP B Blok B.3, dan Blok
B.5; dan
4. Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang terdapat di
SWP B Blok B.6.
c. SWP C, melalui Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang
terdapat di SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.
Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat
evakuasi sementara yaitu Lapangan Desa Adat Poh Gading di SWP B Blok B.5.
Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B
Blok B.6.



(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;

b. SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi
skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu
berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Zona BA;

b. Zona PS; dan

c. Zona RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan seluas 18,24
(delapan belas koma dua empat) hektar, yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.



Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa sempadan sungai
direncanakan seluas 14,53 (empat belas koma lima tiga) hektar, yang terdapat di:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(4)

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan
Blok C.8.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan seluas

47,47 (empat puluh tujuh koma empat tujuh) hektar, terdiri atas:

a. Sub-zona RTH-2;

b. Sub-zona RTH-7; dan

c. Sub-zona RTH-8.

Sub-zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan

seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektar, yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.7; dan

b. SWP B Blok B.5.

Sub-zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektar, yang terdapat di:

a. SWP B Blok B.5; dan

b. SWP C Blok C.3, dan Blok C.4.

Sub-zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan

seluas 45,60 (empat puluh lima koma enam nol) hektar, yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7
dan Blok C.8.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

RO a0 T

Zona BJ;
Zona P;
Zona R;
Zona SPU;
Zona C;
Zona K; dan
Zona KT.



Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, direncanakan seluas 114,94
(seratus empat belas koma sembilan empat) hektar, yang terdapat di:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan
Blok C.8.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa sub-zona P-1
direncanakan seluas 344,95 (tiga ratus empat puluh empat koma sembilan lima)
hektar, yang terdapat di:

a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan

b. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6.

Sub-zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai
lahan pertanian pangan berkelanjutan direncanakan seluas 280,85 (dua ratus
delapan puluh koma delapan lima) hektar.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 24

Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢ direncanakan 906,33

(sembilan ratus enam koma tiga tiga) hektar, terdiri atas:

a. Sub-zona R-2;

b. Sub-zona R-3; dan

c. Sub-zona R-4.

Sub-zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas

5,87 (lima koma delapan tujuh) hektar, di SWP B Blok B.3.

Sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas

646,92 (enam empat puluh enam koma sembilan dua) hektar, yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8.

Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas

253,54 (dua ratus lima puluh tiga koma lima empat) hektar, yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8.



Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan seluas
34,99 (tiga puluh empat koma sembilan sembilan) hektar, terdiri dari:
a. Sub-zona SPU-1;
b. Sub-zona SPU-2;
c. Sub-zona SPU-3; dan
d. Sub-zona SPU-4.
(2) Sub-zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
seluas 18,95 (delapan belas koma sembilan lima) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.5, dan Blok A.7;
b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6; dan
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8.
(3) Sub-zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
seluas 7,71 (tujuh koma tujuh satu) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
c. SWP C Blok C.2, dan Blok C.8.
(4) Sub-zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
seluas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8.
(5) Sub-zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
seluas 0,84 (nol koma delapan enam) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.5;
b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
c. SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8.

Paragraf 5
Zona Campuran

Pasal 26

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa sub-zona C-2
direncanakan seluas 31,63 (tiga puluh satu koma enam tiga) hektar, yang terdapat
di SWP A Blok A.5.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f direncanakan seluas
504,34 (lima ratus empat koma tiga empat) hektar, terdiri dari:
a. Sub-zona K-1;
b. Sub-zona K-2; dan
c. Sub-zona K-3.
(2) Sub-zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
seluas 43,18 (empat puluh tiga koma satu delapan) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; dan
b. SWP C Blok C.8.



(3)

(4)

Sub-zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan

seluas 298,01 (dua ratus sembilan puluh delapan koma nol satu) hektar, yang

terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;

b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok 6; dan

c. SWP C Blok C.6, dan Blok C.8.

Sub-zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan

seluas 163,15 (seratus enam puluh tiga koma satu lima) hektar, yang terdapat

di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.7;

b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok
C.8.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, direncanakan seluas 8,18
(delapan koma satu delapan) hektar, yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6;

b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5; dan

c. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri

dari:

a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 30

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi
kegiatan.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui OSS, dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang RDTR; dan

c. penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:

ketentuan tata bangunan; dan

persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit
dilengkapi dengan:

koordinat lokasi;

kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;

informasi penguasaan tanah;

informasi jenis usaha;

rencana jumlah lantai bangunan; dan

rencana luas lantai bangunan.

Jenis dan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai persyaratan
pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f tercantum dalam Lampiran V A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Dalam hal jenis kegiatan dan penggunaan lahan tidak termuat dalam Lampiran
V A sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menetapkan jenis kegiatan
selain yang termuat dalam Lampiran V A, setelah mendapatkan pertimbangan
dari Forum Penataan Ruang.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa rekomendasi
berdasarkan kajian IAPZ RTR pulau/kepulauan, APZ/IAZ RTRW Provinsi,
dan/atau KUPZ/KUZ RTRW Kota.

a. lokasi kegiatan;

b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
c. KDB;

d. KLB;

e.

f.

;0o Q0 TP

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 31

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf b, meliputi:

a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan,;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan

b. program perwujudan rencana pola ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang
terdapat pada lingkup WP.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, bersumber
dari:

anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;

anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

swasta; dan/atau

masyarakat.

°poop



(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat

dilakukan oleh:

pemerintah;

pemerintah provinsi;

Pemerintah Daerah;

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah;

dunia usaha;

kerjasama Pemerintah Daerah dan badan usaha; dan

g. masyarakat.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

a. tahap pertama, Tahun 2022-2027, diprioritaskan pada peningkatan fungsi
dan pengembangan;

b. tahap kedua, Tahun 2028-2032, diprioritaskan pada peningkatan fungsi
dan pengembangan;

c. tahap ketiga, Tahun 2033-2037, diprioritaskan pada pengembangan dan
pemantapan; dan

d. tahap keempat, Tahun 2038-2042, diprioritaskan pada pemantapan.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana

tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

m0o Q0o

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

a. fungsi Peraturan Zonasi; dan

b. muatan Peraturan Zonasi.

Fungsi Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai:

a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. acuan dalam pemberian rekomendasi keseuaian kegiatan Pemanfaatan
Ruang, termasuk di dalamnya air right development dan Pemanfaatan Ruang
di bawah tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan
lokasi investasi.

Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;

ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

NN



(1)

(2)

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 33

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (3) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:

a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan  penggunaan lahan yang
diperbolehkan /diizinkan;

b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara
terbatas, meliputi:

1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu
atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan
usaha atau masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi
Perangkat Daerah terkait;

2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan
pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan

3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan Pemanfaatan
Ruang dibatasi jumlahnya atau dibatasi melalui KWT dan dibatasi lokasi
kegiatan.

c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu,
meliputi:

1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi
dokumen persetujuan lingkungan;

2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan
prasarana limbah dan sampah;

3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh
persetujuan teknis instansi terkait; dan

4. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang
diprakarsai oleh Pemerintah dan untuk kepentingan umum.

d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak
sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diterapkan pada:

a. Zona BA;

b. Zona PS;

c. Zona RTH, meliputi:

1. Sub-zona RTH-2;

2. Sub-zona RTH-7; dan

3. Sub-zona RTH-8.

d. Zona BJ;

e. Zona P berupa Sub-zona P-1;

Zona R, meliputi:

1. Sub-zona R-2;

2. Sub-zona R-3; dan

3. Sub-zona R-4.

g. Zona SPU, meliputi:

1. Sub-zona SPU-1;

2. Sub-zona SPU-2;

3. Sub-zona SPU-3; dan

4. Sub-zona SPU-4.

h. Zona C berupa Sub-zona C-2;

i. Zona K, meliputi:

1. Sub-zona K-1;

2. Sub-zona K-2; dan

3. Sub-zona K-3.

™

j- Zona KT.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara
terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan
yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-zona, terdiri dari:

KDB maksimal,

KLB minimal dan maksimal;

KDH minimal;

KTB maksimal,

luas kavling minimal; dan

perkerasan persil.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterapkan pada:

a. Zona PS;

b. Zona RTH, meliputi:

1. Sub-zona RTH-2;

2. Sub-zona RTH-7; dan

3. Sub-zona RTH-8.

Zona P, berupa sub-zona P-1;

Zona R, meliputi:

1. Sub-zona R-2;

2. Sub-zona R-3; dan

3. Sub-zona R-4.

e. Zona SPU, meliputi:

1. Sub-zona SPU-1;

2. Sub-zona SPU-2;

3. Sub-zona SPU-3; dan

4. Sub-zona SPU-4.
f. Zona C, berupa Sub-zona C-2;
g. Zona K, meliputi:

1. Sub-zona K-1;

2. Sub-zona K-2; dan

3. Sub-zona K-3.

h. Zona KT.

Pengaturan tambahan pada semua Zona dan Sub-zona sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diberikan apabila:

a. terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan
dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan
Ruang; dan

b. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi
faktor pengurang Pemanfaatan Ruang.

Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d angka 3, KLB kegiatan untuk kepentingan umum diperbolehkan

maksimal 5 (lima) lantai.

Pengaturan tambahan luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e pada Zona SPU, Zona C, Zona K, dan Zona KT untuk kegiatan

hunian dan/atau perumahan yaitu minimal seluas 100 (seratus) meter persegi.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 35

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
huruf ¢, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan
tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan
keamanan bangunan, meliputi:

a. ketinggian bangunan maksimal,

b. GSB minimal,

c. jarak bebas samping; dan

d. jarak bebas belakang.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan

pada:
a. Zona BA;
b. Zona PS;

c. Zona RTH, meliputi:
1. Sub-zona RTH-2;
2. Sub-zona RTH-7; dan
3. Sub-zona RTH-8.
d. Zona BJ;
e. Zona P, berupa Sub-zona P-1;
f. Zona R, meliputi:
1. Sub-zona R-2;
2. Sub-zona R-3; dan
3. Sub-zona R-4.
g. Zona SPU, meliputi:
1. Sub-zona SPU-1;
2. Sub-zona SPU-2;
3. Sub-zona SPU-3; dan
4. Sub-zona SPU-4.
h. Zona C, berupa Sub-zona C-2;
i. Zona K, meliputi:
1. Sub-zona K-1;
2. Sub-zona K-2; dan
3. Sub-zona K-3.
j.  Zona KT.
Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan
keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan
Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan
Ruang, meliputi:
bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
bangunan terkait peribadatan;
bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
bangunan khusus pemantauan bencana alam;
bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan
pelayaran;
bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
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(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

i. bangunan khusus terkait identitas dan jati wilayah/kawasan berupa
monumen, bangunan penanda/landmark yang membutuhkan desain
dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan
sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian
dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau
akomodasi; dan

j. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk
jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai
setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.

Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-2, Sub-zona R-3, Sub-zona R-4, Sub-

zona SPU-1, Sub-zona SPU-2, Sub-zona SPU-3, Sub-zona SPU-4, Sub-zona C-2,

Sub-zona K-1, Sub-zona K-2, Sub-zona K-3, dan zona KT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan apabila:

a. luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi atau lebar tapak minimal
6 (enam) meter tidak diberlakukan JBS dan JBB;

b. rumah kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan
JBB; dan

c. rumah deret, pertokoan deret dan/atau rumah toko/kantor deret tidak
diberlakukan jarak bebas samping dan jarak bebas belakang.

Pengaturan tambahan pada Zona BA, Zona PS, Sub-zona RTH-2, Sub-zona RTH-

7, Sub-zona RTH-8, Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketinggian

bangunan maksimal 15 (lima belas) meter diberlakukan pada kegiatan terkait:

a. kepentingan umum,;

b. infrastruktur; dan

c. evakuasi bencana.

Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d angka 3, ketinggian bangunan maksimal 9 (sembilan) meter

diberlakukan pada kegiatan terkait perumahan, perdagangan dan jasa,
akomodasi pariwisata, industri, dan perkantoran swasta.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 36

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (3) huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana
pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan, terdiri dari:

prasarana parkir;

aksesibilitas untuk difabel;

jalur pedestrian,;

jalur sepeda;

bongkar muat;

dimensi jaringan jalan;

kelengkapan jalan;

ketentuan prasarana lainnya yang diperlukan;

jalan akses publik;

saluran air bersih;

saluran air limbah;

tangki septik individual; dan
. fasilitas toilet.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Pengaturan tambahan pada Sub-zona R-2, Sub-zona R-3 dan Sub-zona R-4,

dapat diberikan apabila:

a. kegiatan akomodasi wisata terbatas hotel bintang, hotel kota (city hotel/
budget hotel) dan kondotel (kondominium hotel) menyediakan dan memiliki
akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik
nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh)
meter;

b. kegiatan akomodasi wisata terbatas hotel non bintang menyediakan dan
memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik
nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 8 (delapan)
meter; dan

c. kegiatan sekolah menengah atas swasta sederajat menyediakan dan
memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik
nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh)
meter.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 37

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e,

merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena

adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur

pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

kawasan keselamatan operasi penerbangan;

lahan pertanian pangan berkelanjutan;

kawasan rawan bencana;

kawasan berorientasi transit;

tempat evakuasi bencana; dan

kawasan resapan air.

Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7;

b. SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6; dan

c. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdapat di:

a. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4; dan

b. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5.

Kawasan rawan bencana berupa rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP A Blok A.6 dan

Blok A.7.

Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

terdapat di:

a. SWP A Blok A.5; dan

b. SWP B Blok B.6.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

terdapat di SWP B Blok B.S5.

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.S5.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.
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(9) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(10) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(11) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000
(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(12) Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000
(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(13) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000
(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX E yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(14) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000
(satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX F yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 38

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruff,
meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan agar sejalan dengan RDTR.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap
dikendalikan pengembangannya.

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila
pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi,
atau dikurangi pengembangannya.

(5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat.

(7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
diberikan dalam bentuk:

keringanan pajak;

pemberian kompensasi;

pengurangan retribusi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

kemudahan prosedur perizinan.
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(8)

9)

(1)
(2)

(3)
(4)

(S)

(6)

(1)
(2)

(3)

Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak yang tinggi;

b. pembatasan pajak yang tinggi;

c. pengenaan kompensasi; atau

d. penalti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 39

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Walikota
dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

Anggota Forum Penataan Ruang Daerah terdiri dari instansi vertikal bidang
pertanahan, Perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
masyarakat.

Forum Penataan Ruang di Daerah bertugas untuk memberikan pertimbangan
kepada Walikota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
permintaan dari Walikota.

Forum Penataan Ruang di Daerah dapat memberikan pertimbangan atas dasar
inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan Penataan Ruang dinilai berpotensi
menimbulkan:

a. kerawanan sosial;

b. gangguan keamanan,;

c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jangka waktu RDTR yaitu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau

kembali 1 (satu) kali dalam S (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR

WP Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode S (lima)

tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-
undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
dan

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, atau
perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.



(4)

(9)

(6)

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan

Walikota Denpasar tentang RDTR WP Utara dapat direkomendasikan oleh

Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan
Perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/ atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/ kota disekitarnya.

Peraturan Walikota tentang RDTR WP Utara Tahun 2022-2042 dilengkapi

dengan materi teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;

izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:

a.

b.

1.

2.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian
dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan
untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Walikota ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap
kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan

memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan Nilai
Jumlah Objek Pajak dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan
Daerah.

Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan
Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini,
akan ditertibkan berdasarkan Peraturan Walikota ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2022

Diundangkan di Denpasar
pada tangga gnuari 2022

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 1
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PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA RUANG LINGKUP WP, SWP, DAN BLOK
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
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LAMPIRAN II B
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
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PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
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PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
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LAMPIRANII F
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
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LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA

TAHUN 2022-2042

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No. Pro Prbeitan | Khnat _ PJM-1(T1-T5) |PJM-2| Sumber | Instansi
£ o S P T3 | va | 8/D | Dana Pelaksana
I. Perwujudan Rencana Struktur Ruang
A. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
1 Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ubung Kaja | SWP A Blok A.1 APBDK Pemkot,
’ Pemprov,
APBDP, Prisst;
A, Masyarakat
Masyarakat o ue ’
1.1 | Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan | SWP A Blok A.1
sesuai fungsinya di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan APBDK DPUPR
Perkotaan
1.2 | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan SWP A Blok A.1 APBDK DPUPR
2 Pusat Pelayanan Lingkungan (PL) pusat lingkungan
kelurahan/desa
a. Pusat Lingkungan Desa Pemecutan Kaja SWP B Blok A.7 Pemkot,
APBDK, P
emprov,
APBDP,
Swasta M Pusicl,{ t
- asyarakat,
Masyarakat S\};v warn
b. Pusat Lingkungan Kelurahan Peguyangan SWP A Blok B.2 APBDK Pemkot,
2 Pemprov,
APBDP,
Swasta, M Puse;tl,(at
Masyarakat a;zrz.gta i
c. Pusat Lingkungan Kelurahan Ubung SWP B Blok B.6 APBDK, Pemkot,
APBDP, Pemprov,




In i

e Wi o i . Dana | Pelaksana
v SWaSta, | Puéaf,
Masyarakat | Masyarakat,
Swasta
d. Pusat Lingkungan Desa Peguyangan Kaja SWP C Blok C.1 APBDK Pemkot,
APBDP, Pemprov,
Pusat,
Swahta, Masyarakat
Masyarakat y 7
Swasta
e. Pusat Lingkungan Desa Peguyangan Kangin SWP C Blok C.7 APBDK Pemkot,
APBDP, Pemprov,
Swasta, Pusa;clza
Masyarakat Massyar 4
wasta
2.1 | Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan |- SWP A Blok A.7
sesuai fungsinya di tiap Pusat Pelayanan - SWP B Blok B.2, dan Blok
B.6 APBDK DPUPR
- SWP C Blok C.1, dan Blok
C.7
2.2 | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan - SWPABIok A.7
- SWP B Blok B.2, dan Blok
B.6 APBDK DPUPR
- SWP C Blok C.1, dan Blok
.7
B. Rencana Jaringan Transportasi
1 Jaringan Jalan
1.1 | Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan Arteri
Primer
a. Jalan Mengwitani-batas Kota Denpasar - SWP ABIok A.1
- SWP B Blok B.3, dan Blok APBN Kemen PUPR
B.5
b. Jalan Cokroaminoto - SWP A Blok A.3, dan Blok
A.5 APBN Kemen PUPR

- SWP B Blok B.5, dan B.6




Waktu Pelaksanaan

PJM-1 (T1-T5)

No. Program Prioritas Lokasi
c. Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (J1. Gatsu Timur) - SWP B Blok B.6
- SWP C Blok C.6, dan Blok
C.8
1.2 | Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan
Kolektor Primer
a. Jalan A. Yani Utara (Denpasar) - SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
- SWPCBIlok C.1, Blok C.4,
dan Blok C.5
b. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang SWP A Blok A.6, dan Blok A.7
c. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
d. Jalan Sp. Cokroaminoto-Sp. Kerobokan SWP A Blok A.4, dan Blok A.5
e. Jalan kolektor lainnya - SWPABIokA.1
- SWP B Blok B.5, dan Blok
B.6
- SWP Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.6, Blok C.7, dan Blok
C.8
1.3 | Pemeliharaan dan penginkatan kualitas jaringan Jalan lokal |- SWP A Blok A.1, Blok A.2,

Primer

Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok
A.7

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

|T1|T2| T3 | T4 TS

PJM-2
sS/D

PJM-4 |

Sumber | Instansi
APBN Kemen PUPR
APBDN, Kemen PUPR,
APBDK DPUPR
APBDN, Kemen PUPR,
APBDK DPUPR
APBDN, Kemen PUPR,
APBDK DPUPR
APBDN, Kemen PUPR,
APBDK DPUPR
APBDN, Kemen PUPR,
APBDK DPUPR
APBDN, Kemen PUPR,
APBDK DPUPR




‘ i i Pi : its ‘ o e : PJM-1 (T1-T5) PJM-2 | Sumber | W
‘!;lo.‘ i Priq. ! i Lo ; b 1‘1 ﬁ 13 “ S S/D | Dana - Pelaksana
1.4 | Peningkatan kualitas pelayanan jalan dan jembatan Seluruh Blok ﬁgg]gl;, Kemen PUER,

APBDK, DPUPR
1.5 | Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan Seluruh Blok APBDK DPUPR
1.6 gglr?j:;%;iaaﬁ rutin untuk mempertahankan kondisi jalan | Seluruh Blok APBDK DPUPR
1.7 | Penataan kawasan suci Catus Patha Seluruh Blok APBDK Disperkim,
Dishub
1.8 | Pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi| Seluruh Blok APBDK DPUPR,
keagamaan dan budaya; Dishub
1.9 | Pengembangan informasi/ database jaringan jalan dan | Seluruh Blok APBDK DPUPR,
jembatan sebagai bentuk integrasi dalam smart city Diskominfo
1.10 | Pengembangan ruas jalan lingkungan penghubung pusat-
pusat perumahan
Pembebasan Lahan Seluruh Blok APBDK DPUPR
Pembangunan Jalan Seluruh Blok APBDK DPUPR
1.11 | Perlindungan terhadap saluran Irigasi pada rencana
pengembangan ruas jalan
a. Memberikan ruang untuk aliran irigasi teknis / subak | Seluruh Blok APBDK DPUPR Kota
pada rencana pembangunan ruas jalan baru
b. Il?ltitni'lr::\ntaua\n kondisi saluran irigasi teknis/subak secara | Seluruh Blok APBDK DPUPR Kota
1.12 | Pemantapan saluran drainase rencana pengembangan ruas
jalan
Mengarahkan pembangunan drainase pada ruas jalan baru | Seluruh Blok APBDK DPUPR Kota
dengan sistem drainase terbuka
Pemantauan kondisi saluran drainase secara rutin Seluruh Blok APBDK DPUPR Kota
1.13 | Pembangunan underpass dan flyover
Penyusunan kajian dan pengembangan underpass dan | Seluruh Blok APBDN, Kemen PU,
flyover APBDP DPUPR
2 Sistem Transportasi Lainnya




Waktu Pelaksanaan |
| PUM-2

No. Program Prioritas Lokasi | PJM-1 (T1-TS)
2.1 | Pemantapan Terminal penumpang tipe C Ubung SWP A Blok A.5
2.2 | Pengembangan terminal dan atau simpul transit sebagai
terminal penumpang tipe B setelah melalui kajian dan
persetujuan Walikota
2.3 | Pemantapan jalur lalu lintas angkutan barang
a. Pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal | Seluruh Blok
antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam Kota
yang ramah lingkungan dan menggunakan energi
terbarukan
b. Peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang | Seluruh Blok
penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum,
beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik
antar kota maupun dalam kota yang didukung prasarana
simpul transportasi terpadu
c. Pengembangan sistem rute angkutan orang | Seluruh Blok
dikembangkan pada titik simpul permukiman dan
aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi
d. Mengembangan rute trayek angkutan orang, terdiri atas | Seluruh Blok
trayek cabang dan trayek ranting antar pusat pelayanan
di wilayah Kota
e. Pengembangan angkutan orang massal pada jalur jalan | Seluruh Blok
arteri dan kolektor,yang melayani trayek utama
f. Pengembangan angkutan pengumpan yang melayani | Seluruh Blok
pusat-pusat perumahan dan permukiman
g- Pengembangan trayek bus trans metro dewata, bus | Seluruh Blok
sarbagita dan bus KSPN
h. Pengembangan angkutan orang dengan moda bus | Seluruh Blok
menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor yang
melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis minibus
pada jalan-jalan lokal yang melayani trayek ranting
2.3 | Pemantapan sistem jaringan angkutan orang lainnya
a. Angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan | Seluruh Blok

area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

S/D

PIM-4 |

Sumber | Instansi
APBDK Dishub
APBDP, .
APBDK Dishub
APBDP, .
APBDK Dishub
APBDP, .
APBDK Dishub
APBDK Dishub
APBDK Dishub
APBDK Dishub
APBDP, -
APBDK Dishub
APBDK Dishub
APBDK Dishub Kota




Sumber

o 1l PJM-1 (T1-T5) | PJM-2 | Instansi
No. Program Prioritas Lokasi ol S e L Felakoan
| | W bl b i PIM-4 | '
b. Angkutan taksi melayani pergerakan bebas dengan area | Seluruh Blok
pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada APBDK Dishub Kota
kawasan-kawasan tertentu
c. Angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem | Seluruh Blok .
perangkutagl {{ota beroperasi di dalam lingkungan };PBDK, Dishub Kota,
. wasta Swasta
permukiman
d. Pemantapan dan pengaturan angkutan online Seluruh Blok APBDK, Dishub Kota,
Swasta Swasta
e. Angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan | Seluruh Blok
pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan APBDK Dishub Kota
wisata kota atau city tour
2.4 | Pengembangan tempat parkir
a. Pengembangan parkir bertingkat/gedung parkir sesuai | Seluruh Blok DPUPR,
dengan kebutuhan dan kajian APBDK Dishub,
Perumda
2.5 | Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Jalan
a. Peningkatan dan Pemantapan Lampu Penerangan Jalan | Seluruh Blok
Umum (LPJU)
b. Peningkatan dan Pemantapan prasarana jalan Seluruh Blok
c. Pemeliharaan Prasarana Jalan (Papan Nama Jalan) Seluruh Blok
C. Rencana Jaringan Prasarana
1 Rencana Jaringan Energi
1.1 | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok
A7
- SWP B Blok B.3, Blok B.4, APBN PT. PLN

Blok B.5 dan Blok B.6

- SWP C Blok C.1, Blok C.2,

Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8




. Waktu Pelaksanaan

PIM-2

No. | ‘Program Prioritas Lokasi LTl S e g ) e
1.2 | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan SUTR Seluruh Blok APBN PT. PLN
1.3 | Peni tan d timal alit 1 listrik Seluruh Blok
eningkatan dan pengoptimalan kualitas pelayanan lis eluru 0 APBN PT. PLN
1.4 | Pengembangan dan Penataan Jaringan Kabel bawah tanah | Seluruh Blok
APBN PT. PLN
Terpadu
1.5 | Pengembangan Jaringan Gas Perkotaan Seluruh Blok APBN PT. PLN
1.6 | Pengembangan energi listrik terbarukan seperti biogas, panel | Seluruh Blok
surya, mikrohidro, limbah, sampah, dll APBN PT. PLN
2 Rencana Jaringan Telekomunikasi
2.1 | Jaringan tetap
a. Telepon fixed line Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
APBD, Diskominfo,
Swasta Swasta
b. Stasiun Telepon Otomat (STO) yaitu STO Ubung SWP A meliputi Blok A.5 APBN PT. Telkom
2.2 | Jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver |- SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Station (BTS) Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 :
- SWP B Blok B.3, Blok B.4, prsn g R ey i
Blok B.5, dan Blok B.6 Sw t’ ESsuta ’
- SWP C Blok C.1, Blok C.2, i
Blok C.5, Blok C.6, dan
Blok C.8
2.3 | Peningkatan pelayanan jaringan kabel Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
APBD, Diskominfo,
Swasta Swasta
2.4 | Perluasan pelayanan jaringan kabel Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
' APBD, Diskominfo,
Swasta Swasta
2.5 | Penataan lokasi Menara Telekomunikasi terpadu Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
APBD, Diskominfo,
Swasta Swasta




No. Program Prioritas Lokasi | PJM-1 ‘,T,l',rs" T fiiher W
] : T Ty e | S/D Dana Pelaksana
. e i Sl sl 2 i
2.6 | Penyusunan kajian rencana zona cell / cell plan Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
APBD, Diskominfo,
Swasta Swasta
2.7 | Pengembangan Tower Bersama (BTS) Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
APBD, Diskominfo,
Swasta Swasta
2.8 | Pengembangan menara monopole Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
APBD, Diskominfo,
Swasta Swasta
2.9 | Peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi | Seluruh Blok
tiap-tiap Stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah ada APBN PT. Telkom
2.10 | Pengembangan jaringan internet berupa hot spot area atau | Seluruh Blok APBN, Kemkominfo,
wifi pada gedung sarana pelayanan umum dan/atau fasilitas APBD, Diskominfo,
publik Swasta Swasta
3 Rencana Jaringan Sumber Daya Air
3.1 | Sistem jaringan irigasi
a. Pemelihraan dan peningkatan Jaringan irigasi primer SWP A Blok A.2, Blok A.4,
berupa DI Oongan, dan DI Tukad Ayung Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, dan
Blok B.6 APBN BWS
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8
b. Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan irigasi sekunder SWP B Blok B.1, Blok B.2,
berupa DI Mertagangga da DI Praupan Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6 APBN,
SWP C Blok C.1, Blok C.3, Apepp | BWS, PUPR

Blok C.4, Blok C.5, Blok
C.7, dan Blok C.8




Lokasi

Waktu Pelaksanaan

No. Program Prioritas

3.2 Bangunan sumber daya air berupa Bendungén Bendung SWP C Blok C.2
Belusung/DAM Peraupan

3.3 | Perlindungan kawasan resapan, tangkapan air, dan alur | Seluruh Blok
sungai

3.4 | Perlindungan mata air dan kawasan sekitar mata air | Seluruh Blok
berupa penghijauan dan pembatasan pembangunan di
kawasan sekitar mata air

3.5 | Pemeliharaan cekungan air tanah, melalui pembatasan | Seluruh Blok
pembangunan diatasnya

3.6 | Integrasi program penyediaan air baku antar wilayah | Seluruh Blok
melalui kerangka SPAM Sarbagitaku

3.7 | Sistem Pelayanan Jaringan Irigasi Seluruh Blok

3.8 | Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas | Seluruh Blok
pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk
memelihara ketersediaan air.

3.9 | Menetapkan catchment area sumber air baku untuk | Seluruh Blok
melindungi sumber air baku dari pencemaran

3.10 | Melaksanakan rencana pengamanan air minum (water safety | Seluruh Blok
plan)

3.11 | Peningkatan peran serta masyarakat sebagai pengguna air | Seluruh Blok
dalam mengelola air dan memberikan perlindungan pada
sumber air baku permukaan tanah untuk menjaga
kontinuitas dan kualitas sumber air baku

3.12 | Sistem Pengendalian Banjir

PIM-2 |
s/D |
PJM-4 |

APBN,
APBDP BWS, PUPR
APBN,
ASEEE BWS, PUPR
APBN,
APBDP BWS, PUPR
APBN,
APBDP BWS, PUPR
APBN,
APBDP BWS, PUPR
APBN,
iiivaed BWS, PUPR
APBN,
APBDP BWS, PUPR
APBN,
APBDP BWS, PUPR
APBN,
APBDP BWS, PUPR
APBN,
APBDP BWS, PUPR




Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PIM.1 (T1-T5)

No. Program Prioritas
a. Penyusunan masterplan penénganan 'banjir Seluruh Blok
b. Pengembangan drainase perkotaan yang terhubung | Seluruh Blok
dengan kawasan lain pada 1 (satu) kesatuan DAS
c. Pemanfaatan fungsi sempadan Seluruh Blok
d. Normalisasi saluran drainase primer, sekunder, dan | Seluruh Blok
tersier
e. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (box culvert) | Seluruh Blok
terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya
f. Menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan (biopori) | Seluruh Blok
pada kawasan perumahan baru baik dikelola pribadi
maupun massal
3.13 | Rencana perlindungan dan pencegahan terhadap krisis air
bersih
a. Menggalakkan gerakan penanaman pohon Seluruh Blok
b. Integrasi program gerakan hemat air Seluruh Blok
c. Pelestarian daerah aliran sungai Seluruh Blok
d. Mengembangkan sistem lahan basah dan injeksi reservoir | Seluruh Blok
untuk menyerap limbah
e. Menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah | Seluruh Blok
sesuai tingkat konsumsi
f. Penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah Seluruh Blok
g. Pelarangan pengambilan air tanah baru dan mengurangi | Seluruh Blok
secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona
kritis air tanah
4 Rencana Jaringan Air Minum

|T1|T2 T3 |T4| TS

PJM-2 |

S/D

PIM-4 |

APBN, '

APBDP BWS, PUPR
APBN,

rpsinad BWS, PUPR
APBN,

APBDP BWS, PUPR
APBN,

i ded BWS, PUPR
APBN,

sEnp BWS, PUPR
APBN,

APBDP BWS, PUPR
APBN,

peines BWS, PUPR
APBN,

APBEID BWS, PUPR
APBN,

sk 0 BWS, PUPR
APBN,

APHr BWS, PUPR
APBN,

iy BWS, PUPR
APBN,

it BWS, PUPR
APBN,

ketnp BWS, PUPR




. PJM-1 (T1-T5) PJM-2 | Sumber Instansi
No. Program Prioritas Lokasi et (T1-T5) i s Bstienih
, TI‘TQ‘TSNTSPJHJ‘ i
4.1 | Unit air baku
a. Bangunan pengambil air baku SWP C Blok C.2 APBN, BWS,
APBDP, Perumda,
APBDK DPUPR
b. Jaringan transmisi air baku SWP C Blok C.2 APBN, BWS,
APBDP, Perumda,
APBDK DPUPR
4.2 | Unit produksi SWP C Blok C.2 APBDP, Perumda,
APBDK DPUPR
a. Peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Seluruh Blok Perumda,
APRSDE. DPUPR
b. Pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada | Seluruh Blok APBDK Perumda,
DPUPR
4.3 | Unit distribusi - SWP A Blok A.1, Blok A.3,
Blok A.5, Blok A.6, dan
Blok A.7
- SWP B Blok B.5, dan Blok ——— P
B.6 APBDK DPUPR’
- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8
4.5 | Pengintegrasian sistem pelayanan distribusi air minum Seluruh Blok Perumda
APBDK .
DPUPR
4.6 | pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum | Seluruh Blok Perumda,
(SPAM) Sarbagitaku APBDK DPUPR
4.7 | Pengembangan stasiun penguat jaringan air minum jar air | Seluruh Blok Perumda,
minum yang telah ada APBDK DPUPR
4.8 | Pengembangan jaringan distribusi baru Seluruh Blok APBDK Perumda,
DPUPR
4.9 | Penyebaran hidrant-hidrant umum Seluruh Blok APBDK Perumda,

DPUPR




Program P;ldtlm

Waktu Pelaksanaan

No. Lokasi

4.10 | Pembatasan dan pengawasan ijin pemanfaatan air tanah Seluruh Blok

4.11 | Pemafaatan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut | Seluruh Blok
menjadi air tawar

4.12 | Peningkatan cakupan pelayan dengan pengembangan | Seluruh Blok
jaringan distribusi utama (JDU), Jaringan distribusi bagi
(JDB), Jaringan distribusi layan (JDL) dan menambah
saluran rumah

5 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3)

5.1 | Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah |- SWP A Blok A.1, Blok A.3,
bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi sistem Blok A.4, Blok A.5, dan
pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk Blok A.6

- SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6

- SWP C Blok C.6, dan Blok
C.8

5.2 | Perluasan pelayanan jaringan perpipaan air limbah kota ke | Seluruh Blok
wilayah WP Utara

5.3 | Pemeliharaan jaringan dan Pemantapan Pelayanan jaringan | Seluruh Blok
air limbah perpipaan Tahap I

5.4 | Perluasan dan Pemeliharaan jaringan perpipaan air limbah | Seluruh Blok
Tahap II

5.5 | Pengembangan sistem Pengolahan setempat dan komunal | Seluruh Blok
pada kawasan yang tidak terlayani jar air limbah perpipaan

5.6 | Limbah B3, dikelola sesuai ketentuan Seluruh Blok

6 Rencana Jaringan Persampahan

6.1 | Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) | SWP A Blok A.2, dan Blok A.6

TL|T2| T3 | T4 TS

PJM-2
S/D
PJM-4

Perumda,
APBDK DPUPR
Perumda,
APBDK DPUPR
APBDK Perumda,
DPUPR
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK




Waktu Pelaksanaan

[ Pomiqrits)

No. Prommy?rlodui !
6.2 | Sosialialisasi menerus pemilahan séinpah RT/ RW/ Ban_]ar | Seluruh Blok
6.3 | Penempatan lokasi TPST dan bank sampah di tiap desa atau | Seluruh Blok
Sub WP
6.4 | Penyediaan bak-bak sampah dan kontainer pada pusat- | Seluruh Blok
pusat Pelayanan, pusat perumahan dan pusat Kegiatan
lainnya
6.5 | Penyediaan sarana dan prasarana pengkutan sampah dari | Seluruh Blok
sumber masyarakat ke TPS dan ke TPA sesuai dengan sistem
pengumpulan yang diterapkan.
6.6 | Penyediaan sarana pemilahan sampah organik dan | Seluruh Blok
anorganik untuk mendukung sistem pengolahan di TPST
atau TPA
7 Rencana Jaringan Drainase
7.1 | Normalisasi dan penggelontoran Jaringan drainase primer |- SWP A Blok A.2, Blok A.4,
berupa sungai/tukad sebagai saluran pembuangan utama Blok A.5, Blok A.6, dan
Blok A.7
- SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6
- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8
7.2 | Normalisasi dan penggelontoran Jaringan drainase sekunder |- SWP A Blok A.1, Blok A.3,

Blok A.4, Blok A.5, Blok
A.6, dan Blok A.7

SWP B Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, dan
Blok B.6

|T1|T2 (13 T4 |15

PIM-2
S/D
PJM-4

APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK
ggﬁ Rextien PU,
oD | BWS, DPUPR
APBDK DPUPR




Program Prioritas

Lokasi

PJM-1 (T1-T5)

No.
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.4, Blok C.5, Blok
C.6, Blok C.7, dan Blok C.8
7.3 | Jaringan drainase tersier SWP A Blok A.1, Blok A.3,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.5, dan Blok
B.6
SWP C Blok C.2, Blok C.3,
Blok C.6, Blok C.7, dan
Blok C.8
7.4 | Penyusunan Masterplan Drainase dan khusus WP Utara Seluruh Blok
7.5 | Program normalisasi sungai dan Penanganan Banjir Seluruh Blok
7.6 | Pengembangan saluran penampung (long storage) Seluruh Blok
7.7 | Normalisasi aliran sungai-sungai utama Seluruh Blok
7.8 | Penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan | Seluruh Blok
pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan
ruang terbangun
7.9 | Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan | Seluruh Blok
saluran
7.10 | Program pengembangan sistem vegetatif alur sungai Seluruh Blok

|T1|T2|T3 (T4 | TS

PJM-2

S/D

PJM-4

APBDK

APBDK DPUPR
AAP})BBSIS Kemen PU,
\PEDK | BWS, DPUPR
APBDK ’
:p%agp; Kemen PU,
ApeDK | BWS, DPUPR
ﬁgggﬁ’ HWS, DEUPR
APBDK ?
it | i,
APBDK »
:}PBBgI; Kemen PU,
ApeDK | BWS, DPUPR
:PPBBI;\IF” Kemen PU,

4 BWS, DPUPR




PIM-1(T1T5)

PJM-2

[ [ra] s [ne]7s

No. Program Prioritas Lokasi

7.11 | Program Pengembangan Drainase Terpadu Seluruh Blok

7.12 | Pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen Seluruh Blok

7.13 | Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan | Seluruh Blok
pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong

7.14 | Pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang | Seluruh Blok
terintergrasi dengan jaringan utilitas lainnya

7.15 | Pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan | Seluruh Blok
pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain
yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase

8 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

8.1 | Pemantapan Jalur evakuasi bencana -

. Jalan

SWP A, melalui:
1. Jalan Gunung Agung-

Gunung Sanghyang
(Dps) yang terdapat di
SWP A Blok A.7
Cokroaminoto
(Dps) yang terdapat di
SWP A Blok A.3, dan
Blok A.5

. Jalan Gunung Agung-

Akses Kargo yang
terdapat di SWP A Blok
A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok
A.6, dan Blok A.7; dan

S/D
PJM-4

g]?gf; Kemen PU,
APBDK BWS, DPUPR
:pr]?gf; Kemen PU,
APBDK BWS, DPUPR
:Plzl?gl; Kemen PU,
APBDK BWS, DPUPR
A%l:l,fgl; Kemen PU,
APBDK BWS, DPUPR
APBDK DPUPR
APBN,

APBDP, BNPB, BPBD
APBDK




No. |

4. ‘Méng‘v‘ritéir‘ivi-Btsk.Kota |
Denpasar yang terdapat
di SWP A Blok A.1

- SWP B, melalui:

1. Jalan Ken Dedes dan
Jalan Warmadewa yang
terdapat di SWP B Blok
B.5

2. Jalan Cokroaminoto
(Dps) yang terdapat di
SWP B Blok B.5, dan
Blok B.6

3. Mengwitani-Bts.Kota
Denpasar yang terdapat
di SWP B Blok B.3, dan
Blok B.5

4. Sp. Cokroaminoto-
Sp.Tohpati (Jln. G.
Subroto Timur) yang
terdapat di SWP B Blok
B.6

- SWP C, melalui Sp.

Cokroaminoto-Sp.Tohpati
(JIn. G. Subroto Timur)
yang terdapat di SWP C
Blok C.6, dan Blok C.8

8.2

Pemantapan Tempat evakuasi yaitu Lapangan Desa
Pakraman Poh Gading

SWP B Blok B.5

8.3

Penetapan jalur-jalur evakuasi bencana

Seluruh Blok

APBN,
APBDP,
APBDK

BNPB, BPBD

APBN,
APBDP,
APBDK

BNPB, BPBD




| Waktu u Pelaksanaan

PJM-1 (T1-T5)_

’1'2‘1‘3‘1‘475

No. | Program Prioritas Lokasi
8.4 | Penetapan titik-titik evakuasi bencana Seluruh Blok
8.5 | Pengembangan bangunan evakuasi bencana / TES (tempat | SWP B Blok B.5
evakuasi sementara)
8.6 | Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini Seluruh Blok
8.7 | Integrasi sistem transportasi yang dapat memfasilitasi | Seluruh Blok
evakuasi massal secara cepat
9 Ruang Jalur Sepeda
9.1 | Pengembangan dan pemantapan jalur sepeda SWP B Blok B.6
9.2 | Pengembangan sepanjang jalur jalan kolektor primer, jalan | Seluruh Blok
arteri sekunder, jalan kolektor;
9.3 | Pengembangan di sepanjang jalan zona efektif perdagangan | Seluruh Blok
dan jasa
9.4 | Pengembangan jalur pada ekowisata persawahan Seluruh Blok
10 | Ruang Pejalan Kaki
10.1 | Peningkatan jaringan pejalan kaki - SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7
- SWP B Blok B.5, dan Blok
B.6
- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8
10.2 | Pengembangan berupa jalur khusus yang diperkeras yang | Seluruh Blok

disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable

PJH-Z
s/D
PJM-4

APBN,

APBDP, | BNPB, BPBD
APBDK

APBN,
APBDP, | BNPB, BPBD
APBDK

APBN,

APBDP, | BNPB, BPBD
APBDK

APBN,
APBDP, | BNPB, BPBD
APBDK

APBDK DPUPR Kota
APBDK DPUPR Kota
APBDK DPUPR Kota
APBDK DPUPR Kota
APBDK, DPUPR,
APBDP, Kemen PUPR

APBN
ﬁgggg’ DPUPR,
4 Kemen PUPR

APBN




No. Program Prioritas Lokasi PJM-1 (T1-T5) PJM-2 | Sumber Hrintmaat
‘ 7 AL e s/D Dana Pelaksana
| i malrsimelTs e |
10.3 | Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa | Seluruh Blok APBDK, DPUPR
trotoar; AT Kemen PUPR
APBN
10.4 | Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi saluran air berupa | Seluruh Blok APBDXK, DPUPR
jalan usaha tani AR, Kemen PUPR
APBN
10.5 | Pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plasa di | Seluruh Blok
kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, APBDK, DPUPR
kawasan pendidikan dan kawasan lainnya A: II’BIIBDI‘II), Kemen pU’pR
10.6 | Pengembangan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus | Seluruh Blok APBDK, DPUPR
berfungsi sebagai lintasan lari (jogging track); APBDP, Kemen PUPR
APBN
10.7 | Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan permukiman
tertentu,
a. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan tempat suci | Seluruh Blok APBDK, DPUPR
dan kawasan suci APBDP, Kemen PUPR
APBN
b. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan rekreasi Seluruh Blok APBDXK, DPUPR
ATBe” | Kemen PUPR
c. Pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah Seluruh Blok APBDK, DPUPR
APBDP, | v emen PUPR
APBN
II. Perwujudan Rencana Pola Ruang i
A. Perwujudan Zona Lindung
1 Zona Badan Air - SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.4, Blok A.6, dan
Bk A APBDK DPUPR

- SWP B Blok B.2, Blok B.3,

Blok B.4, Blok B.5, dan
Blok B.6




Lokasi

Waktu Pelaksanaan

PUM-1 (T1.T5) _

SWP C Blok C.2, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, Blok
C.6, Blok C.7, dan Blok C.8

Zona Perlindungan Setempat

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.4, Blok A.6, dan
Blok A.7

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

2.1

Sempadan Sungai

a. Penetapan sempadan sungai

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.4, Blok A.6, dan
Blok A.7

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sepanjang sempadan sungai

ruang terbuka di

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.4, Blok A.6, dan
Blok A.7

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok

71|12 |13 T8 | TS5

- s/D |
PJM-4

APBDK DPUPR
APBDK DPUPR
APBDK DPUPR




Propml’doﬂtur

Lokasi

PJM-1 (T1-T5)

C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

c. Penataan Lingkungan dan Bangunan di sempadan sungai

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.4, Blok A.6, dan
Blok A.7

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok-C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

d. Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan sungai

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.4, Blok A.6, dan
Blok A.7

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

Zona Ruang Terbuka Hijau

a. Subzona RTH-2 - SWP A Blok A.7
- SWP B Blok B.5
b. Subzona RTH-7 - SWP B Blok B.

SWP C Blok B.3, dan Blok
B.4

c. Subzona RTH-8

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7

T1L|T2 |13 | T4 | T8

S/D

PJM-4 |

PJM-2 |

APBDK DPUPR
APBDK DPUPR
APBDK DLHK
APBDK DLHK
APBDK DLHK




No. Program Prioritas Lokasi PJM-1 “lfm eithi PIM-2 | Bumber W
S/D | Dana Pelaksana
i G THTRITB TNV o] -‘
- SWP B Blok B.1, Blok B.2, '
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5 dan Blok B.6
- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan
Blok C.8
3.1 | RTH Taman
a. Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang ada - SWP A Blok A.7
- _SWP B Blok B.5 AEBRA HANE
b. Pengembangan Taman Kota - SWPABIlok A.7
- _SWP B Blok B.5 ki R
c. Perencanaan dan pengadaan taman lingkungan dengan | Seluruh Blok
pertimbangan kesatuan dalam desain (unity), antara lain
variasi, penekanan, keseimbangan, kesederhanaan, APBDK DLHK
urutan dan pemilihan jenis tanaman
d. Perencanaan dan Pengembangan taman lingkungan | Seluruh Blok
dengan konsep filosofi budaya bali APBDK DLHK
3.2 | RTH Pemakaman - SWP B Blok B.5
- SWP C Blok B.3, dan Blok APBDK DLHK
B.4
3.3 | RTH Jalur Hijau Jalan
a. Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau jalan yang ada - SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7
- SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok APBDK DLHK

B.5 dan Blok B.6

- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan
Blok C.8




Waktu Pelaksanaan

No. Program Prioritas Lokasi PJM-1 (T1-T5) PJM-2 | Sumber
i e e bl B e i
b. Pengembangan jalur hijau jalan - SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7
- SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5 dan Blok B.6 AR, HEHE
- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan
Blok C.8
3.4 | Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)
a Rencana Pemenuhan RTH Publik 20%
1 | Inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan Seluruh Blok Swasta Swasta
2 | Pengembangan RTH publik perumahan yang dibangun oleh
pengembang
¢ Penyediaan RTH menjadi bagian PSU dalam persyaratan | Seluruh Blok
perijinan pengembangan rumah tapak oleh pengembang Sawadia Suaht
e Peningkatan pengawasan serah terima PSU oleh | Seluruh Blok
pengembang kepada pemda sesuai dengan peraturan APBDK DPKPP
perundang undangan
3 | Optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH Publik
e Identifikasi lahan milik pemerintah yang belum | Seluruh Blok DPKFPP,
dimanfaatkan untuk pembangunan APBDK BPKAD,
DPUPR
e Pembuatan rencana design pengembangan RTH Publik | Seluruh Blok
perkotaan dilahan milik pemerintah yang belum APBDK D];)Iﬁipllz,
dimanfaatkan
¢ Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap instansi | Seluruh Blok DPKPP,
yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan APBDK BPKAD,
lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan DPUPR




Waktu Pelaksanaan

No. Program Prioritas Lokasi b ol L
e Pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik | Seluruh Blok
pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil
kajian
4 | Pengadaan lahan untuk pengembangan RTH Publik
Perkotaan .
o Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH Publik Seluruh Blok
¢ Koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal | Seluruh Blok
terkait rencana pengembangan RTH Publik
e Menyusun kajian teknis atau masterplan RTH Publik Seluruh Blok
¢ Melaksanakan pembebasan lahan Seluruh Blok
e Melaksanakan pembangunan RTH Publik Seluruh Blok
5 | Pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH Publik
Perkotaan
e Penyusunan database indikasi tanah terlantar di | Seluruh Blok
perkotaan
o Identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di | Seluruh Blok
perkotaan
e Peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan Seluruh Blok
¢ Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap rencana | Seluruh Blok
pembangan RTH Perkotaan pada tanah terlantar
e Pengembangan RTH Publik Perkotaan pada tanah | Seluruh Blok
terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian
6 | Pengembangan RTH Taman Kota
e Pemeliharaan dan pelestarian vegetasi Seluruh Blok
e Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas | Seluruh Blok

RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka
untuk umum

PJM-2
S/D

PJM-4 |

ln#tanﬁ

Sumber
APBDK DLHK
DPKPP,
APBDK BPKAD,
DPUPR
DPKPP,
APBDK BPKAD,
DPUPR
DPKPP,
APBDK ity
BPKAD,
APBDK s
APBDK DPUPR
APBDK BPKAD, BPN
APBDK BPKAD, BPN
APBDK BPKAD, BPN
APBDK BPKAD, BPN
APBDK DLHK
APBDK DLHK
DHLK,
APBDK DPUPR




Waktu Pelaksanaan

PJM-2

No. | - Program Prioritas Lokasi . BIW-1 (T1TE) Snmber T
‘ : | s/D | Dana Pelaksana
‘ : i TL|T2 | T3 | T4 | T5 | pym.4 i
7 | Pengembangan RTH Jalur Hijau Jalan, Median dan Pulau
Jalan
e Penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur | Seluruh Blok APBDK DHLK,
hijau jalan, median dan pulau jalan DPUPR
e Melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, | Seluruh Blok APBDK DHLK,
median dan pulau jalan DPUPR
e Pengembangan jalur hijau jalan RTH pada ruang milik | Seluruh Blok APBDK DHLK,
jalan (rumija) DPUPR
e Pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan | Seluruh Blok
tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan APBDK DHLK,
sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua DPUPR
lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian
8 | Penetapan dan pelestarian KP2B sebagai RTH Publik
e Penegasan dan penetapan deliniasi kawasan sawah | Seluruh Blok APBDK Distan,
sebagai KP2B DPUPR
e Penyusunan masterplan insentif dan disinsentif pertanian | Seluruh Blok APBDK Distan,
KP2B DPUPR
¢ Pengembangan RTHK KP2B sebagai ekowisata Seluruh Blok APBDK Distan,
DPUPR
b Rencana RTH privat yang terintegrasi di WP Utara
e Mempertahankan ketersediaan luas RTH privat di WP | Seluruh Blok
Utata APBDK DLHK
¢ Monitoring dan evaluasi pemenuhan RTH Privat Seluruh Blok APBDK DLHK
B. Perwujudan Zona Budidaya
1 Zona Badan Jalan - SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7
- SWP B Blok B.1, Blok B.2, APBDK DPUPR

Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

- SWP C Blok C.1, Blok C.2,

Blok C.3, Blok C.4, Blok




Waktu Pelaksanaan

PJM-1 (T1-T5)

No. Program Prioritas Lokasi
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

2 Zona Pertanian SWP B Blok B.1, Blok B.2,

Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

a. Pemetaan lokasi zona pertanian

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

b. Perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan melalui
penetapan LP2B

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

c. Pengembangan Zona Pertanian Ekowisata

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

d. Pengembangan komoditas produktif dan unggulan

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

e. Intensifikasi dengan penerapan teknologi

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

|T1|T2|T3 (T4 | TS

PIM-2
S/D

PJM-4

Sumber
Dana Pelaksana
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta




~ Lokasi

Waktu Pelaksanaan

_PJM-1 (T1-T5)

Pengembangan secara bertahap pertanian organik

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

. Membangun kemitraan antara kelompok tani dengan

pengusaha.

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

. mengembangankan kebijakan insentif dan disinsentif

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

Mengintegrasikan ekowisata dalam paket city tour

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan
perlindungan dan pemanfaatan kawasan pertanian

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

. Perlindungan dan pengendalian konversi lahan pertanian

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4
SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada lahan
pertanian

SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4

| T1|T2| T3 |T4| TS

S/D

PIJM-4 |

PIM-2 |

APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
AFBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta
APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta




| i (T1-T5)

TPaM2 |

o e
1= SWP C Blok C.1, Blok C.3,
Blok C.4, Blok C.5, dan
Blok C.6
m. Perlindungan dan peingkatan kualitas dan kuantitas | Seluruh Blok
jaringan irigasi
3 Zona Perumahan

a. Subzona R-2

SWP B Blok B.3

b. Subzona R-3

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

c. Subzona R-4

SWP A Blok A.2, Blok A.4,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

|T1| 72| T3 T4 | TS

- s/D |
 PJM-4 |

APBN, Kementerian,
APBDK, Distan,
Masyarakat, | Masyarakat,
Swasta Swasta

DPKPP,
ABEOR, DPUFR,
Swasta,
Masyarakat i
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Masyarakat SWasA,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta, Honaii
Masyarakat Masyarakat




No. |

Waktu Pelaksanaan

3.1 | Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan | SWP B Blok B.3
kepadatan tinggi (R-2) pada perumahan yang telah ada
3.2 | Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan |- SWP A Blok A.1, Blok A.2,
kepadatan sedang (R-3) pada perumahan yang telah ada Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7
- SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6
- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8
3.3 | Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan |- SWP A Blok A.2, Blok A.4,
kepadatan rendah (R-4) pada perumahan yang telah ada Blok A.6, dan Blok A.7
- SWP B Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, dan Blok B.6
- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8
3.4 | Penyediaan standar pelayanan minimal fasilitas sosial dan | Seluruh Blok
fasilitas umum perumahan sesuai ketentuan
3.5 | Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok Seluruh Blok
3.6 | Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan Seluruh Blok

 PIM-1(T1T5)

PJM-2

s/p |

PJM-4 |

¥ I .

“DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Hhiaveecing Swasta,
Masyarakat
; DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Meanynralat Swasta,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Maayaraliut Swasta,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Miharatist Swasta,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Magyasakat Swasta,
Masyarakat
ABPDK
’ DPKPP,
Swasta, DPUPR,

Masyarakat




Program Prioritas

Lokasi

- Waktu Pelaksanaan

PUM.1 (T175)

3.7

Pemantapan aksesibilitas ke seluruh blok perumahan

Seluruh Blok

3.8

Penyediaan sanitasi lingkungan ke seluruh blok perumahan

Seluruh Blok

3.9

Penyediaan jaringan air bersih pada seluruh blok perumahan

Seluruh Blok

3.10

Penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase pada
seluruh blok perumahan

Seluruh Blok

3.11

Perwujudan perumahan berkearifan lokal atau menganut
budaya tradsional Bali seperti konsep penataan ruang dan
arsitektur Bali

Seluruh Blok

3.12

Penyediaan sarana dan prasana lingkungan seperti sarana
air bersih pengelolaan sampah, air limbah, dan drainase

Seluruh Blok

3.13

Pengarahan pengembangan perumahan baru

Seluruh Blok

3.14

Pengembangan secara vertikal pada fungsi
tertentu

bangunan

Seluruh Blok

T1| 12|13 | 14| T5

PIM-2
S/D

PJM-4 |

Swasta,
Masyarakat
DPKPP,
BEFLE, DPUFR,
Swasta,
Masyarakat S,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Masyarakat P,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Masyarakat RRGEIA,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Masyarakat aents;
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta, Seorata
Masyarakat Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta,
Masyarakat PURata,
Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta, Svnittn
Masyarakat Masyarakat
DPKPP,
ABPDK, DPUPR,
Swasta, Swabia
Masyarakat .

Masyarakat




Program Prioritas

‘Waktu Pelaksanaan

_ PJM-1 (T1-T5)

No. Lokasi
3.15‘ Peremajaan pada kawasan dan lirigkungan kumuh /yang | Seluruh Blok
menurun kualitas fisiknya
3.16 | Pengendalian perizinan untuk perumahan Seluruh Blok
3.17 | Pencegahan tumbuhnya kawasan perumahan kumuh | Seluruh Blok
melalui intensifikasi perijinan bangunan
3.18 | Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan | Seluruh Blok
ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlidungan
pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perumahan
baru
4 Zona Sarana Pelayanan Umum

a. Subzona SPU-1

- SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

- SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6

- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

b. Subzona SPU-2

- SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7

- SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6

- SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

c. Subzona SPU-3

- SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7

- SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6

T1|T2 | T3 |T4|T5

PJM-2
8/D

PJM-4 |

| DPKPP,
HEEDR, DPUFR,
Swasta,
Masyarakat Swnata,
Masyarakat
DPKPP,
el DPUFR,
Swasta,
Masyarakat ConRuta,
Masyarakat
DPKPP,
ABFDE, DPUFR,
Swasta,
Masyarakat TR,
Masyarakat
DPKPP,
S DPUFR,
Swasta,
Masyarakat Swaste,
Masyarakat
APBDP, Disdikpora,
APBDK DPUPR
APBDK Dishub
Dikes,
APBDK DPUPR




No.

 Lokasi

. Waktu Pelaksanaan

PJM-1 (T1-T5)

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

d. Subzona SPU-4

SWP A Blok A.5

SWP B Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, dan
Blok B.6

SWP C Blok C.1, Blok C.4,
Blok C.6, dan Blok C.8

SPU Skala Kota

T1 |72 | T3 | T4 TS5

PIM-2

PJM-4 |

[ st

APBDK

Disdikpora

Pendidikan

a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan
tinggi menengah dengan subzona sekitarnya

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

b. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan

SWP A Blok A.5, dan Blok
AT

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

c. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong
parik pada kawasan pendidikan

SWP A Blok A.5, dan Blok
A.7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

d. harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana
angkutan umum

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR




Lokasi

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

4.2

Transportasi

a. Pengembangan dan pemantapan fungsi terminal tipe C

SWP A Blok A.5, dan Blok
A.7;SWP B Blok B.2, Blok
B.4, Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

b. Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan

terminal

SWP A Blok A.5, dan Blok
A.7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

4.3

Kesehatan

a. Penyediaan Rumah Sakit skala Wlayah

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8.

b. Pengembangan pelayanan sarana kesehatan

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6

S/D

PJM-4 |

PJM-2 |

Instansi

APBDK Dishub
APBDK Dishub
APBDK Dishub
Dikes,
APBDK DPUPR
Dikes,
AFSLE DPUPR




No.

[ Pmams

"SWP C Blok C.1, Blok C.2,

Blok C.7 dan Blok C.8

c. Peningkatan pelyanan puskesmas dan puskesmas
pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok dll

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

d. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan

SWP A Blok A.5, dan Blok
A.7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

e. harmonisasi sarana Lkesehatan dengan prasarana
angkutan umum

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

4.4

Sosial Budaya

a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan
sarana sosial budaya

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

b. Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa
balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil

SWP A Blok A.5, dan Blok
A7

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5 dan Blok B.6

S/D

oo | Bk,
x| Dl
APBDK | phipy
APBDK Disdikpora
APBDK Disdikpora




No.

Program Prioritas

Waktu Peltknnm

PaM-1 m-'rs)

T

SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.7 dan Blok C.8

SPU Skala Kecamatan

sS/D

PIM2 |

Pendidikan

a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan
tinggi menengah dengan subzona sekitarnya

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

b. Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan
menengah dengan subzona sekitarnya

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

c. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

d. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong
parkir pada kawasan pendidikan

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

4.2

Transportasi

a. Pengembangan dan pemantapan fungsi terminal tipe C

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDK

Dishub




‘Waktu Pelaksanaan

__PJM-1 (T1-T5)

SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

b. Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan
terminal

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

4.3

Kesehatan

a. Penyediaan Rumah Sakit skala Wlayah

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

b. Peningkatan pelyanan puskesmas dan puskesmas
pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok dll

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

c. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan

SWP A Blok A.2, Blok A.5,
Blok A.6, dan Blok A.7
SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6
SWP C Blok C.2, dan Blok
C.8

1|12 |13

ool Fu

PIM-2
s/D
PJM-4

Dana Pquhm
APBDK Dishub
APBDK Dishub
e | Dl
APBDK l])DlkaLfPSl’Z
APBDK g}i}l‘f}?é




No. |

Program Prlotltu

Lokasi

1

_PIMCL(TLTS)  [POM2|
oo it ol il

SPU Skala Kelurahan

Pendidikan

a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan
tinggi menengah dengan subzona sekitarnya

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
€.5, Blok “€:6; :Blok: .C.7;
dan Blok C.8

b. Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan
menengah dengan subzona sekitarnya

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

c. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

d. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong
parik pada kawasan pendidikan

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR

APBDP,
APBDK

Disdikpora,
DPUPR




Waktu Pelaksanaan

_ PJM-1(T1TS)

C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dak Blok C.8

e. harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana
angkutan umum

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

4.2

Olah Raga

a. Penyediaan fasilitas parkir dan fasilitas penunjang fasilitas
rekreasi

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

b. Pengembangan studi kelayakan Pengembangan Stadion
Sepak Bola dan GOR terpadu

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
.5, Blok . C.6, Blok C.7.
dan Blok C.8

c. Pemeliharaan lapangan olah raga yang telah ada

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok

S/D

PIM-2 |

‘, :‘I‘ 1: I
APBDP, Disdikpora,
APBDK DPUPR
APBDK Disdikpora
APBDK Disdikpora
APBDK Disdikpora




No.

Program Prioritas

Waktu Pelaksanaan

_ PIM-1 (T1-TS)_

- PJM-2

dan Blok C.8

d. Pengembangan lapangan olah raga baru

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

4.3

Sosial Budaya

a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan
sarana sosial budaya

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

b. Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa
balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil

SWP A Blok A.5, Blok A.6,
dan Blok A.7
SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok B.6
SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.3, Blok C.4, Blok
C.5, Blok C.6, Blok C.7,
dan Blok C.8

Skala RW

C.5, Blok C.6, Blok C.7, bl

8/D

PJM-4

APBDK

Disdikpora

APBDK

Disdikpora

APBDK

Disdikpora

Sosial Budaya

SWP A Blok A.5

SWP B Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, dan
Blok B.6




| Iastami

“ L | U i ok Dol i o
- SWP C Blok C.1, Blok C.4,
Blok C.6, dan Blok C.8
a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan [- SWP A Blok A.5
sarana sosial budaya - SWP B Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, dan APBDP, Disdikpora
Blok B.6 APBDK P
- SWP C Blok C.1, Blok C.4,
Blok C.6, dan Blok C.8
b. Mengintegrasikan fungsi bangunan sosial budaya berupa |- SWP A Blok A.5
balai banjar sebagai fungsi kesehatan, pendidikan, |- SWP B Blok B.2, Blok B.3,
olahraga, dan komersil Blok B.4, Blok B.5, dan el
y Blok B.6 AfpE |- FTSL KRAT,
- SWP C Blok C.1, Blok C.4, APBDK DPUPR
Blok C.6, dan Blok C.8
L Zona Campuran SWP A Blok A.5
6 Zona Perdagangan dan Jasa
a. Subzona K-1 - SWP A Blok A.4, Blok A.5, APBDK Disperindag,
dan Blok A.6 Swas ta, Perumda,
- SWP C Blok C.8 Swasta
b. Subzona K-2 - SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 APBDK Disperindag,
- SWP B Blok B.3, Blok B.5, Swas ta, Perumda,
dan Blok 6 Swasta
- SWP C Blok C.6, dan Blok
C.8
c. Subzona K-3 - SWP A Blok A.1, Blok A.6, . AN
dan Blok A.7 APBDK, S
- SWP B Blok B.2, Blok B.4, Swasta S 7
wasta

Blok B.5, dan Blok B.6




No.

| Lt [ PamM1(TiTS)
| T1|T2|T3|T4|T5

~ SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.4, Blok C.5, Blok
C.6, Blok C.7, dan Blok C.8

6.1

Pemantapan dan pengendalian Kawasan Perdagangan dan
Jasa Skala Kota

- SWP A Blok A.4, Blok A.5,
dan Blok A.6
- SWP C Blok C.8

6.2

Pemantapan dan pengendalian subzona Perdagangan dan
Jasa Skala WP

- SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, dan Blok A.7

- SWP B Blok B.3, Blok B.5,
dan Blok 6

- SWP C Blok C.6, dan Blok
C.8

6.3

Pemantapan dan pengendalian subzona Perdagangan dan
Jasa Skala Sub WP

- SWP A Blok A.1, Blok A.6,
dan Blok A.7

- SWP B Blok B.2, Blok B.4,
Blok B.5, dan Blok B.6

- SWP C Blok C.1, Blok C.2,
Blok C.4, Blok C.5, Blok
C.6, Blok C.7, dan Blok C.8

6.4

Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa

Seluruh Blok

6.5

Pengaturan penempatan toko modern

Seluruh Blok

6.6

Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan

Seluruh Blok

S/D
PJM-4

PJM-2

Instansi

APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Swasta Perumda,
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta

Swasta




Lokasi

Waktu Pelaksanaan

_PJM-1 (T1-T5)

Program Prioritas
6.7 | Penyediaan TOD d1 bet;erapa blok perdagangan dan jas% Selufuh Blok‘
6.8 | Penyediaan fasilitas pejalan kaki Seluruh Blok
6.9 | Penyediaan fasilitas parkir Seluruh Blok
6.10 | Mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di

kawasan perdagangan, berupa :

Pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan
sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu

Seluruh Blok

Penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada
lokasi-lokasi yang tidak menggangu kepentingan umum
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Seluruh Blok

Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak
diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal

Seluruh Blok

Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan
ruang untuk kegiatan sektor informal

Seluruh Blok

Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya
diperbolehkan pada waktu yang ditetapkan oleh Walikota

Seluruh Blok

T1|T2| T3 | T4 TS|

“PIM-2 |

S/D
PJM-4

APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
Disperindag,
ATERE, Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
Disperindag,
REVDE, Perumda,
Swasta

Swasta




Lokasi

Waktu Pelaksanaan

[PamM2 |

71|72 79|74 |75 | piiga |

No. Program Prioritas
Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan | Seluruh Blok
yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan
keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang
publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang
publik
6.11 | harmonisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan | Seluruh Blok
prasarana angkutan umum
6.12 | Pemeliharaan dan peningkatan fisik fasilitas perdagangan | Seluruh Blok
dan jasa dengan dukungan sarana prasarana penyediaan
pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan
limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi
drainase
6.13 | Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan | Seluruh Blok
ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlidungan
pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perdagangan
dan jasa
T Zona Perkantoran - SWP A Blok A.4, Blok A.5,
dan Blok A.6
- SWP B Blok B.2, Blok B.4,
dan Blok B.5
- SWP C Blok C.2, Blok C.4,
Blok C.5, Blok C.7, dan
Blok C.8
7.1 | Penataan dan Peningkatan kualitas bangunan fisik subzona |- SWP A Blok A.4, Blok A.5,

perkantoran

dan Blok A.6

- SWP B Blok B.2, Blok B.4,
dan Blok B.5

- SWP C Blok C.2, Blok C.4,
Blok C.5, Blok C.7, dan
Blok C.8

S/D

APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Perumda,
Swasta
Swasta
APBDK, Disperindag,
Swasta Perumda,
Swasta
APBDK, DPUPR,
Swasta Swasta
APBDK, DPUPR,
Swasta Swasta




No.

nom

|12 7 [ 25

1.2

Pényediaan lahan parkir

SWP A Blok A.4, Blok A.5,

dan Blok A.6

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
dan Blok B.5

SWP C Blok C.2, Blok C.4,
Blok C.5, Blok C.7, dan
Blok C.8

7.3

Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

SWP A Blok A.4, Blok A.5,
dan Blok A.6

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
dan Blok B.5

SWP C Blok C.2, Blok C.4,
Blok C.5, Blok C.7, dan
Blok C.8

7.4

Harmoni perkantoran swasta dengan perdagangan dan jasa

SWP A Blok A.4, Blok A.5,
dan Blok A.6

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
dan Blok B.5

SWP C Blok C.2, Blok C.4,
Blok C.5, Blok C.7, dan
Blok C.8

1.5

harmonisasi kawasan perkantoran dengan prasarana
angkutan umum

SWP A Blok A.4, Blok A.5,
dan Blok A.6

SWP B Blok B.2, Blok B.4,
dan Blok B.5

SWP C Blok C.2, Blok C.4,
Blok C.5, Blok C.7, dan
Blok C.8

7.6

Penyediaan sarana pengelolaan sampah (TPS atau TPST),
sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan
peningkatan fungsi drainase

Seluruh Blok

PIM-2
s/

APBDK, DPUPR,
Swasta Swasta
APBDK, DPUPR,
Swasta Swasta
APBDK, DPUPR,
Swasta Swasta
APBDK, DPUPR,
Swasta Swasta
APBDK, DPUPR,
Swasta Swasta




Penera aturan bi gan dup nerapan Blok
ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlidungan
pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perkantoran.




LAMPIRAN V A

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA

TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ZONA BUDIDAYA

Rumah penduduk setempat
(eksisting)

Rumabh tinggal tunggal

Rumah klaster {town house)

Rumah kopel

Rumah deret

| et | bt f o

318133

Rumah singgah

8710

871

87
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Kelompok perumahan di
atas tanah kapling/ oleh
_pengembang

6811

681

w

B
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3

3

3

3
3

3

3

Asrama karyawan/
mahasiswa/ pelajar

55900

5590

559

55

>

Bl

Asrama militer/ kepolisian

55900

5590

559

55

B1

10

Rumah dinas

11

Rumah kos/ pemondokan >
10 kamar

55900

5590

559

55

P

IR ]

Bl

Rumah kos/ pemondokan
<10 kamar

55900

5590

559

55

»

>

B1

Rumah susun fungsi
tertentu max 4 lantai (tinggi
max. 15 m)

8
g
g
g
>

PERDAGANGAN

Toko kclonfong / warung/
kios

47112

4711

471

47

Rumah Toko (Ruko)

41014

4101

410

41

»

>

»

b

w (D]~ |

Pertokoan (deret ruko/toko <
4 unit)

*

>

»
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Pertokoan (deret ruko/toko >
4 unit)

b

b

Minimarket

47111

4711

471

47

Supermarket

47111

4711

471

47

B1

Department Store

47191

4719

471

47

Bl

el Ll )
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Hypermart
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4711

471

47
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ZONA BUDIDAYA

R2 |[R3| R4
9 | Mall 68110 6811 681 68 X X X X X b'¢ X X X X B1 };31’ X X 1 I X X
10 | Perkulakan/ grosir 46900 4690 469 46 5 X % X X X X X % X X X X X X i 1 X
Supermarket bahan
2 3 [ o 47528 4752 475 47 % X X X X X X X X X A X % X > ¢ I X X
12 | Supermarket oleh-oleh 47111 4711 471 47 X X X X X X X X X X X X X X 1 X X
13 | Supermarket elektronik 47420 4742 474 47 X 3 X X X X X X X X X % X X 1 X X
14 fm;ﬁ"d“g“m dan jasa 46699 4669 466 46 X X X pe X | x X x | x| x | B | Bl | X X 1 1 X | B1
1218, T2, | T2, | T2,
15 | Rumah makan 56102 5610 561 56 % a4 X X X X X B3 |pal pg | P2 | B2 | m B2 I I I B2
T2
- T2, 13, * | T2, T, | 12, | T2
16 | Kedai/ warung makanan 56102 5610 561 56 X 51 g e X X X B> | B3| Bg | B2 | B2 | B2 B2 I I 1 B2
T2, T3, ™, |12, | 2
17 | Restaurant 56101 5610 561 56 X A X X X X % Bt | Br| Br | B2 | B2 | B2 | B2 1 1 1 B2
Pusat penjualan makanan / T2, 13, T35 2 T2,
8
1 oodont 56109 5610 561 56 ¥ B X X X X X B | gl ps | B2 | B2 | B2 B2 I I I B2
T2,
19 | Kedai minuman 56103 5610 561 56 x |T&T8 ) g | T2 | x| x X T2, | T2, | T2, | gy | gy | B2 | B2 1 1 1 | B2
B1 Be | B3 B2 | B2 | B2
Rumah/ kedai  obat T, | T2, | 12
20 | i 56305 5630 563 56 ¢ X y % X 5 X B3 el gy |22 | B2 | B2 B2 I I I B2
Perdagangan besar mesin,
21 | peralatan dan perlengkapan 46591 4659 465 46 X X X X X X X X X X X X X X X I Bl X
kantor
dy | NS RCHe  gesabe 47611 4761 476 47 X X X X X | x X T | 2| ™2 | 1 1 I I 1 1 1 1
Toko telekomunikasi, pulsa
23 | 4on kelengkapan cellulor 47414 4741 474 47 X X X X X X X T2 | T2 | T2 I 1 I I 1 I I 1
24 | Toko elektronik 46491 4649 464 46 X X X R X X X ™ 121 % I 1 1 I 1 1 1 1
Toko buku dan
il eI RS 47612 4761 476 47 X X b X X X X ™ | T2 | T2 I 1 I I 1 I I 1
26 | Toko pakaian dan aksesoris 47711 4771 477 47 X X X X X X X ™ || ™ 1 1 1 i 1 i I 1
27 | Toko alat kesehatan 47725 4772 477 47 % X X X X X X 7 [T2 | T2 i 1 1 1 1 I 1 1
28 | Toko optik 47732 4773 477 47 X X X X X X X 7 | 2| 12 i 1 1 I 1 I 1 1
Toko  peralatan rumah
Wi 47599 4759 475 47 X X X X X X X ™ |12 | T I 1 1 I 1 I I 1
Toko bahan bangunan dan I, | T, | T1,
30 gun; 47521 4752 475 47 X X X X X x X T2, |12, | T2, X X X 3 B1 I I X
perkakas
Bl | Bl | B1
Toko hewan peliharaan (pet
31 | oo o g 47751 4775 477 47 5 x X X X X X 2 | 2| T X X X X 1 1 1 %
Toko peralatan dan pasokan
32 y 47791 4779 477 47 X X X ™ | T2 | T2 X X X X I I I I
pertanian
33 | Toko peralatan olahraga 47630 4763 476 47 X T2 v ] T2 1 1 1 I 1 I 1 1




ZONA BUDIDAYA

o s b R2 |R3| R4 &2 | K3 |
34 | Toko kesenian/ art shop 47781 4778 477 47 X X X X X | X X ™ | T2 | X 1 1 1 1 I el relne 1
35 | Toko oleh-oleh 47789 4778 477 47 X X X X X | X X T2 | 12 | T2 | 1 1 1 I I i 1
36 | Toko peralatan upacara 47789 4778 477 47 X x X x | x X ™ | T2 | T2 | 1 1 1 I 1 1| 1 1
agama
Perdagangan berbagai
L8 oS, 46900 4690 469 46 X X X X x | x X T2 |12 | ™ | Bl | B | Bl | BI 1 1|1 1 | Bt
38 :’;:}(’;’1“’ Alat " Koschatan 47725 4772 477 47 X X X X x | x X T2 |T2| ™ | Bl | BL | BI 1 1] o X
o s T2, | T2, | T2,
39 | Depo air minum isi ulang 11052 1105 110 11 X X X B3 B3 B3 B1 B1 B1 X 1 I I 1 X
Penjualan suku cadang dan T T1
40 | aksesoris motor roda dua 45406 4540 454 45 X X X X X | x X v il ¥Iminjws 1 o 1 X
dan motor roda tiga
Penjualan suku cadang dan ot T
41 | aksesoris kendaraan roda 45302 4530 453 45 X X X X x | x X % )l x]m{1]|n|1s I I | 1 X
empat dan diatasnya
Penjualan/ showroom T1 T
42 | kendaraan bermotor roda 45403 4540 454 45 X X X X X X X ’!‘2’ ,1.2’ X T3 T3 T3 T3 1 I I 1 X
dua dan roda tiga
Penjualan/ showroom
43 | kendaraan bermotor roda 45103 4510 451 45 X X b X x | x X X | x| x ||| 1| 13 1 i X
empat dan diatasnya
Penjualan alat berat dan
44 el 46599 4659 465 46 X X X X X | x X X x | x| x X X 11| B | x
45 | Gallery 47781 4778 477 47 X X X X X | X X T2 | 12| T2 | X | X | X X 1 il a | Bt
T2, | T2, | T2, | T3, | T3, | 13, | 13,
46 | Pasar rakyat 47112 4711 471 47 X X X X ¥ {x| s [0 (800 SE] S ] T |2 1 1l 1 | Bi
47 | Pasar senggol dan kaki lima 47829 4782 478 47 X X X X X | x X  BEIE A28 X 1 t ] i %
48 | Pasar ikan 47815 4781 478 47 X X x| 2] xlx| mae [ SIS ST x| X | x X 1 I}t oy X
49 | Pasar lelang komoditi 46100 4610 261 46 X X X X X | X X X | x| X | x| x| X X 1 W 1 X
50 | Pasar hewan/ burung 47891 4789 478 47 X X X X X | X | T2 B4 X | x| X | x| x| X X 1 T 1§ 1 X
51 P"“;:;; e tradisional/ jart 47781 4778 477 47 X X X X x | x| T2 B4 x | x| x| x| x| x X 1 1|1 1 X
52 | Pasar batang bekas 46696 4669 466 46 X X X X X | X X X | x| x | x | x| x X X 0 X
Perdagangan kaki lima dan 2. T2, i ' 8 T3, 13, T3,
53 | pordagen 47829 4782 478 47 X X X X X | x X 2 il il e s 1 1|11 | B
54 g’;‘;i"g‘”nm‘g"“ dan  chalusc 47591 4759 475 47 X X X X x | x X ™ || x | x| x| x X 1 11| 1
Perdagangan besar hasil
55 iy 46206 4620 462 46 X X X X X | x X x | x| x| x| x| x X 1 11| o X
Pedagang Besar Farmasi T3, T3, T3,
56 | (oamy 46441 4644 464 46 X X X X X | x X X izt gl ol x 1 1|1 1 X
57 | Penjualan tanaman hias 46203 3620 462 46 X X X X X | X X 1 1 1 X | x | X X 1 T | 1| 1 1




ZONA BUDIDAYA

R2 |R3 | R4
Penyediaan makanan T2, |12, | T2,

ol T e W 56104 5610 561 56 X X X X e 1l g et %% X I g o el 1

59 | UKM centre X X X X 2 ||| x| x| x X 1 p e 1

C | JAsA

TL, (L1 TL, |0 | aa
1 | Jasa bengkel motor 45407 4540 454 45 X X X X X | x X T2, |12 | T , s | ox X 1 1| 1| X
B2 | B2
Bl | Bl | BI
4 2 68 11, T3 T3
2 | Jasa bengkel mobil 45201 4520 452 45 X X X X X | x X ™l x | o s lox X 1 I I [ X
Bl | BI i
O LR T e
3 | Jasa cat mobil dan motor 45201 4520 452 45 X X X X X | x X 2 |12 | 1™ ; | ox X I Ok T X
B2 | B2
Bl | Bl | Bl
W AN R
4 | Jasa cuci mobil dan motor 45202 4520 452 45 X X X X x | x X uinin |2 Clox X 1 CEORE S T X
Bl | Bl | BI 2%

5 | Jasa penyewaan garasi 68111 6811 631 68 X X X X T2 | T2 | T2 | Bl | Bl | Bl | Bl 1 O 1
Jasa penyewaan sepeda,

o [IRN e 49422 4942 494 49 X X X | x || |B|™| | 13 1 o0 N X
Jiks Doiemes Uk dan 77100 7710 771 77 X X X X X | X X X | x| x | ™| ™| X X I L6 fbBr | x
Jasa penyewaan alat berat 77100 7710 771 77 X X X X X | X X X | x| X | X | x | x X X T ] 1] Bl | X
Jass  penycwasn. alat 43905 4390 439 43 X X X X x | x X 2 lxl xtx | x| % X X 11| B | x
kontruksi

T, | T, | T,
10 | Jasa bengkel las 25920 2592 259 25 X X X X X | x X T2, T2, | T2, | T3 | 3| X X I G O o X
Bl | Bl | BI
Jasa penjualan tiket

11 [ e 79111 7911 791 79 X X X X X | x X  |T|m|™ || 3|18 1 R A A 1

12 | Jasa transportasi/ travel 7999 799 79 X X X X | X X ™ | T2 | T2 | ™ | 8| ™ | 13 1 T S 1

13 | Jasa ekspedisi 52292 5229 522 52 X X X X X hies ";21’ x | |m| ™| 1™ 1 11| 1| Bt

14 |Jasa pengiriman barang/ 5229 522 52 X X b'e X X | x X x | x| x [BL|BL| ¢ X 1 11| B | x
cargo T3 T3

15 g:f:k photografi dan  cuci X X % X X X X 7 |2 ] ™ I 1 I I 1 I I 1 1
Jasa telekomunikasi dan

L ol 61100 6110 611 61 X X X X X | x X ™ || x| x| x| x X 1 - 2l 1

17 | Jasa instalasi CCTV X X X X X | X X T2 | 12| X | X | X | X X i T 1L 1 1

18 | Jasa komunikasi/warnet 43212 4321 432 43 X X X X X | x X ™ | T2 | 12 | 1 1 1 1 1 0 10 1

19 | Jasa desain interior 74120 7412 741 74 X X X X X | X X T |12 | X | X | X | X X 1 T 1

20 | Jasa dekorasi 4330 433 43 X X X X X | x X T2 T2 ] T | X | x | X X 1 t | 1.0 X

21 | Jasa pemasaran properti 68200 6820 682 68 X X X X X | X X T2 |T2 | T2 | X | X | X X 1 T 1

22 | Jasa event organizer 8230 823 82 X X X X X | X X T2 | T2 | T2 | X | X | X X I U |kl X




ZONA BUDIDAYA

dil el bl R2 |R3 | R4
X 12, 1712, | 12,
Jasa boga/ catering 56210 5621 562 56 X X X x| x bx X Lol B4 aer e X X 1 i )
Jasa klinik/ praktek dokter ™12, | 12
i 7500 750 75 X X X x | x | x X St bl Lyl 2] X I 11|
Jasa penitipan hewan 96990 9699 969 9% X X X x | x | x X il el xlox X I 11|
T, | T1,
Reparan! komputer den alat 95110 9511 951 95 X X X X X | x X ™ |12 x | x | x | x X I 11|
komunikasi
B2 | B2
Jasa reparasi alat-alat 1, 1,
95210 9521 952 95 X X X X x | x X T2 |12 | x | 1 1 I I 1 ]| 1| ox
elektronik B2 B2
Jasa perawatan/ perbaikan/ X1, Ti,
renovasi/ barang usaha 95220 9522 952 95 X X X x | x | x X T | T2 | x 1 1 1 I I |1 | ox
individu B2 | B2
Periklanan 73100 7310 731 73 X | B4 | B4 | X | B3 | X X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3
Papan pengumuman 73100 7310 731 73 X | B+ | B4 | B3 | B3 | B4 B4 B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3
Jasa rental DVD/ VCD/
vy Sl 7729 772 77 X X X x | x | x X ™ | ™| X X 1 O O X
Jasa rental video game 7729 772 77 X X X X | x | X X ™ | 2 | X X I IS X
i ";‘:’ Jasa  intormasl 63990 6399 639 63 X X X X X | x X |12 ™| x| x | x X I 11| 1| Bt
Asuransi 65111 6511 651 65 X X X X | X | X X X | X | X | ™ |1 | 3| 13 I i Fa 1
Bank 64121 6412 641 64 X X X X | X | X X X | X | X | Bl | BI | X X 1 i |'f | 1] Bl
Bank ~ kantor cabang 64123 6412 641 64 X X X X % 1% X ™ o I 1 I I 1 ful 't I 1
pembantu
BPR 64131 6413 641 64 X X X X | X | X X T | T2 | X 1 1 1 I 1 T [ 1
Koperas| asimpan pinjam/ 64141 6414 641 64 X X X X X | x X ™ |t 2|1 1 1 I 1 i
unit simpan pinjam
39 | LPD 64151 6415 641 64 X X X X | X | X X T | T2 | T2 | 1 1 1 I 1 1
40 | Pinance 64911 6491 649 64 X X X X X | X X X | x| X | x| x | x X 1 Bl
Perbankan/ lembaga T2 T2, T2,
el Fimpronony SN 64122 6412 641 64 X X X x | x | x X R il ®lx | X I Bl
42 | Pogadaian 64921 6492 549 64 X X X X XX X X | x| X | x| x| X X 1 I
43 | Produksi gambar bergerak, 59112 5011 591 59 X X X X x | x X T |2 ™| x| x| x X 1 ;o (B T
video dan televisi
Perpustakaan dan arsip 9101 910 91 X X X X X X X T2 T2 T2 1 1 I I 1
Foto copy 82190 8219 821 82 X X X | X | X | X X 2 | 2 | T2 1 1 1 T | 1| 1
Binatu/ laundry 96200 9620 962 96 X X x | x| x | x X 212 x |B |81 | B | BI Bl 11|
Salon kecantikan 96112 9611 261 9% X X X X X | x X g;' 11;2,‘; x | Bl | Bl | BL | BI I 1|1 1
Tukang cukur/ barber shop 96111 9611 961 9% X X X x | x | x X 2Bl x | B |81 | B | B 1 N A




ZONA BUDIDAYA

i3 id pilf R2 |R3 | R4
T, | 1,
49 | Studio musik 59201 5920 592 59 X X X X x | x X T |12 x | x| x | x X BI " I O
Bl | BI
50 | Bioskop/ cinema 59140 5914 591 59 X X X X X | x| X | x | x| X X 1 TN 25 I D I
Penjahitan dan pembuatan T=; 2 T2,
L e rompibunel ey 14120 1412 141 14 X X X X CHE AR R B S N I 11| o 1
53 | Tomaungen sl ded < 5210 521 52 X X x { 2| x{x X 1 | T2 1|1 I I I 1| 1
Pergudangan skala
53 | menengah ¥ 200m? sampai < 5210 s21 52 X X X X x | x X x | x| x| x| x| x X X x| 1| x| x
500m?
54 gO“Omg“fa"ga“ wem, > 5210 521 52 X X X X X | x X > 2R I8 A iR ¢ X | X X X X X113 x X
D | PARIWISATA
T2, | T2, | T2
1 | Hotel bintang 55110 5511 551 55 X X X X x | x X ™ |1 ™| x| x| x X 1 r | ox | x
B3 | B3 | B3
2 | Hotel non bintang 55120 5511 551 55 X X X X x | x X s il el x | x | x X 1 1| o1 1
. T2, | T2, | T2,
3 ;‘:t‘:l‘) kota (city hotel/ budget 55 X X X X X | x X T3, |3, | M | x | x | x X 1 1|1 | B | x
B3 | B3 | B3
4 | Pondok wisata 55130 5513 551 55 X X X X X | x X o darl o | oo 1 I I 1 11| o 1
T2, | T2, | T2
5 | Kondotel (kondonium hotel) 55194 5519 551 55 X X X X X | x X ™ (1| m | x| x| x X X 1] x| x
B3 | B3 | B3
. T2, | T2, | T2,
6 |vila 55193 5519 551 55 X X X X x | x X = 10- 38 - BERESE X 1 i o | o1 1
7 | Guest House 55199 5519 551 55 X X b X X | x X 5 Faelgtd & I 1 I 1 x| x| x |1
T2, | T2, | T2,
8 | Resort 55 X X X X x | x X e et ac .l x| X I 1] x| x
9 | Penginapan losmen 551 55 X X x | x| x | x X AR BRI I I I T I
10_| Bumi perkemahan 55192 5519 551 55 X X B3 | X X | X X B3 | B3| B3 | I 1 1 I B3 X | x| X | X
11 | Bar 56301 5630 563 56 X X X X X | X X X | x| x | x | x| x X 1 1] 1| x | X
12 | Pub 56301 5630 563 56 X X X X X | X X X | x| x | x | x| x X 1 1] 1] x | x
13 | Cafetaria 56303 5630 563 56 X X X X X | x X BBl B 82| 82| 82| B 1 O O 1
14 | Coffee shop 56304 5630 563 56 X X X X X | x X };"2’ g‘;’ "];22' B2 | B2 | B2 | B2 1 . 1 1
i T2, | T2, | T2,
15 | Co-working space X X X X X X X B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 I I I 1 I
16 | Karaoke 93292 9329 932 93 X X X X X | X X x % |x %ol x| % X 1 BERIENE:
17 | Diskotik 93294 9329 932 93 X X X X X | X X X | x| x | x | x| x X X T | 1| x | x




ZONA BUDIDAYA

AL il Gt R2 |R3| R4 &
18 | Kelab malam 93201 9329 932 93 X X X X X fse X NN X X X | x
19 l‘:’f:;:" hiburan  malam 0320 032 03 X X b'e X X | x X x | x| x| x| x| x X X Tl e X
20 | Museum/ situs bersejarah 91021 9102 910 91 X X X X X | x X T | T2 | T2 | 1 1 1 I 1 TR 1
Convention center/ gedung
21 | e en 68112 6811 681 68 X X X X X | x X x | x| x| x| x| x X 1 1| 1| Bt | BI
22 | Usaha pameran 82301 8230 823 82 X X X X | X | X X X | x| X | x | x| X X I 1 | 1| BL | BI
23 | Agrowisata 93231 9323 932 93 X | Bl X X X | X X 1 1 1 X | X | X X I Bl | Bl | Bl | Bl
24 | Wisata alam/ ekowisata 0322 032 93 B3 | B2 X X X | X B3 1 1 1 X | x | X X 1 Bl | BL | Bl | Bl
Daya tarik wisata buatan/ T3,
35 [ L Bk Win 93239 9323 932 93 x | m | | x X | x B4 x | x| x| x| x| x X 1 G (150 (O R %
26 | Wisata budaya 91029 9102 910 91 X | Bl X X X | X B3 T2 | T2 | T2 | 1 1 1 I 1 D 1
27 | Wisata spiritual 96999 9699 969 % X | BI X X X | X B3 ™ | 12| T2 | I 1 1 1 1 A I
28 | Wisata petualangan 93223 9322 932 93 B3 | BI X X X | X B3 T2 | T2 | T2 | X | X | X X 1 o 1
29 | Wisata tirta sungai 03249 9324 932 93 B3 | BI X X X | X X ™ | T2 | T2 | X | X | X X 1 0 A i 1
31 | Kebun binatang 91031 9103 910 91 X | Bl X X X | X X X | X | X | x| x| X X X Bl |BL| Bl | X
32 | Penangkaran binatang 1719 171 17 1 x | B X X x | x X g B e T e T X X Bl |Bl| Bl | X
Pengelolaan berwujud T2 T2 ™
33 | keadasan alam, flora dan 2122 212 21 2 X |T2,B1| X X X | x X o i tscl=lxlx X X Bl |B1| Bl | X
fauna
34 | Usaha kolam pancing 03244 0324 932 03 X | Bl X X X | x X ol Bl E’ x | x | x X Bl Bl |B1| Bl | X
35 | Money changer 66160 6616 661 66 X X X X X | X X T | T2 | T2 | X | X | X X 1 HENE 1
36 | Agen perjalanan wisata 79111 7911 791 79 X X X X X | X X T2 | T2 | T2 | 18 | T3 | T3 | 13 1 T 1
37 E‘g’m Perjlanan.  Wisata 79121 7912 791 79 X X X X X | x X |2 | ™ ||| ]| 3 I 1| 1| o1 1
E | PENDIDIKAN
PAUD, Playgroup, TK dan T2, | T2, ] T2,
B Jemin s 85131 8513 851 8s X X X X 2 f x| oems |3 1IR3 1 I I 1 T 1
2 | SD dan sederajat 85111 8511 851 85 X X X X X | x| ToBs | T2 [T2| T2 | , 1 1 I 1 o T 1
: B3 | B3 | B3
3 | SMP dan sederajat 85112 8511 851 85 X X X x | x | x| ;e R TD] 1 1 | B 1 oo I
4 | SMA/SMK dan sederajat 8522 852 85 X X X X X | x| T2 B4 };23’ 'l';% = |1 r | Bt x 1 I 1
Akademi, diploma, dan
ol s 85312 8531 853 85 X X X X X | x| T2 B4 X X 1 1 1 1| 1 1
Perguruan tinggi dan
6 | EmTe 853 85 X X X X X | x| T2 B4 x | x 1 1 X 1 1|1 I
Satuan pendidikan
kerjasama pendidikan anak
T 8514 851 85 X X X X X | x X T | 2| T | 1 1 1 I I G X
dasar




ZONA BUDIDAYA

i R2 |R3| R4
Satuan pendidikan
Kerjasama pendidikan 8525 852 85 X X X X x | x X x | x| x 1 1 | B1
menengah
Satuan pendidikan
kerjasama pendidikan 8544 854 85 X X X X x | x X x | x| x 1 1 | B1
nonformal
Tempat bimbingan belajar 85495 8549 854 85 X X X X X | X X T2 | T2 | T2 I 1 1
Tempat pelatihan /kursus 85430 8543 854 85 X X X X X X X T2 T2 T2 1 1 I
v T2, | T2, | T2,
Laboratorium pendidikan X X X X X X X B1 B1 B1 I 1 1
KESEHATAN
Rumah sakit 8610 861 86 X X X X X | X | T2,B4 X fax 1% £l Bl | B1
T2, |12, | 12,
Puskesmas 86102 8610 861 86 X X X X BEIE. LRS- 1-AR 1 1
T2, | 12, | T2,
Puskesmas pembantu 8610 861 86 X X X X x { x| mm fo PB4 S8 | 1 1 I
T2, | T2, | 12,
Posyandu X X X X - RERN - S A2 I I
Pos kesehatan 86102 8610 861 86 X |T2,B2| X X | x | x X 2 . 19 e T (T O I I
, B2 | B2 | B2
Upaya kesehatan berbasis T2, 12, 72,
6 | 86102 8610 861 86 X X b'e X X | x X Rl L 1 1 I
7 | Poliklinik 8610 861 86 X X X X X | X X X | X | X Bl 1 T | BI
8 | Klinik rawat jalan 8610 861 86 X X X X X | X X X | x | X Bl 1 1 | BI
9 | Klinik rawat inap 8610 861 86 X X X X X | X X X | X | X Bl 1 1 | BI
Praktek dokter perseorangan 86201 8620 862 86 X X X X X | x X 11;22’ 1.?2' 1];22; 1 1 I 1 1
Praktek dokter bersama X X X X X | X X X | X | X I 1 1 i 1
Praktik mandiri/ T2 by ™
perseorangan tenaga 86201 8620 862 86 X X X X x | x X = lamigt s 1 | B1
kesehatan
. . T2, | T2, | T2,
Bidan/ mantri kesehatan 86901 8690 869 86 X X X X X | x X 2 et ]} I 1
Tukang gigi 86901 8690 869 86 X X X X X | x X o~ '{;"2' X 1 1 I
Pelayanan kesehatan i T2, T2,
Ol el 86901 8690 869 86 X X X X X | x X s S 1 | B1
Panti perawatan  dan T2, | T2, | T2,
SPL ¢ el 87100 8710 871 87 X X X X x | x X o lael w0 1 | BI
Panti gangguan mental dan T2 T T
penyalahgunaan obat 8720 872 87 X X X X X | x X S leEtaed ¥ X § %
terlarang
Apotek dan toko obat 47721 4772 477 47 X X X X X | X X T2 | 12 | T2 1 I 1
ar T2, | T2,
Klinik kecantikan X X X X X | x X R leal % 1 1 | B1
Sehat Pakai Air (SPA) 96122 9612 961 9% X X X X x | x X E’i 1!;22' X | 3| 1| 13




ZONA BUDIDAYA

i R2 |R3 | R4
Usaha panti mandi : 12, || 12,
oy Lo 96129 9612 961 9 X X X | x x | x X o lail- X Fw o) om i 1 T X
22 | Usaha panti pijat 9612 961 9 X X X X x | x X i b X-{mim| & I il b i X
23 | Usaha refleksi 86902 8690 869 86 X X X X x | x X BBl x|m|mB| ™| 1 r |1 | ox
24 | Laboratorium kesehatan 86903 8690 869 86 X X X X X | X X X | X | X || | | 3 1 TR X
25 | Pengendali vektor 75000 7500 750 75 b'e X b'e X x | x X 4 222' x | x| x| x X 1 B I X
Usaha Mikro Obat 2, =, T2
Y o e 21022 2102 210 21 X X X X x | x X v e | et | o e 1 ) o ] I X
Usaha Kecil Obat Tradisional 3, T2, T2
ar | 21022 2102 210 21 X X X X x | x X e el i W% | ™ I s e U X
G | INDUSTRI
Industri pengolahan T2, T2, 2,
1 | dan ke 10750 1075 107 10 X X X X x | x X T letertxlx I'x X Bl Bl |BL| Bl | X
Industri pengolahan T2 T2, | T2,
4 | 11040 1104 110 11 X X X X X Sl 2 'R | x X Bl Bl |BL| Bl | X
3 | Industri pengolahan ikan 10219 1021 102 10 X X X X | x Lo '1221' X X X X Bl |[B1| Bl | X
Industri Rumah Tangga T2, VT3, | T2,
‘| X X X X X | x X §r bl st l X | x| % X B1 Bl |BL| BL | X
Industri kain rajutan, T2, : o 1 T2,
R o e 13911 1391 139 13 X X X X x | x X Sl 2l x kx| x X B1 Bl |BL| Bl | X
6 10w konvelsi  akala 14111 1411 141 14 X X X X X x | x| x X Bl Bl |B1| B1 | X
7 | Industri konveksi skala kecil 14111 1411 141 14 X O 5 X | x Bl Bl | B1 | B1
g | [mdusth tedile dan pakaian 14111 1411 141 14 X | x T,V X | x X B1 Bl |[B1| Bl | X
jadi Bl | BI
Industri sabun dan deterjen, o) T2
9 |bahan pembersih  dan 2023 202 20 X X X X x | x X iRl x izt & X X Bl |BL| B1 | X
_pengkilap parfum
10 | Industri kosmetik 20232 2023 202 20 X | x - X X Bl Bl | Bl | B1
11 | Industri pencetakan umum 18111 1811 181 18 X x | x | x | x X <3 1 x| ox X B1 Bl | B1 | B1
12 | Industri pencetakan khusus 18112 1811 181 18 X X X X X X X 'Il?l, 221' X X X B1 Bl | Bl Bl X
Industri perhiasan dan T2, T2,
13 . 3211 321 32 X X x | x| x | x X ot Lot x | x| x X Bl Bl |B1| B1 | X
14 | Produksi cs 35302 3530 353 35 X X X X | % | % X X | x| x | X | x| X X Bl Bl | Bl | Bl | X
15 | Industri perakitan furniture 3100 310 31 X X X | x x | x X e A A E SRR A X B1 Bl |B1| B1 | X
16 | Publikasi dan percetakan 7310 731 73 e X X X x | x X St x | x | x x Bl Bl |B1| Bl | X




ZONA BUDIDAYA

g Gt it R2 [R3 | R4
Tempat kerja/ workshop, TS, 12, 12,
L e ofon o A X X x X X | x X ol B S5 O S B B B X Bl Bl |B1| Bl | X
Tempat penampungan
L F e SRR v v 38110 3811 381 38 X X X X x | x X x | x| x| x| x| x X X x |B1| B1 | X
Industri Obat Tradisional T ™ ™
19 | @OT) / Industri Ekstrak 21021 2102 210 21 X X b'e X X | x X il gl inlwl» Bl Bl |B1| Bl | X
Bahan Alam (IEBA)
20 | Industri alat kesehatan 21015 2101 210 21 X X X X X | x X Rl x ||| BB Bl Bl |B1| Bl | X
21 | Industri farmasi 2101 210 21 X X X X X | x X el 1;"]' X | |m™| 1| T3 B1 Bl |B1| Bl | X
22 | Industri kerajinan seni 16293 1629 162 16 X X X X x | x X g' 1,;21' 11;21' x | x | x X B1 Bl |Bl| Bl | X
23 | Industri pengolahan beton 23957 2395 239 23 X X X X X | x X o 'g"l' x | x| x| x X Bl |Bl| Bl | X
24 | Industri pembuatan batako 23952 2395 239 23 X X b'e X x | x X 'g“l’ ?1’ x | x| x| x X Bl |B1| Bl | X
25 | Industri barang dari batu 2396 236 23 X X X X x | x X 1% x 1 x| x| x X B1 BL|B1| Bl | X
26 | Industri barang dari tanah 23932 2393 239 23 X X X X x | x X o 11;21' x | x| x| x X B1 Bl |B1| Bl | X
27 | Industri barang dari kayu 16221 1622 162 16 X X b'e X x | x X Lo 'g"l' x | x| x| x X Bl Bl |B1| Bl | X
Industri Perbekalan T T™ ™
28 | Keschatan Rumah Tangga 21015 2101 210 21 X X X X X | x X » , vl | | 13| 13 B1 Bl | Bl | Bl | X
promses Bl | Bl | BI
Industri usaha kecil dan T2, =, =
o [commils il X X X X x | x X il arbxixd o X B1 Bl |B1| BI | X
30 | Agroindustri X X X x | x X T B T (o B X Bl Bl |[B1| Bl | X
Bl | BI | Bl
H | PERKANTORAN
1 |Kantor pelayanan tingkat 41012 4101 410 41 X X g X X | x X T2 |1T2] ™ | 1 1 1 I 1 i S 1
banjar /dusun/lingkungan B4
T2
Kantor pemerintah skala ’
I g B e 41012 4101 410 41 X X = | X X | x| 8B4 | T2 | T2| T2 | 1 I 1 I I 1|1 1 I
T2,
3 | Kantor desa pekraman 41012 4101 410 41 X X T3, X X X T2, B4 T2 T2 T2 I 1 1 I 1 I I 1 1
B4
Kantor pemerintah skala 12,
4 K 41012 4101 410 41 X X T3, | X X | x| T2B4 | T2 |T2| T2 | 1 1 I I I 1|1 I 1
ecamatan B4
T
Kantor pemerintah skala ’
A Lo ¥y ol 41012 4101 410 41 X X o | X X | x| 28B4 | T2 |[T2| T2 | 1 1 I I 1 1|1 1 I
2
¢ |Kantor Pemerintah skala 41012 4101 410 41 X X T3, | X X | x| T2B4 | T2 |T2| T2 | I I 1 I 1 o 1 1
Provinsi Bali B4




ZONA BUDIDAYA

o R2 |R3| R4
Kantor Perwakilan
o AR 41012 4101 410 41 X X X X X | x| 2B | T2 |T2] T2 | 1 I I Bl 1 A LR I
Kantor Perwakilan Negara
s Rl 41012 4101 410 41 X X X X X | x X T2 | T2 | T2 | 1 1 I Bl 1 i G I
9 | Kantor BUMN/ BUMD 41012 4101 410 41 X X X X X | X X T | T2 | T2 | I 1 I | B1 1 o e e 1
10 | Kantor kepolisian 84231 8423 842 84 X |T2,B3| X X x | x| ™8 | "33' = | B | B3| B3| B3 I 1] | o 1
11 | Kantor militer 84231 8423 842 84 X |T2,B3| X X x | x| 28 | 2 ']’;"3' 'gé' B3 | B3 | B3 | B3 I 1] 1] o I
— T2, T2, | 13, T2, | T2, | T2,
12 | Pos polisi 84231 8423 842 84 x mes| 2] x | il mme [T lEe]| os |29 |58 | ns | ma 1 B 1
13 | Pos militer kawasan 84231 8423 842 84 X |T2,B3| X X x | x| e | g 11;2?: B3 | B3 | B3 | B3 I O s 1 I
: T2, T2, T2, | T2, T, | T2, | T2,
14 | Pos pengamanan lingkungan X T2, B3 B4 B4 B4 B4 X B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 I I I I I
15 | Kantor jasa konstruksi 4101 410 41 X X X X X | X X ™ | T2 | T2 | I 1 I 1 T 1
16 | Kantor aktivitas hukum 6910 691 69 X X X X X | X X T2 | 2 | X 1 1 I 1 W 1
Kantor aktivitas akuntansi,
18l fasnscn e e porers 6920 692 69 X X X X x | x X ™ || x 1 1 I I 1 11| o1 1
18 | Kantor eltivitas konsultasi 7020 702 70 X X X X x | x X T | 2| X 1 1 I I 1 t 5 1 1
manajemen
Kantor jasa pembuatan/
19 | pemrograman piranti lunak 18201 1820 182 18 X X X X X X X T2 T2 X I 1 I I I I I I 1
(software)
Kantor  penyiaran dan
20 | Kantor e 6020 602 60 X X X X X | x X ™ | ™| X I 1 1 I 1 1t 1 1
21 | Kantor penyiaran radio 41012 4101 410 41 X X X X X | X X T2 | T2 | X I 1 I I i R I
22 l';":r“;’; LSM/lembaga 41012 4101 410 41 X X X X X | x X T | 12| X I I I I I -1 'F ' 1
23 ‘,f:]‘l‘:;’ perwakilan: . partai 41012 4101 410 41 X X X X x | x X ™ | 12| T2 I I I I 1 1|1 1 1
24 | Kantor pos 41012 4101 410 1 X X X X X | X X ™ | 12| T2 | I 1 1 I 1 T 1
25 | Rumah Kantor (Rukan) 41012 4101 410 21 X X X X X | X X ™ | T2 | T2 | I 1 1 1 I T L | i 1
26 | Kantor lainnya 41012 4101 410 41 X X X X X | X X T2 | T2 | X | Bl | Bl | BI | BI 1 T 1
PERIBADATAN,
I | KEAGAMAAN DAN
FASILITAS SOSIAL
1_| Pura Kahyangan Jagat 41019 4109 410 Py} X I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 ol B 1
Pura Kahyangan Tiga dan
B foeeienia 94910 9491 049 94 X 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 T 1
3| Kelenteng 94910 9491 949 94 X X X X X | X X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3
4 | Kongeo 94910 9491 949 9% X X X X X0 % X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3
5 | Wibara 94910 9491 049 o4 X X X X X | X X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3
6 | Gereja 94910 9491 949 94 X X X X X | X X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3
7 | Masjid 94910 9491 949 94 X X X X X | X X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3




ZONA BUDIDAYA

i g R2 [R3| R4 r1 |
Langgar/ mushola 94910 9491 949 04 X X X X XX X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3
Rumah peribadatan lainnya 94910 9491 949 94 X X X X X | X X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3
Dharma pasraman 94910 9491 949 94 X X X X X X X B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
Dharmasala 94910 9491 949 94 X X X X X I X X B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3
Bangunan penunjang
prosesi Kkeagamaan umat 94910 9491 949 94 X I 1 1 1 1 I I 1 I I I 1 I I I I I 1
hindu
Tempat melasti 94910 9491 049 94 X 1 X X X | X X I 1 1 I 1 I I 1 L0 | i 1
Balai banjar 94910 9491 949 94 X |T2,B2| X X X | X X 1 [ 1 I 1 1 I 1 T |1 | 1 1
L
Wantilan X |T2,B2| T3, x| x X I I I 1 I I 1 I b vl 1
= | B

Gedung serbaguna dan balai T, 12, G 7 1] i o T2, T2, 2 T2, 112, 1 12;
ey 41019 4101 410 41 X X X X X | x X & et Sl [ T e BI RN S
Tempat kremasi 96910 9691 969 X X X 1 X | X X B3 | B3| X | X | X | X X X X | X | x | X

~ T2, | T2, | T2, | T2, | T2, | T2, | T2 12,2 | m,
Tempat Penitipan Anak (TPA) 85134 8513 851 X X X X X | x X 3t 1attay I bl | =& 1 A Bl ol B
Sanggar seni X X X X X | X X T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | 12 | T2 1 T2 | T2 | T2 | I

: : T2, | 12,1 T2, | T2, | T2, T2, T2, T2, | T2, | T2,

Gedung pertunjukan seni X X X X X X X Bl Bl B4 B4 B4 B4 B4 B1 B4 | B4 B4 1
Panti asuhan 8730 873 X X X X X | X X T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 T2 | T2 | T2 | X
Panti lanjut wusia dan
i e 8730 873 87 X X X X X | x X |12 | ™ ||| 72| ™ T |T2| 2| X
Sarana sosial sejenis lainnya X X X X X X X T2 T2 T2 T2 T2 T2 B1 T2 | 12 T2 I
OLAHRAGA, REKREASI,
DAN KESENIAN
Lapangan golf 93114 9311 931 93 X | Bl X X X | x X X0 | iR X I 1 | Bl | X 1 T 1
Gelanggang olahraga 93113 9311 931 93 X X X X X | x| T2,B4 E{ 11;21' 1321, 1 1 | Bl | BI Bl el A 1 1
Gelanggang bermain anak- |12 T2,
e 93113 9311 931 93 X P X X X | x X 0 Ll 2% 1 1 1 1 e
Gedung olahraga 93114 9311 931 93 X X b'e X 2| mad |28 ]t g 1 | Bl | B1 1 1] I 1
Lapangan olahraga 93114 931 031 93 % w1 % x | x B4 ™ |12 | T2 | 1 I 1 I I ] ) O I
Stadion 93111 9311 931 93 X X X X BEIR - R0 -2 1 | B4 | B4 Bl B1 | Bl | B1 | BI
s kebugaran/  fitness 93116 9311 032 93 X X X X X | x X ™ || ™ |™B|B| | 1 1 o IR X
Rumah bilyard 93113 9311 931 03 X X X X X | X X T2 | 12| T2 | T3 | 13 | 13 | T3 1 T I til i X
Sport center 93119 9311 931 93 X X x |.x | x {2 rape. | 5 1 =4 1 1 | B4 | B4 Bl Bl | Bl | Bl | B1
Arena permainan
e 93293 9329 032 93 X X X X X | x X x x| x | x x| x X I o N
Taman hiburan 93219 9321 932 93 X Bl X X x | x X o P 1321' ™ | 1| 13| 18 1 I I




ZONA BUDIDAYA

R2 |R3 | R4 K1 K3 |
12 | Tempat bermain X | Bl X X T2 | T2 | T2 | I 1 1 I 1 TR R
& | PERTANIAN DAN
PETERNAKAN
1 t‘;‘s‘;‘}’“/ mg:mn'“”""’m‘. fadian 0112 011 . X I X X 1| x 1 I 1 1 1 1 1 I I O O I
Lahan  pertanian lahan
2 | kering/ sayuran, buah dan 1139 113 11 1 X 1 b'e X o 1 I I I 1 1 1 1 1 1| 1|1 1
aneka umbi
3 | Tanaman. talunan/ kebun 01199 0119 011 1 X I X X 1 | x B3 I 1 1 1 1 1 I I N A I
campur
4 ;:";m:m dan 1629 162 16 6 X | B1 X X X | x Bl Bt |B1| Bl | x| x| x X X x| x| x | B4
5 | Perternakan dan pembibitan 1192 119 11 1 X Bl X X X | X Bl Bl |B1| Bl | X | X | X X X X | X | X | B4
6 | Kandang hewan X | Bl X X X | X Bl Bl |B1]| Bl | X | X | X X X X | X | X | B4
Pembinaan populasi dalam
7 ;2’;3/1;"““ P‘"’“’;;"nbeﬂ 1623 162 16 1 X Bl e X x | x b'e Bl |B1| Bl | X | % X X X Bl | B1 | Bl | B4
anakan dari alam
8 | Rumah pemotongan hewan 10110 1011 101 10 X X X X X | X X X |B1| Bl | X | X | X X X T | 1| 1 | B4
9 | Tempat penyosohan beras 10631 1063 106 10 X X X X X X X T2 T2 T2 X X X X X 1 I 1 X
10 | Balai subak X B2 X X X % B3 T2 | T2 | T2 | 1 1 1 1 1 I 3 1 1
11 | Budidaya perikanan laut 0321 032 3 X Bl X X X | X Bl Bl |B1| Bl | X | X | X X X Bl | BL | BL | B4
12 | Budidaya perikanan darat 0322 032 3 B3 | BI X X X | X Bl Bl |Bl| Bl | X | X | X X X Bl | Bl | Bl | B4
13 | Budidaya ikan di kolam 03221 X | Bl X X X | X Bl Bl |B1| Bl | X | X | X X X Bl | Bl | Bl | B4
14 | Depo obat hewan 21023 2102 210 21 X X X X X | X X Bl |B1| Bl | X | X | X X X T | 1| 1 | B4
L_| RUANG TERBUKA HIJAU
Kawasan sempadan
L R— padan/ 81300 8130 813 81 X I 1 I i % I x | x| x I 1 1 I 1 oA b I
Taman lingkungan/ desa/
2 |kelurshan / kecamatan/ 81300 8130 813 81 X I I I 1| x B4 I I I 1 I 1 I I 0 I 1
kota
3 | TPU/ makam/ setra 81300 8130 813 83 X | B3 | B4 1 X | x B4 B3 | B3| B3 | I 1 1 I B3 B3 | B3 | B3 | B3
4 | Hutan kota 41018 4101 410 1 X 1 I 1 T | x B4 I I 1 I 1 1 1 1 B S 1
5 | Taman tematik 81300 8130 813 81 X 1 1 X X | x B4 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1
6 | Taman rekreasi 93211 9321 032 93 X 1 1 X X | X B4 1 1 1 1 1 1 I 1 Tl bl 1
7_| Youth park 81300 8130 813 81 X 1 1 X X | X B4 1 1 1 1 1 1 I 1 R B 1
8 | Taman pintar X 1 1 X X | X B4 1 I 1 1 1 1 I 1 AR 1
u | RUANG TERBUKA NON
HIJAU
. 8
1 | Lapangan parkir 52215 5221 522 52 X 1 ™| 55 | T2 | B B4 I I I 1 I I I I e R 1
2 | Gedung parkir 52215 5221 522 52 X X X X X | x X Bl | Bl | Bl | I I 1 I 1 T R 1
FASILITAS _ PENUNJANG




)

ZONA BUDIDAYA

k] el R2 |R3 | R4
BTS/ menara T2, T2,
B Lo RTRRTITIO . 42206 4220 422 42 X {mm e |2} |x X Bl |B1| B1 |B1 |[B1| B1 | BI BI Bl |B1| B1 | B1
Jaringan telekomunikasi
T e P s X | B4+ | B4 | B3 | B3 | B3 B4 Bt |B1| Bl | Bl | BI | Bl | BI Bl Bl |B1| B1 | B1
Menara pemancar radio dan T2, T2, 2,
3 j 2,81 | 2| 2| 2| x| 72,84 | B1I |Bi| Bl |BI|B1| Bl | BI Bl Bl [ B1 | Bl | Bl
4 | Gardu induk 35112 3511 351 35 X B4 X X | B3 | X B4 Bl | Bl | Bl | Bl | BI | Bl | BI Bl Bl | BL | Bl | Bl
Penampungan, penjernihan ™ T2 "
5 | dan penyaluran air minum 36001 3600 360 36 x |28 | 2 | B | B | x| ™84 | B |B1| B [B1|BI|BI| B Bl Bl |B1| Bl | B1
(reservoar)
Instalasi Pengolahan Air T2, 2, s 1
6 | gon 42202 4220 422 42 X (1284 | % | 5 | 2 | X| ™84 | B1 [B1|B1 [B1|BI|BI | BN B1 Bl |B1| Bl | B1
Instalasi pengolahan air T, T2, T2,
7 |Rowe 37021 3701 370 37 x [mmm| 2l il % X Bl |B1| Bl | Bl |BI | Bl | BI Bl Bl [B1| Bl | BI
8 | Pembangkit tenaga listrik 35111 3511 351 31 X | B4 X X | B3 | X B4 Bl |B1| Bl | Bl | Bl | Bl | Bl Bl Bl | Bl | Bl | Bl
9 | spBU 47301 4730 473 47 X X X X X% X X | x| X | Bl | Bl | Bl | X Bl BL | Bl | BL | Bl
10 | Pertashop/ pertades X X X X X | X X Bl [ B X Rx X | X X Bl Bl | Bl | Bl | X
11 | SPBG 47301 4730 473 47 X X X X X | X X X | x| X | Bl | Bl | BI | X Bl Bl | Bl | Bl | Bl
12 | SPBL 47301 4730 473 47 X X X X X | X X X | X | X | Bl | Bl | Bl | X Bl Bl | Bl | Bl | Bl
13 | Depo gas X X X X X | X X Bl | Bl | Bl | Bl | BI | Bl X Bl Bl | Bl | Bl | X
14 ;’g“‘“ﬂm’r minyak  dan 9100 910 91 9 X | B4 | B4 | B3 | B3 | B3 B4 Bl |B1| Bl | B4 | B4 | B4 | B4 Bl Bl |B1| B1 | BI
Tempat Pembuangan
18 | Banuitact 38110 3811 381 38 x | B4 | B4 | B3 | B3 | X B4 Bl |B1| Bl | Bl |B1| Bl | BI Bl Bl | B1 | Bl | B1
16 | TPST 42203 4220 422 42 X | B4 | B4 | B3 | B3 | X B4 Bl | B1| Bl | BL | BL | Bl | BI B1 Bl | Bl | Bl | Bl
17 | Bank sampah 3811 381 38 X | BI X | B3 | X | X X Bl |Bl| Bl | T3 | T3 | T8 | T3 Bl Bl | B1 | Bl | Bl
18 | Terminal angicutan 52211 5221 521 52 x |T2B4| T2 | T2 | T2 | v | 1ops | Bt [B1| B1 [B1 |B1| BL | BL B1 Bl [B1| B1 | BI
penumpan; B4 B3 B3
T2, | T2, | T2, | T2,
19 | Halte 52211 5221 521 52 X [mme [0 Jiak 4 B2 X Bl |B1| Bl | Bl |B1 | Bl | B B1 Bl [ B1| Bl | B1
20 | Stasiun kereta/ ART/ trem 52212 5221 522 52 X (12,84 | 12 7};23' 'g’s X | T84 | Bl |B1| B | B1|B1| BI | BI BI Bl |B1| B1 | BI
21 | Shelter kebencanaan 8899 889 88 X |tz | 02| 2| T2 x| T84 | B [B1| B |B1|B1|B1 | BI B1 Bl | Bl | Bl | BI
22 | Fasilitas mitigasi bencana x |m28¢ | 2| B | B | x| ™8 [ B |B1|B1 |[B1|B1|BI | BI B1 Bl |BL| B1 | BI
23 | Helipad X | BI B4 | B3 | X | X B4 Bl |Bi| Bl | Bl | BI | Bl | Bl Bl Bl | B1 | Bl | Bl
Prasarana, sarana, dan G o & T2, G b T2,
U e i o B3 |T2B1 | po | 02 | By | 5| T2B4 | Bl |B1| Bl | Bl |B1| B1 | B Bl Bl | Bl | Bl | BI
O | PERUNTUKAN KHUSUS
1 | Lapangan latihan hankam 84221 8422 842 82 X | B4 X X XK B4 B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3
2 | Gudang senjata hankam 84221 8422 842 84 X | T2,B4| X X X | X | T2,B4 | B3 | B3| B3 | B3 | B3 | B3 | B3 B3 B3 | B3 | B3 | B3




Keterangan Notasi :

I | Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Diperbolehkan/ Diizinkan
T1 | Pembatasan Waktu Pengoperasian (Pukul 18.00)
T2 | Pembatasan Intensitas Pemanfaatan Ruang
T3 | Pembatasan Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui KWT maksimal dan atau Lokasi Kegiatan
Bl | Dokumen Persyaratan Lingkungan (Dokumen AMDAL UKL-UPL, dan SPPL)
B2 | Menyediakan Prasarana Limbah dan Sampah
B3 | Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait
B4 | Kegiatan Yang Diprakarsai oleh Pemerintah dan Untuk Kepentingan Umum
X | Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Tidak Diperbolehkan

Keterangan Zona/ Subzona :

BA Zona Badan Air
PS Zona Perlindungan Setempat
RTH Zona Ruang Terbuka Hijau
RTH-2 : Taman Kota !
RTH-7 : Pemakaman
RTH-8 : Hijau Jalan

Kawasan Peruntukan Budidaya

BJ Zona Badan Jalan SPU Zona Sarana Pelayanan Umum K Zona Perdagangan dan Jasa

P Zona Pertanian SPU-1 : SPU Skala Kota K-1 : Perdagangan dan Jasa Skala Kota
P-1 : Tanaman Pangan SPU-2 : SPU Skala Kecamatan K-2 : Perdagangan dan Jasa Skala WP

R  Zona Perumahan SPU-3 : SPU Skala Kelurahan K-3 : Perdagangan dan Jasa Skala SWP
R-2 : Perumahan Kepadatan Tinggi SPU-4 : SPU Skala RW KT Zona Perkantoran
R-3 : Perumahan Kepadatan Sedang C Zona Campuran KT : Perkantoran

R-4 : Perumahan Kepadatan Rendah C-2 : Campuran Intensitas Menengah/ Sedang




LAMPIRAN V B

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA

TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS DAN BERSYARAT TERTENTU

ZONA BADAN AIR (BA)
BADAN AIR (BA)
TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN AIR (BA)
m] "t“: Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan | Wisata alam/ ekowisata, wisata petualangan, wisata tirta sungai. - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

pada klasifikasi kegiatan pariwisata

terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Budidaya perikanan darat.

- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

Prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.

- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait




ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

(PS)
K;te: tt‘:n Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan |
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting). - Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan perumahan - KDH minimal sebesar 60%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat | - KDB maksimal sebesar 20%
kegiatan perdagangan penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman. - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai
- KDH minimal sebesar 65%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna. - KDB maksimal sebesar 20%
kegiatan pariwisata - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai
- KDH minimal sebesar 65%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Pos kesehatan. - Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan kesehatan - KDH minimal sebesar 60%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos | - Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan perkantoran pengamanan lingkungan. - KDH minimal sebesar 60%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Balai banjar, wantilan. - Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan - KDH minimal sebesar 60%
fasilitas sosial
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan | - KDB maksimal sebesar 20%
kegiatan fasilitas penunjang | penyiaran. - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai
infrastruktur - KDH minimal sebesar 65%
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), | - Perkerasan maksimal sebesar 10%
Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, | - KDH minimal sebesar 60%
terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem,
shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana,
dan utilitas umum lainnya.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gudang senjata hankam. - Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan peruntukan khusus - KDH minimal sebesar 60%
T3 Pembatasan KWT

Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah makan, kedai/
warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt,
kedai minuman.

KWT maksimal 20% per zona perlindungan
setempat




TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan
Bersyarat

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Keterangan

Bl

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perumahan

Rumah penduduk setempat (eksisting).

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan perdagangan

Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan
makanan/ foodcourt, kedai minuman.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pariwisata

Agrowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata
budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai,
kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud
keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi
dan kesenian

Lapangan golf, taman hiburan, tempat bermain.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang
hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya
perikanan darat, budidaya ikan di kolam.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan
penyiaran.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Bank sampah, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pariwisata

Wisata alam/ ekowisata.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan kesehatan

Pos kesehatan.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Balai banjar, wantilan.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah




Ketentuan

Bersyarat Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan |
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan olahraga. Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan sampah
kesenian
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Balai subak. Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi  kegiatan  pertanian dan sampah
peternakan

B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan perkantoran pengamanan lingkungan. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | TPU/ makam/ setra. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau terkait
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Periklanan, papan pengumuman. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
Kklasifikasi kegiatan jasa kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang kepentingan umum
infrastruktur
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, kepentingan umum
pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat
Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan
penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan,
fasilitas mitigasi bencana.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk

klasifikasi kegiatan peruntukan khusus

kepentingan umum




ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KOTA (RTH-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

K;:x‘tmm Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM centre. - KDB maksimal sebesar 20%
kegiatan perdagangan - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai
- KDH minimal sebesar 65%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor | - KDB maksimal sebesar 20%
kegiatan perkantoran pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor | - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai
pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah | - KDH minimal sebesar 65%
lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos :
pengamanan lingkungan.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Wantilan. - KDB maksimal sebesar 20%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai
fasilitas sosial - KDH minimal sebesar 65%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Lapangan parkir. - Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan ruang terbuka non hijau - KDH minimal sebesar 60%
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Menara pemancar radio dan penyiaran. - Ketinggian bangunan dan KLB maksimal
kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur disesuaikan dengan RTRW Kota dan/atau
peraturan terkait
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), | - Perkerasan maksimal sebesar 10%
Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, | - KDH minimal sebesar 60%
terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, :
shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana,
dan utilitas umum lainnya.
T3 Pembatasan KWT

Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM centre, daya tarik
wisata buatan/ binaan manusia, kantor pelayanan tingkat banjar/
dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor
desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor
pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala
Provinsi Bali, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.

KWT maksimal 30% per sub-zona taman kota




ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KOTA (RTH-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

ot PARCALINHS = BRI Jenis Kegiatan e |
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Bumi perkemahan. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan pariwisata terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | BTS/ menara telekomunikasi terpadu. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang terkait
infrastruktur
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM centre. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk

klasifikasi kegiatan perdagangan kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Periklanan, papan pengumuman. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan jasa kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan pariwisata kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan perkantoran pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor kepentingan umum

pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah

lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos

pengamanan lingkungan.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Wantilan. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan peribadatan, kepentingan umum
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan olahraga. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kepentingan umum
kesenian
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | TPU/ makam/ setra. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
Kklasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan parkir. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang | pemancar radio dan penyiaran. kepentingan umum
infrastruktur Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk

Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah
Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun
kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana,
helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.

kepentingan umum




ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

KT‘ ‘tmantmnm Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan KDB maksimal sebesar 20%
kegiatan perdagangan keliling/ tempat tidak tetap. KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai

KDH minimal sebesar 65%

Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Pos pengamanan lingkungan. Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan perkantoran KDH minimal sebesar 60%
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Wantilan. Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan KDH minimal sebesar 60%
fasilitas sosial

Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Lapangan parkir. Perkerasan maksimal sebesar 10%

kegiatan ruang terbuka non hijau

KDH minimal sebesar 60%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan
penyiaran.

Ketinggian bangunan dan KLB maksimal
disesuaikan dengan RTRW  Kabupaten
dan/atau peraturan terkait

Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem,
shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana
dan utilitas umum lainnya.

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 60%




ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

K‘n :l“wm. IS Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Instalasi pengolahan air limbah. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan perdagangan keliling/ tempat tidak tetap. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Papan pengumuman. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan jasa terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Wantilan. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, terkait
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan parkir. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang | informatika pemerintah. terkait
infrastraiceur Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
Instalasi Pengolahan Air (IPA), infrastruktur minyak dan gas, Tempat terkait
Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal
angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter
kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana
dan utilitas umum lainnya.
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan perkantoran

Pos pengamanan lingkungan,

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang
infrastruktur

Menara pemancar radio dan penyiaran.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

K;:::am Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.

kegiatan perkantoran

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 60%

Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi
kegiatan ruang terbuka non hijau

Lapangan parkir.

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 60%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan
penyiaran.

Ketinggian bangunan dan KLB maksimal
disesuaikan dengan RTRW  Kabupaten
dan/atau peraturan terkait

Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem,
shelter kebencanaan, fasiltas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan
utilitas umum lainnya.

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 60%




ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

i o Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Menara pemancar radio dan penyiaran. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang | Instalasi pengolahan air limbah. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
infrastruktur
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Periklanan, papan pengumuman. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan jasa terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | BTS/ menara telekomunikasi terpadu Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang terkait
infrastruktur Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
instalasi pengolahan air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur térkait
minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST,
terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem,
shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana
dan utilitas umum lainnya.
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.

klasifikasi kegiatan perkantoran

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA BADAN JALAN (BJ)
BADAN JALAN (BJ)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan
Terbatas Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan

T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.
kegiatan perkantoran

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 60%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Halte, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya. Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur - KDH minimal sebesar 60%




ZONA BADAN JALAN (BJ)
BADAN JALAN (BJ)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketcntua: Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan parkir. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang terkait
infrastruktur Infrastruktur minyak dan gas, halte, prasarana, sarana, dan utilitas Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
umum lainnya. terkait
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Papan pengumuman.

Kklasifikasi kegiatan jasa

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perkantoran

Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)

K,:::::;'“ Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan i Keterangan »
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Asrama militer/ kepolisian, raumah susun fungsi tertentu max 4 lantai Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan perumahan (tinggi max. 15 m). KDH minimal sebesar 70%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan perdagangan tradisional/ art market. KDH minimal sebesar 70%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan pendidikan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, KDH minimal sebesar 70%
perguruan tinggi dan sederajat.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu. Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan kesehatan KDH minimal sebesar 70%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, Perkerasan maksimal sebesar 10%
kegiatan perkantoran kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ KDH minimal sebesar 70%
daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor
perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos
polisi, pos militer kawasan.
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, sport center. Perkerasan maksimal sebesar 10%

kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian

KDH minimal sebesar 70%

Pembatasan intensitas -pada klasifikasi
kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur

Menara pemancar radio dan penyiaran

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 70%

Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
Instalasi Pengolahan Air (IPA), terminal angkutan penumpang, stasiun
kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana,
prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 70%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi

kegiatan peruntukan khusus

Gudang senjata hankam.

Perkerasan maksimal sebesar 10%
KDH minimal sebesar 70%




ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

K‘B “‘m‘: Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan |
B1 Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan pertanian dan | hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya
peternakan ikan di kolam.
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Wisata alam/ ekowisata, wisata budaya, wisata spiritual, wisata | - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan pariwisata petualangan. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Tanaman tahunan/ kebun campur, balai subak. - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan terkait
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai | - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
Klasifikasi kegiatan perumahan (tinggi max. 15 m). kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni |- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan perdagangan tradisional/ art market. kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Papan pengumuman. - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan jasa kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia. - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan pariwisata kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan | - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan pendidikan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, kepentingan umum
perguruan tinggi dan sederajat.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu. - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan kesehatan kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, | - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan perkantoran kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala Kota/ kepentingan umum
daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor
perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos
polisi, pos militer kawasan.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Gelanggang olahraga, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, | - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan | sportcenter. kepentingan umum
kesenian
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ | - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, youth kepentingan umum
park, taman pintar.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan parkir. - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau kepentingan umum
Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara | - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk

pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.

kepentingan umum




Ketentuan

B g Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), | - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
Kklasifikasi kegiatan fasilitas penunjang | Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur kepentingan umum
infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS),

TPST, terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem,
shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana,
sarana, dan utilitas umum lainnya.

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gedung senjata hankam. - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus kepentingan umum




ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN

KEPADATAN TINGGI (R-2)

Ketentuan
Terbatas

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

T1

Pembatasan waktu operasional

Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan
aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang
dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/
showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, jasa bengkel
motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil
dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi,
jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/
renovasi/ barang usaha individu, studio musik.

Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00

Pembatasan intensitas
kegiatan perumahan

pada

klasifikasi

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian,
rumah kos/pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan < 10
kamar

KDB maksimal sebesar 50%
KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
KDH minimal sebesar 35%

Pembatasan intensitas
kegiatan perdagangan

pada

klasifikasi

Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret
ruko/ toko s 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung
makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai
minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan
kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko
elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan
aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah
tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan
(pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan
pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ art shop, toko oleh-
oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam
barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi
ulang, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan
motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda
empat dan diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda
dua dan roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki
lima dan los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan
makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre.

KDB maksimal sebesar 65%

KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 20%
KDH minimal sebesar 15%

Pembatasan intensitas

kegiatan jasa

pada

klasifikasi

Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa
cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda,
motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi,
jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa photografi dan cuci
cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV,
jasa komunikasi/ warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa
pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa
klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi
komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa

KDB maksimal sebesar 65%

KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 20%
KDH minimal sebesar 15%




Ketentuan
Terbatas

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental
DVD/VCD/MP3/ sejenisnya, jasa rental video game, aktivitas jasa
informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, bpr, koperasi
simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga
keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi,
perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon kecantikan,
tukang cukur/ barber shop, studio musik, penjahitan dan pembuatan
pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m?2-

Pembatasan intensitas
kegiatan pariwisata

pada

klasifikasi

Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel),
pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, guest house, resort,
penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space,
museum/ situs bersejarah, penangkaran binatang, pengelolaan
berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing,
money changer, agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW),
wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta
sungai.

KDB maksimal sebesar 50%

KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 35%
KDH minimal sebesar 15%

Pembatasan intensitas
kegiatan pendidikan

pada

klasifikasi

PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan
sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama
pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan
belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.

KDB maksimal sebesar 50%

KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 35%
KDH minimal sebesar 15%

Pembatasan intensitas
kegiatan kesehatan

pada

klasifikasi

Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya
kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik
mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan,
tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan
dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan
penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik
kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna,
usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

KDB maksimal sebesar 50%

KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 35%
KDH minimal sebesar 15%

Pembatasan intensitas
kegiatan industri

pada

klasifikasi

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri
konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun
dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri
kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus,
industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture,
publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri
perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan
Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri
kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan
batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri
barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.

KDB maksimal sebesar 65%;

KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 20%
KDH minimal sebesar 15%




Ketentuan

Terbatas Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan perkantoran pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor | - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah | - Perkerasan maksimal sebesar 35%
lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan | - KDH minimal sebesar 15%
pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor
BUMN/BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer
kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi,
kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa,
konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa
pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), kantor penyiaran
dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, kantor LSM/
lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, Rumah
Kantor (Rukan), kantor lainnya.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut | - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
fasilitas sosial usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya. - Perkerasan maksimal sebesar 35%
- KDH minimal sebesar 15%
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung |- KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness | - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
center, rumah bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain. | - Perkerasan maksimal sebesar 35%
- KDH minimal sebesar 15%
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Tempat penyosohan beras, balai subak. - KDB maksimal sebesar 65%
kegiatan pertanian dan peternakan - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 20%
- KDH minimal sebesar 15%
T3 Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata Hotel bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), kondotel | Hanya  diizinkan untuk  pengembangan
(kondonium hotel) akomodasi yang sudah ada dari zona

perdagangan dan jasa




ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN

TINGGI (R-2)

Ketentuan
Bersyarat Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan ‘ Keterangan
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.

pada klasifikasi kegiatan perumahan

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan

Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar
ikan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa
cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/
catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan,
perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio
musik.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pariwisata

Hotel non bintang, pondok wisata, villa, guest house, penginapan
losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam,
flora dan fauna, usaha kolam pancing.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pendidikan

Laboratorium pendidikan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan industri

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri
konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun
dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri
kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus,
industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture,
publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri
perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan
Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri
kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan
batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri
barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT), industri usaha kecil dan, menengah lainnya, agroindustri.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA),
gedung pertunjukan seni.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi
dan kesenian

Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung
olahraga, taman hiburan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang
hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya
perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan




Ketentuan

Be t Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan |
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Gedung parkir. - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non
hijau
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang | informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran,
infrastruktur gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum

(reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air
limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas,
infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah
Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan
penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan,
fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas
umum lainnya
B2 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan |- Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan perdagangan makanan/foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional. sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat | - Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan jasa elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha sampah
individu, salon kecantikan, tukang cukur/barber shop, penjahitan
dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Cafetaria, coffee shop, co-working space. - Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan pariwisata . sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya | - Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan kesehatan kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik sampah
mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/mantri kesehatan,
tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan
dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan
penyalahgunaan obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air
(SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha
refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).

klasifikasi kegiatan perumahan

- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perdagangan

Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar,
penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.

- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Periklanan, papan pengumuman.

- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pariwisata

Hotel bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), kondotel
(kondonium hotel), resort, bumi perkemahan.

- Wajib memperoleh persetujuan teknie instansi

terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pendidikan

PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan
sederajat, SMA/SMK dan sederajat,

- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
Kklasifikasi kegiatan perkantoran

Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos
pengamanan lingkungan.

- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

terkait




Ketentuan

Pengatutin Persyaratan

Bersyarat Jenis Kegiatan Keterangan |
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, | peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi. terkait
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | TPU/ makam/ setra. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus terkait

B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Stadion, sport center.

klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan
kesenian

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN

KEPADATAN SEDANG (R-3)

Ketentuan
Terbatas

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

T1

Pembatasan waktu operasional

Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan
aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang
dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/
showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, jasa bengkel
motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan
motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa
reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/
barang usaha individu, studio musik.

- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00

T2

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian,
rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan <10
kamar.

- KDB maksimal sebesar 50%
- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
- KDH minimal sebesar 35%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan perdagangan

Toko kelontong/ warung/ kios, Rumah Toko (Ruko), pertokoan (deret
ruko/toko < 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung
makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/foodcourt, kedai
minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan
kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko
elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan
aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga,
toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop)
dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko
peralatan olahraga, toko kesenian/ art shop, toko oleh-oleh, toko
peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko,
Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, penjualan
suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga,
penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan
diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan
roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan
los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan makanan
keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre.

- KDB maksimal sebesar 60%
- KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai
- KDH minimal sebesar 20%

Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi
kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa
cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda,
motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi,
jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa photografi dan cuci cetak,
jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa
komunikasi/ warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran
properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek
dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat
komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/

- KDB maksimal sebesar 60%
- KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai
- KDH minimal sebesar 20%




Ketentuan
Terbatas

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental video game,
aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, BPR,
koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/
lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan
televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon
kecantikan, tukang cukur/barber shop, studio musik, penjahitan dan
pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m2:

Pembatasan intensitas
kegiatan periwisata

pada

klasifikasi

Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (city hotel/budget hotel),
pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, guest house, resort,
penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/
situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan,
wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud
keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer,
agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).

- KDB maksimal sebesar 50%
- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 35%

Pembatasan intensitas
kegiatan pendidikan

pada

klasifikasi

PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan
sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama
pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan
belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.

- KDB maksimal sebesar 50%
- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 35%

Pembatasan intensitas
kegiatan kesehatan

pada

klasifikasi

Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya
kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik
mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan,
tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan
dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan
obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air
(SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi,
pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil
Obat Tradisional (UKOT).

- KDB maksimal sebesar 50%
- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 35%

Pembatasan intensitas
kegiatan industri

pada

klasifikasi

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi
skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan
deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik,
industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri
perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi
dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri
Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri
alat kesehatan, industri farmasi, industri Kerajinan seni, industri
pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari
batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan
menengah lainnya, agroindustri.

- KDB maksimal sebesar 60%
- KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai
- KDH minimal sebesar 20%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi

kegiatan perkantoran

Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor
pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor
pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala Kota/ daerah

- KDB maksimal sebesar 50%
- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 35%




Ketentuan
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Jenis Kegiatan

Keterangan

lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan
Pemerintah Pusat, kantor perwakilan negara sahabat, Kantor
BUMN/BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer
kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor
aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi
pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/
pemrograman piranti lunak (software), kantor penyiaran dan
pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, kantor LSM/ lembaga
lainnya, kantor perwakilan partai politik, Kantor pos, Rumah Kantor
(Rukan), kantor lainnya.

Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi
kegiatan peribadatan, keagamaan dan
fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA),
sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia
dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.

- KDB maksimal sebesar 50%
- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 35%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian

Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga,
lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah
bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain.

- KDB maksimal sebesar 50%
- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 35%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan pertanian dan peternakan

Tempat penyosohan beras, balai subak.

- KDB maksimal sebesar 60%
- KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai
- KDH minimal sebesar 20%

T3

Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata

Hotel bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), kondotel (kondonium
hotel)

Hanya diijinkan untuk pengembangan
akomodasi yang sudah ada dari zona
perdagangan dan jasa




ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN

SEDANG (R-3)
K; tentmt Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan ‘
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

pada klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan

Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar
ikan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa
cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/
catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan,
perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio musik.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pariwisata

Hotel non bintang, pondok wisata, villa, guest house, penginapan
losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam,
flora dan fauna, usaha kolam pancing.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pendidikan

Laboratorium pendidikan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Klasifikasi kegiatan industri

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi
skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan
deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik,
industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri
perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi
dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri
Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri
alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri
pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari
batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan
menengah lainnya, agroindustri.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA),
gedung pertunjukan seni.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga,
taman hiburan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang
hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya
perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam,
depo obat hewan.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan




Ketentuan

B t Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Gedung parkir. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada Kklasifikasi kegiatan ruang terbuka
non hijau
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada  klasifikasi kegiatan fasilitas | informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
penunjang infrastruktur induk.
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur
minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST,
bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, Stasiun kereta/
ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad,
prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.
B2 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan perdagangan foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional. sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan jasa elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha sampah
individu, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop, penjahitan dan
pembuatan pakaian sesuai pesanan.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Cafetaria, coffee shop, co-working space. Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan pariwisata sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan kesehatan kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik sampah
mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan,
tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan
dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan
obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti
mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional
(UKOT).
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan perumahan

Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perdagangan

Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar,
penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Periklanan, papan pengumuman.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pariwisata

Hotel bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), kondotel (kondonium
hotel), resort, bumi perkemahan.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pendidikan

PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan
sederajat, SMA/SMK dan sederajat.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perkantoran

Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos
pengamanan lingkungan.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait
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Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah
peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau

TPU/ makam/ setra.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peruntukan kKhusus

Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi,
dan kesenian

Stadion, sport center.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN

KEPADATAN RENDAH (R-4)
K'::::.m R Jenis Kegiatan Keterangan
T1 Pembatasan waktu operasional Toko bahan bangunan dan perkakas, jasa bengkel motor, jasa cat mobil Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las.
T2 Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi

kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian,
rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan <10
kamar.

KDB maksimal sebesar 50%

KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 25%
KDH minimal sebesar 25%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan perdagangan

Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret
ruko/toko < 4 wunit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung
makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai
minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan
kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko buku
dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat
kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan
bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan
perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko
peralatan olahraga, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama,
perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan
(PAK), depo air minum isi ulang, gallery, pasar rakyat, pasar ikan,
perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/
tempat tidak tetap, UKM centre.

KDB maksimal sebesar 50%

KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 25%
KDH minimal sebesar 25%

Pembatasan intensitas pada klasifikasi
kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan
motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan
mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa
transportasi/ travel, jasa photografi dan cuci cetak, jasa
komunikasi/warnet, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event
organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa
penitipan hewan, aktivitas jasa informasi lainnya, koperasi simpan
pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan
lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan
dan arsip, foto copy, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai
pesanan, pergudangan skala kecil < 200m?2.

KDB maksimal sebesar 50%

KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 25%
KDH minimal sebesar 25%

Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi
kegiatan pariwisata

Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel),
pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, guest house, resort,
penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/
situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan,
wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud

KDB maksimal sebesar 50%

KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
Perkerasan maksimal sebesar 25%
KDH minimal sebesar 25%
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keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer,
agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan pendidikan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama | - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan | - Perkerasan maksimal sebesar 25%
belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan. - KDH minimal sebesar 25%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan kesehatan kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik | - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, | - Perkerasan maksimal sebesar 25%
pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan |- KDH minimal sebesar 25%
pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan
obat terlarang, apotek dan toko obat, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan industri minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, | - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ | - Perkerasan maksimal sebesar 25%
workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ industri | - KDH minimal sebesar 25%
ekstrak bahan alam (ieba), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah
lainnya, agroindustri.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan perkantoran pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor | - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah | - Perkerasan maksimal sebesar 25%
lainnya, kantor Ppemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan | - KDH minimal sebesar 25%
pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor
BUMN/BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer
kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor
perwakilan partai politik, kantor pos, Rumah Kantor (Rukan).
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia | - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
fasilitas sosial dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya. - Perkerasan maksimal sebesar 25%
- KDH minimal sebesar 25%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, | - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian | lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah | - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain. - Perkerasan maksimal sebesar 25%
- KDH minimal sebesar 25%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Tempat penyosohan beras, balai subak. - KDB maksimal sebesar 50%
kegiatan pertanian dan peternakan - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
- Perkerasan maksimal sebesar 25%
- KDH minimal sebesar 25%
T3 Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata

Hotel bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), kondotel (kondonium
hotel)

Hanya diijinkan untuk pengembangan
akomodasi yang sudah ada dari 2zona
perdagangan dan jasa




ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN

RENDAH (R-4)
Ketontul: Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan ; T varamgnn
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

pada klasifikasi kegiatan perumahan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan

Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar
ikan.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan
motor, jasa bengkel las, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter
hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan pariwisata

Hotel non bintang, pondok wisata, villa, guest house, penginapan
losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam,
flora dan fauna, usaha kolam pancing.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pendidikan

Laboratorium pendidikan.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan industri

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan,
sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/
workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri
Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kerajinan seni, Industri
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan
menengah lainnya, agroindustri.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Tempat penitipan anak (TPA).

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga,
taman hiburan.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang
hewan,pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya
perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam,
depo obat hewan.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka
non hijau

Gedung parkir.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada  Kklasifikasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan
informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
induk.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan




Ketentuan

B t Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
pembangkit tenaga listrik, depo gas, infrastruktur minyak dan gas,
Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampabh,
terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem,
shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana,
sarana, dan utilitas umum lainnya.
B2 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan perdagangan foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional. sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan. Wajib menyediakan prasarana limbah dan
Kklasifikasi kegiatan jasa sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Cafetaria, coffee shop, co-working space. Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan pariwisata sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan kesehatan kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik sampah
mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan,
pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan
pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan
obat terlarang, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT).
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan perdagangan penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Periklanan, papan pengumuman. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan jasa terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Hotel bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), kondotel (kondonium Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan pariwisata hotel), resort, bumi perkemahan. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan pendidikan sederajat, SMA/SMK dan sederajat. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan perkantoran pengamanan lingkungan. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, | peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala. terkait
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | TPU/ makam/ setra. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus terkait
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.

klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan
kesenian

Stadion, sport center.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN

UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

Ketentuan

Terbatas Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan perumahan plester (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, KDH minimal sebesar 35%
kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah
dinas.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia KDH minimal sebesar 35%
fasilitas sosial dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.
T3 Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan | Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan

tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan
diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan
roda tiga, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan
diatasnya.

dan kesehatan

Pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan
los pasar.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pedagang besar farmasi (PBF).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan,
transportasi, olahraga, dan peribadatan

Pembatasan lokasi kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa
cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa
penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket
transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman
barang/ cargo.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan.

Asuransi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata

Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan

Sehat pakai air (SPA), usaha panti pijat, usaha refleksi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan

Laboratorium kesehatan.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan,
transportasi, olahraga, peribadatan, sosial
budaya

Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional
(UKOT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi kegiatan industri

Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA),
industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pusat kebugaran/ fitness center.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan




Ketentuan
Terbatas

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

Pembatasan lokasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Rumabh bilyard.

- Tidak dhzmkan di sekitar kegiataﬁ pendidikan
dan peribadatan

Taman hiburan.

- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

Bank sampah.

- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

SKALA KOTA (SPU-1)
l;:tentun: Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan | Keterangan ‘
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perumahan
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Hypermart, mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air
minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima,
perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan jasa laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Kantor lainnya. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perkantoran
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada  Kklasifikasi kegiatan fasilitas | informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
penunjang infrastruktur induk.
Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat
pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan
penumpang, halte, stasiun kereta/ART/Trem, shelter kebencanaan,
fasilitas mitigasi kebencanaan, helipad, prasarana, sarana dan utilitas
; umum lainnya.
B2 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan Wajib menyediakan prasarana limbah dan
Kklasifikasi kegiatan perdagangan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional. sampah
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai sampah
pesanan.
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Cafetaria, coffeeshop, co-working space. Wajib menyediakan prasarana limbah dan
klasifikasi kegiatan pariwisata sampah
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan perumahan

Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
Kklasifikasi kegiatan jasa

Periklanan, papan pengumuman.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perkantoran

Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos
pengamanan lingkungan.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah
peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus

Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait




Ketentuan
Bersyarat

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.

- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum .

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
Klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang
infrastruktur

Infrastruktur minyak dan gas.

- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN

UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

K;:‘;c;tmm Pengaturan Persyaratan Jenis xeghtan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan perumahan plester (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, KDH minimal sebesar 35%
kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah
dinas.
Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia KDH minimal sebesar 35%
fasilitas sosial dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.
T3 Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan | Hypermart, mall, pasar rakyat,

pasar senggol dan kaki lima,
perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda
tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan
diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan
roda tiga, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan
diatasnya.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa
cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa
penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket
transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman
barang/ cargo.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Asuransi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata

Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan

Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap (sauna), usaha panti pijat,
usaha refleksi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan

Laboratorium kesehatan.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan,
transportasi, olahraga, peribadatan, sosial
budaya

Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional
(UKOT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.

Pembatasan lokasi kegiatan industri

Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA),
industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.

Pembatasan lokasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Pusat kebugaran/ fitness center.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Rumah bilyard.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan




Ketentuan

Terbatas

Jenis Keghtu

Keterangan

Taman hiburan.

- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

Bank sampah.

- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

SKALA KECAMATAN (SPU-2)

Ketentuan
Bersyarat

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

Bl

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.

Dilengkapi dokumen persétujuan thkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan perdagangan

Hypermart, mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan
berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air
minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima,
perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan jasa

Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/
laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan kesehatan

Rumah sakit.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perkantoran

Kantor lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Tempat penitipan anak (TPA).

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada  klasifikasi  kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan
informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
induk.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat
pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan
penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan,
fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas
umum lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

B2

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
Klasifikasi kegiatan perdagangan

Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan
makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa
cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai
pesanan.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

| Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan pariwisata

Cafetaria, coffeeshop, co-working space.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

B3

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
Klasifikasi kegiatan perumahan

Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Periklanan, papan pengumuman.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perkantoran

Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos
pengamanan lingkungan.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait




l;:tcntnn: Pengaturan Persyaratan ‘ Jenis Kegiatan Fetecangan ‘

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah | - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, | peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala. terkait :
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus terkait

B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan peribadatan, kepentingan umum
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Infrastruktur minyak dan gas. - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang kepentingan umum
infrastruktur




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN

UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

K;::::;? Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan : ‘ Keterangan |
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan perumahan plester (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, KDH minimal sebesar 35%
kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah
dinas.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia KDH minimal sebesar 35%
fasilitas sosial dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.
T3 Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan | Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda

tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan
diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan
roda tiga, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan
diatasnya.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar
farmasi (PBF).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi kegiatan jasa

Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket
transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan.

Asuransi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.

Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata

Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan

Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap (sauna), usaha panti pijat,
usaha refleksi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan

Laboratorium kesehatan.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan,
transportasi, olahraga, peribadatan, sosial
budaya

Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional
(UKOT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi kegiatan industri

Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA),
industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi
rekreasi dan kesenian

kegiatan olahraga,

Pusat kebugaran/ fitness center.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Rumah bilyard.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan

Taman hiburan.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan




e o A g i it (P NFails R : i ke TR kit
Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas | Bank sampah. - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
penunjang infrastruktur dan peribadatan




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

SKALA KELURAHAN (SPU-3)
l;:tentlu: Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan -~ Keterangan
B1 Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perumahan
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Supermarket, department store, perdagangan berbagai macam barang Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar
rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi
(PBF).
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Jasa penyewaan garasi, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan jasa cukur/ barber shop.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktik Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan kesehatan mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan
tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, klinik
kecantikan.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Kantor lainnya. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perkantoran
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Tempat penitipan anak (TPA). Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada Kklasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Lapangan golf, gelanggang olahraga, gedung olahraga. Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada  Klasifikasi kegiatan fasiltas | informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
penunjang infrastruktur induk.
Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat
pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan
penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan,
fasilitas mitigas bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum
lainnya.
B2 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan

klasifikasi kegiatan perdagangan

makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pariwisata

Cafetaria, coffeeshop, co-working space.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah




Ketentuan

B t Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan ‘

B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m). Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan perumahan terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Periklanan, papan pengumuman. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
Kklasifikasi kegiatan jasa terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
Kklasifikasi kegiatan perkantoran pengamanan lingkungan. terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, | peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala. terkait
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus terkait

B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan
kesenian

Stadion, sport center.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang
infrastruktur

Infrastruktur minyak dan gas.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN

UMUM SKALA RW (SPU-4)

x.:t? I:mnun Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan perumahan plester (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, KDH minimal sebesar 35%
kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah
dinas.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia KDH minimal sebesar 35%
fasilitas sosial dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.
T3 Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan | Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda

tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan
diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan
roda tiga, penjualan/ showroom kendaraan roda empat dan diatasnya.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pasar rakyat.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi kegiatan jasa

Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket
transportasi, jasa transportasi/travel, jasa ekspedisi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan.

Asuransi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.

Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata

Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan

Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat,
usaha refleksi.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan.

Laboratorium kesehatan.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan,
transportasi, olahraga, peribadatan, sosial
budaya

Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional
(UKOT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi kegiatan industri

Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA),
industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT).

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Pembatasan lokasi
rekreasi dan kesenian

kegiatan olahraga,

Pusat kebugaran/ fitness center.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Rumah bilyard.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan

Taman hiburan.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan kesehatan

Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

Bank sampah.

Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
dan peribadatan




ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

SKALA RW (SPU-4)

Ketentuan
Bersyarat

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

Bl

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan

Perdagangan berbagai macam barang di toko, pasar rakyat.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan jasa

Jasa penyewaan garasi, binatu/laundry, salon kecantikan, tukang
cukur/ barber shop.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pendidikan

SMP dan sederajat.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perkantoran

Kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara
sahabat, kantor BUMN/BUMD, kantor lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Tempat penitipan anak (TPA).

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Gelanggang olahraga, gedung olahraga.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada  Kklasifikasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan
informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
induk.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, tempat pembuangan sampah sementara
(TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/
ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad,
prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

B2

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perdagangan

Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan
makanan/ foodcourt, kedai mihuman, rumah/ kedai obat tradisional.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pariwisata

Cafetaria, coffeeshop, co-working space.

Wajib menyediakan prasarana limbah dan
sampah

B3

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Periklanan, papan pengumuman.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perkantoran

Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos
pengamanan lingkungan.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah
peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait




Ketentuan

Pengaturan Persyaratan

Bersyarat Jenis Kegiatan Keterangan |
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus terkait

B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan kesehatan kepentingan umum
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan peribadatan, kepentingan umum
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Stadion, sport center. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kepentingan umum
kesenian
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Infrastruktur minyak dan gas. Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk

klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang
infrastruktur

kepentingan umum




ZONA CAMPURAN (C)
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG CAMPURAN (C-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS
MENENGAH/ SEDANG (C-2)

K:teni tmuu Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan ; Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah | - Perkerasan maksimal sebesar 15%

kegiatan perumahan klaster (town house), rumah singgah, rumah dinas. - KDH minimal sebesar 20%




ZONA CAMPURAN (C)

CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS

MENENGAH/ SEDANG (C-2)

Ketentuan
Bersyarat Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan

pada klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan

Toko bahan bangunan dan perkakas.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Klasifikasi kegiatan jasa

Binatu/ laundry, studio musik.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pariwisata

Usaha kolam pancing.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan industri

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan,
sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi
skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri kosmetik, industri
pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan
dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi
dan pencetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, industri
obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). Industri alat
kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri barang
dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu,
industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha
kecil dan menengah lainnya, agroindustri.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni, sarana
sosial sejenis lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Gelanggang olahraga, stadion, sport center.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada  klasifikasi  kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi
informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
induk.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL,
depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah
sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang,
halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas
mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum
lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan




Ketentuan
Bersyarat

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

B3

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai

(tinggi max 15 m).

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Periklanan, papan pengumuman.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan pariwisata

Bumi perkemahan.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah
peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau

TPU/ makam/ setra.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus

Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait




ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN

JASA SKALA KOTA (K-1) ‘
Ketentuan '
Tethatus Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah | - Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan perumahan klaster (town house), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan | - KDH minimal sebesar 35%

di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.

Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia | - KDH minimal sebesar 35%
fasilitas sosial dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.




ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA

pada klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.

KOTA (K-1)
Ketentuan ‘
Be r:;mt Pengaturgn Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
B1 Persyaratan lingkungan yang diwajibkan

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan pariwisata

Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran
binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha
kolam pancing.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan industri

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan
(IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi
skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian
jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap
parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri
pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi
es, industri perakitan furniture, publikasi dan pencetakan, tempat
kerja/ workshop, industri perakitan, industri obat tradisional (I0T)/
industri ekstrak bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri
farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri
pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari
tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya,
agroindustri.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Tempat penitipan anak (TPA).

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Stadion, sport center.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Kklasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya
perikanan darat, budidaya ikan di kolam.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada  Kklasifikasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi

informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
induk.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL,
depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah
sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang,
halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan




Ketentuan

e t Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum
lainnya.
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan perumahan (tinggi max 15 m). terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Periklanan, papan pengumuman. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan jasa terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, | peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala. terkait
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | TPU/ makam/ setra. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus terkait
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN

JASA SKALA WP (K-2)
K.: m“ " Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan , Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah | - Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan perumahan klaster (town house), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan | - KDH minimal sebesar 25%
di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.
Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), | - Perkerasan maksimal sebesar 15%;
kegiatan peribadatan, keagamaan dan | sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia | - KDH minimal sebesar 25%
fasilitas sosial dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.
T3 Pembatasan lokasi kegiatan jasa Pergudangan umum > 500m? - Hanya diizinkan di SWP A Blok 2




ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA

pada klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.

WP (K-2)
tuan ‘
Keten : Pengaturan Persvaratan Jenis Kegiatan Keterangan
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pariwisata

Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran
binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha
kolam pancing.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan industri

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan
(IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi
skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian
jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap
parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri
pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi
es, industri perakitan furnifure, publikasi dan pencetakan, tempat
kerja/ workshop, industri perakitan, tempat penampungan barang
bekas/ daur ulang, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak
bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri farmasi, industri
kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako,
industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang
dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT),
industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Stadion, sport center.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya
perikanan darat, budidaya ikan di kolam.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada  Klasifikasi kegiatan fasilitas
penunjang infrastruktur

BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi
informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
induk.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar),
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL,
depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah
sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang,
halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas
mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum
lainnya.

Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan




Ketentuan
Bersyarat

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

B3

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai

(tinggi max 15 m).

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan jasa

Periklanan, papan pengumuman.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah
peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
Kklasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau

TPU/ makam/ setra.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus

Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN

JASA SKALA SWP (K-3)

Ketentuan
Terbatas

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

T2

Pembatasan intensitas pada Kklasifikasi
kegiatan perumahan

Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah
klaster (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah,
kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah
dinas.

Perkerasan maksimal sebesar 15%
KDH minimal sebesar 20%

Pembatasan intensitas pada Klasifikasi
kegiatan peribadatan, keagamaan dan
fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA),
sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia
dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.

Perkerasan maksimal sebesar 15%
KDH minimal sebesar 20%




ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA

pada klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.

SWP (K-3)

Ketentuan

Bersyarat Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Kiticangen
Bl Persyaratan lingkungan yang diwajibkan

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan

Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor,
penjualan alat berat dan permesinan lainnya.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan jasa

Jasa penyewaan truk dan bus, jasa penyewaan alat berat, jasa
penyewaan alat konstruksi, jasa pengiriman barang/ cargo.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan pariwisata

Hotel kota (city hotel/budget hotel), convention center/ gedung
pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun
binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam,
flora dan fauna, usaha kolam pancing.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan kesehatan

Rumah sakit.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan industri

Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan
minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan
(IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi
skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian
jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap
parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri
pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi
es, industri perakitan furniture, publikasi dan pencetakan, tempat
kerja/ workshop, industri perakitan, tempat penampungan barang
bekas/ daur ulang, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak
bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri farmasi, industri
kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako,
industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang
dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT),
industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Tempat penitipan anak (TPA).

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada klasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian

Stadion, sport center.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Persyaratan lingkungan yang diwajibkan
pada Klasifikasi kegiatan pertanian dan
peternakan

Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya
perikanan darat, budidaya ikan di kolam.

- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan




Retentuu;

B t Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan ;
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada  Kklasifikasi kegiatan fasilitas | informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
penunjang infrastruktur induk.

Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades SPBU, SPBG, SPBL,
depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah
sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang,
halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas
mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum
lainnya.
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan perumahan (tinggi max 15 m). terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Periklanan, papan pengumuman. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan jasa terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, | peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala. terkait
keagamaan dan fasilitas sosial
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | TPU/ makam/ setra. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam. Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus terkait
B4 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan peribadatan,
keagamaan dan fasilitas sosial

Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni

Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk
kepentingan umum




ZONA PERKANTORAN (KT)
PERKANTORAN (KT)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)

K;:u;‘tmuan Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan Keterangan
T2 Pembatasan intensitas pada klasifikasi | Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah | - Perkerasan maksimal sebesar 15%
kegiatan perumahan klaster (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, | - KDH minimal sebesar 35%
kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang.




ZONA PERKANTORAN (KT)

PERKANTORAN (KT)
TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERKANTORAN (KT
Ketentuan Pengaturan Persyaratan Jenis Kegiatan ; Keterangan
B1 Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, rumah kos/ pemondokan > 10 | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perumahan kamar, rumah kos/ pemondokan < 10 kamar.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Perdagangan berbagai macam barang di toko, gallery, pasar rakyat, | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan perdagangan perdagangan kaki lima dan los pasar.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Jasa ekspedisi, aktivitas jasa informasi lainnya, bank, finance, | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada Klasifikasi kegiatan jasa perbankan/ lembaga keuangan lainnya.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Convention center/ gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada Klasifikasi kegiatan pariwisata wisata alam /ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos |- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada klasifikasi kegiatan kesehatan kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik
rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek
dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan,
bidan/ mantri kesehatan.
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | Stadion, sport center, tempat bermain. - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada Klasifikasi kegiatan olahraga,
rekreasi dan kesenian
Persyaratan lingkungan yang diwajibkan | BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
pada  Kklasifikasi  kegiatan fasilitas | informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu
penunjang infrastruktur induk.
Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), | - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,
pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, infrastruktur minyak
dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank
sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/
Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad,
prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.
B2 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan | - Wajib menyediakan prasarana limbah dan
Kklasifikasi kegiatan perdagangan makanan / foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional. sampah
B3 Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada -

klasifikasi kegiatan perumahan

Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai
(tinggi max 15 m).

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

Periklanan, papan pengumuman.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

klasifikasi kegiatan jasa terkait
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada | Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah | - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
klasifikasi kegiatan peribadatan, | peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala. terkait

keagamaan dan fasilitas sosial

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau

TPU/ makam/ setra.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada
klasifikasi kegiatan peruntukan khusus

Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.

Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi
terkait




Ketentuan
Bersyarat

Pengaturan Persyaratan

Jenis Kegiatan

Keterangan

Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada

klasifikasi kegiatan pertanian
peternakan

dan

Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang
hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau
pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya
perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam,
depo obat hewan.

- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk

kepentingan umum
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LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA

TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Kode Kod ~ KDB KLB KDH KTB Perkerasan Luas Kav.
Zona Sub-zona Maksimal Minimal | Maksimal | Bidang Persil Minimal | Keterangan
Zona Sub-zona Maksimal
(%) (%) (%) (%) (m?)
ZONA LINDUNG :
Badan Air BA Badan Air BA - - - - - ~
Perlindungan Perlindungan o
Setempat i Setempat kS ol 0,3 9 = L
Taman Kota RTH-2 30 0,3 55 30 15 -
Ruang Tetbuka | gy Pemakaman RTH-7 30 0,3 55 30 15 -
Hijau »
Jalur Hijau RTH-8 30 0,3 55 30 15 -
ZONA BUDIDAYA
Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ - - - - - -
Pertanian P Tanaman Pangan P-1 20 0,4 65 20 15 =
Per“mahlin Kepadatan | g, 75 3,75 10 75 15 60
inggi
Perumahan Kepadatan
Perumahan R Sedang R3 65 3,25 i5 65 20 60
Perumahan Kepadatan
Rendah R4 60 1,2 20 60 20 100




" Kode Kode KDB KLE KDH KTB Perkerasan Luas Kav.
Zona Saad Sub-zona B ninn Maksimal | . bl Minimal | Maksimal | Bidang Persil Minimal | Keterangan
(%) (%) (%) (%) (m?)
SPU Skala Kota SPU-1 50 2;5 15 50 35 - -
Sarana SPU Skala Kecamatan SPU-2 50 2.5 15 50 35 - =
Pelayanan SPU
Umum SPU Skala Kelurahan SPU-3 50 2,5 15 50 35 = =
SPU Skala RW SPU-4 50 2,5 15 50 35 = =
Campuran Intensitas . ~ _
Campuran C Ménéngsh) Sedatig C-2 65 3,25 15 65 20
Perdagangan dan Jasa . } _
Skala Kota K-1 50 2.5 15 50 35
Perdagangan Perdagangan dan Jasa : _ ¥
Dan Jasa K Skala WP K-2 60 1,8 15 60 25
Perdagangan dan Jasa ; _ N
Skala SWP K-3 65 3,25 15 65 20
Perkantoran KT Perkantoran KT 50 2,5 15 50 35 - -




LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Garis Sempadan Bangunan (GSB) ‘ Jarak Bebas Belakang (JBB)
Minimum (m) Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m) Minimam (m)
Kode Fungsi Jalan Fungsi Jalan Tinggi
Sana lz‘::: Sl it Sub- Lebar Jalan (Rumaja) eva m
vy T Arteri | Kolektor | | 1OKaY/ Jngtden | Artert | Rolekton | . Jomal/ (m)
< 6 meter i > 12 meter Hmagan Kahyangan o
meter
| zoNA LINDUNG
Badan Air BA Badan Air BA - - - - = = = = - % 0
Perlindungan PS Perlindungan PS ) ) ) ) i i . ) ) ) 45
Setempat setempat
Ruang Taman Kota | RTH-2 - - - “ = = = e - - 9
Terbuka RTH | Pemakaman | RTH-7 - - E - = % - = - = 9
Hijau Jalur Hijau | RTH-8 - - - - - . = 2 - & 4,5
ZONA BUDIDAYA ‘
Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ - - - - o - . - - 4 0
minimum | minimum St 4
1 (satu) 1 (satu) (satu) kali A p—
kali ruang | kali ruang ruang et
manfaat manfaat e St
ja_lan, dan j:fﬂan, dan jalan, dan minimal 5 m
Pertanian P Tl‘;‘nama“ P-1 f‘}ﬁ:ﬁ ditambahk | 40 bahka | 1 1 1 (lima meter) 1 1 1 15
e rin:‘zimal tel a;lkan n telajakan dari sisi luar
0,5 m (nol e al minimal 1 tembok
2 : TR m (satu penyengker
koma lima 0,75 m meter) it
meter) (nol koma dihitun p
dihitun, lima g




dari as

jalan
minimum
minimum 1 (satu) o s 1
1 .(satu) kali ruang mlitr:li
kali ruang .tnanfaat ruang Jarak ruang
manfaat | jalan, dan et bebas
jalan, dan | ditambahk | . s s
ditambah an Juluct, S
Perumahan telaial telaial ditambahka minimal 5 m
Perumahan Kepadatan R-2 ot 5l Az al | P telajakan (lima meter) 15
Tinggi SRS s minimal 1 dari sisi luar
0,5m (_nol 0,75 m m (satu iy
koma lima | (nol koma meter) penyengker
meter) lima dihitun
dihitung meter) dari asg e
dari as dihitung :
jalan dari as jinn

jalan




Kode
Zona

Garis Sempadan Bangunan (GSB Jarak Bebas Belakang (JBB
iy i i8e) Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m) npubp m,“ )
Kode Fungsi Jalan - Fungsi Jalan Tinggi
Sub-zona Sub- Lebar Jalan (Rumaja) Pura mlhh
zona Kahyangan
R Kolektor | | 0K/ | Jagatdan |Arteri | Kolektor | , Lokal/ | (m)
< 6 meter bl > 12 meter Kahyangan
Desa
minimum
minimum 1 (satu) ciininat |
1 (satu) kali ruang (satu) kali
kali ruang | manfaat il Jardk
manfaat | jalan, dan s g ¢ arb bruang
jalan, dan | ditambahk |  Sorad cbas
. alan, dan bangunan
ditambah an J gu
Perumahan . ; ditambahka minimal 5 m
telajakan | telajakan . .
Kepadatan R-3 it ssiudivnt n telajakan 1 1 (lima meter) 1 1 1 15
Sedang 0,5 m (nol 0.75 m minimal 1 dari sisi luar
koma lima | (nol koma i tenibel
meter) lima d{rﬁti:ter) penyengker
dihitung meter) ém@ar;g puata
dari as dihitung el
jalan dari as J
jalan
minimum
minimum 1 (satu) - i 1
1 (satu) kali ruang kali
kali ruang | manfaat featsy :
manfaat | jalan, dan mgat Jar;k bruang
jalan, dan | ditambahk | ™ res
ditambal o jalan, dan bangunan
Perumahan telalad silisiateasy ditambahka minimal 5 m
Kepadatan R-4 e s n telajakan 1 1 (lima meter) 1 1 1 15
minimal minimal 57
Rendah 0,5 1 fuiol 0.75 m minimal 1 dari sisi luar
koma lima | (nol koma m (statu W
meter) lima dl.?: £) penyengker
dihitung meter) (;a;lm;g pura
dari as dihitung St
jalan dari as J
jalan




Garis Sempadan Bangunan (GSB) Jarak Bebas
Jarak Belakang (JBB)
Minimum (m) Bebas Samping (JBS) Minimum (m) Minimum (m)
Kode Fungsi Jalan Fungsi Jalan Tinggi
Zona :::: U et Lebar Jalan (Rumaja) - ih ng
zona Kahyangan M
>6-12 Arteri | Kolektor LWW"" Jagat dan | Arteri | Kolektor | .. Lokal/ (m)
< 6 meter i > 12 meter Kahyangan i Lingkungan
Desa
minimum
minimum 1 (satu) s s 1
1 (satu) kali ruang S S
kali ruang | manfaat (i) fohdi
manfaat | jalan, dan . Jarak ruang
jalan, dan | ditambahk ~manfaat bebas
ditambah an J‘alan, dan bangunan
SPU Skala | ¢ telajakan | telajakan ditambahka minimal 5 m
Kota PU-1 bist et i n t.el'a_]akan 1 1 1 (lima meter) 1 1 1 15
0,5 m (nol 0,75 m minimal 1 dari sisi luar
koma lima | (nol koma m (satu tembok
meter) tujuh lima drir;:ter) penyengker
dihitung meter) d ang PR
dari as dihitung :\lnazs
Sarana jalan d'ari as J
Pelayanan SPU Jalan
Umum i minimum
by e g bt minimum 1
1 (satu) kali ruang -
kali ruang | manfaat fast). mii
manfaat | jalan, dan i Jarak ruang
jalan, dan | ditambahk ~manfaat bebas
ditambah an J.alan, dan bangunan
SPU Skala | opy; o | telajakan | telajakan ditambahka minimal 5 m
Kecamatan ) minimal minme) | % Seiajxienn 1 1 1 (lima meter) 1 1 1 15
0,5 m (nol 0,75 m minimal 1 dari sisi luar
koma lima | (nol koma Tm(astirt;l ’cembo]}«:c
meter) tujuh lima = benyengker
dihitung meter) d(;hl’qung pura
dari as dihitung :;11'1 as
jalan dari as jalan
jalan




Garis Sempadan Bangunan (GSB) Jarak Bebas Belakang (JBB)
;‘mmm (m) Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m) Sidicn ot |
Kode Fungsi Jalan Fungsi Jalan Tinggi
AL Bub. Lebar Jalan (Rumaja) Pura Bang.
zona Tokal) | Babpesges Lokal/ (m)
e Arteri | Kolektor L Jagat dan Kolektor Ling}
< 6 meter : > 12 meter ingkungan Kahyangan
Desa
minimum
minimum 1 (satu) R
1 (satu) kali ruang :
kali ruang manfaat ipatus) keali [y
maniast | jlan, dan | 72208, S
jalan, dan | ditambahk | .
ditambah an J.alan’ fhn ‘t?a.r_lgunan
SPU Skala telajakan | telsjakan | ditambahia snisistil 5
Kelurahan ARUS minimal minimal n t‘el_ajakan 4 : : (hnr_xa .m.eter) } : 5
0,5 m (nol 0,75 m minimal 1 dari sisi luar
koma lima | (nol koma m (statu ternbollcc
meter) tujuh lima dE?tzﬂ penyengker
dihitung meter) dai'i asg pura
dari as dihitung ialan
jalan dari as ]
jalan
minimum
minimum 1 (satu) e —
1 (satu) kali ruang .
kali ruang | manfaat feain) Joudi Faeadc
manfaat | jalan, dan ruanfa it arbebl:sang
jalan, dan | ditambahk | .
ditambah an jalas i heuguaan
SPU Skala telajakan | telajakan ditambahka minimal 5 m
Unit SPU-4 | 8 | e ol | n telajakan 1 1 1 (lima meter) 1 1 15
Lingkungan 0,5 m (nol 0.75 m minimal 1 dari sisi luar
koma lima | (nol koma m (s;atu temboll{c
meter) tujuh lima dx'::tzr) penyengker
dihitung meter) da;'i ;;g FaEE
dari as dihitung Y
jalan dari as ]
jalan




Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)

Jarak Bebas Belakang (JBB)

Minimum (m) i
L Fungsi Jalan Fungsi Jalan Tinggi
Zona ::de B Sub- Lebar Jalan (Rumaja) mpm-. Mum
el Arteri | Kolektor | y. o 0" o | Jagatdan Kolektor | ,; gkungan
< 6 meter ¢ > 12 meter Kahyangan
meter Desa
minimum
minimum 1 (satu) o
; minimum 1
1 (satu) kali ruang (satu) kali
kali ruang .manfaat ruang Jarak ruang
manfaat | jalan, dan Aiatrtaat bebas
jalan, dan | ditambahk jalan, dan bangunan
Campuran cthiar:ll()ah - a:k ditambahka minimal 5 m
Intensitas elajakan elajakan i lim. ter 1 1 e
C-2 5l A% n telajakan 1 1 1 (lima meter)
Campuran C Menengah/ minimal minimal sinirnal 1 dari sisi luar
Sedang 0,5 m (nol 0,75 m m (satu tembok
koma lima (n9l ko.ma meter) penyengker
meter) tujuh lima dihitung pura
dihitung meter) dnet an
dari as dihitung jalan
jalan dari as
jalan
minimum
minimum 1 (satu) e
. minimum 1
1 (satu) kali ruang (satu) kali
kali ruang | manfaat ruang Jarak ruang
manfaat | jalan, dan manfaat bebas
jalan, dan | ditambahk jalan, dan bangunan
ditambah s ditambahka minimal 5 m
Perdagangan | | Perdagangan | y, | telajakan | telajakan | |\ o)piopnn 1 1 1 (lima meter) 1 i 15
Dan Jasa Dan Jasa minimal minimal minimal 1 dari sisi luar
Skala Kota 0,5m (nol 0,75 m m (satu tembok
koma lima (nf)l ko.ma meter) penyengker
meter) tujuh lima dihitung pura
dihitung meter) darlas
dari as dihitung jalan
jalan dari as
jalan




Zona

Garis Sem; GSB Jarak Bebas
m"““m‘"“‘( ] (GeE) Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m) ks m‘ i
Kode Fungsi Jalan Fungsi Jalan Tinggi
Sub-zona Sub- Lebar Jalan (Rumaja) Pura Bang.
g Al Lokal/ Ramyungan Lokal/
>6-12 Kolektor Linghangan | JeEAt dan | Arteri | Kolektor Linahe (m)
< 6 meter iy > 12 meter Kahyangan ngan
Desa
minimum
minimum 1 (satu) —
1 (satu) kali ruang kali
kali ruang manfaat (satu) . Jaralk
manfaat | jalan, dan mr:ligit arb bruang
jalan, dan | ditambahk | . .~ ", ebas
ditambah an JaiRn, Gan bangunan
Perdagangan toladeduioy | delaiekan ditambahka minimal S m
Dan Jasa K-2 A e n telajakan 1 1 1 (lima meter) 1 1 1 15
minimal minimal g i B
Skala WP 0,5 m (ol 0.75 m minimal 1 dari sisi luar
koma lima | (nol koma by tembok
meter) tujuh lima E?ter) penyengker
dihitung meter) dda;'lt'uaflsg pura
dari as dihitung alan
jalan dari as 4
jalan
minimum
o owicn 1 (sat) minimum 1
1 (satu) kali ruang kali
kali ruang | manfaat ARG fouk
menfaat | jalan, dan | ool "
jalan, dan | ditambahk | . ", 3 as
ditambah an SRS, Gk »angunan
Perdagangan telajakan | telajakan ditambahka minimal 5 m
Dan Jasa 3 minimal mirjlimal n telajakan 1 1 1 (lima meter) 1 1 1 15
Skala SWP 0,5mmol | 0,75m m;‘::‘;anlll el oad
koma lima | (nol koma em oke
meter) | tujuh lima dﬁ?’t“’ penyengker
dihitung meter) daglzlsg pura
dari as dihitung i
jalan dari as J
jalan




Perkantoran

Perkantoran

minimum
1 (satu)
kali ruang
manfaat
jalan, dan
ditambah
telajakan
minimal
0,5 m (nol
koma lima
meter)
dihitung
dari as
jalan

minimum
1 (satu)
kali ruang
manfaat
jalan, dan
ditambahk

an
telajakan
minimal
0,75 m
(nol koma
tujuh lima
meter)
dihitung
dari as
jalan

minimum 1
(satu) kali
ruang
manfaat
jalan, dan
ditambahka
n telajakan
minimal 1
m (satu
meter)
dihitung
dari as
jalan

Jarak ruang
bebas
bangunan
minimal 5 m
(lima meter)
dari sisi luar
tembok
penyengker
pura

15




LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

_TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN MINIMAL

Badan Air BA Badan Air BA - - - - = - & % ¢ =

Perlindugnan PS Perlindungan PS Sempada ) B ~ : ; 1 } . . K . ) .
Setempat Setempat n Sungai
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v v J
R BT U B e el
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Badan Jalan BJ Badan Jalan BJ peraturan v - % v v N 3 v v = - .
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undangan)
¥
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Tanaman
Pertanian P P P-1 20% dari - - - = - - i . - - - =
total luas
lantai)
v
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Perumahan v 4
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Pelayanan ;
Umum v (signage, tata
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total luas evakuasi n evakuasi
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9 s . simpul
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LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN UTARA TAHUN 2022-2042

KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KKOP bandar udara, meliputi:

Pengaturan intenstitas pemanfaatan ruang, ketinggian bangunan pada zona dan
kegiatan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar
udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang
perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis /Persetujuan teknis
instansi terkait.

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan aturan :

1. Upaya Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :

. Peningkatan kesuburan tanah,;

. Peningkatan kualitas benih/ bibit;
Pendiversifikasian tanaman pangan;

. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
. Pengembangan irigasi;

Pemanfaatan teknologi pertanian;

. Pengembangan inovasi pertanian;

o T s T - W o <

. Penyuluhan pertanian; dan
i. Jaminan akses permodalan.

2. Upaya konservasi sumber daya air Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :

a. Perlindungan sumber daya air;
b. pelestarian sumber daya air

c. pengelolaan kualitas air; dan
d. Pengendalian pencemaran.

3. Upaya konservasi tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :

a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
b. Memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
c. Memelihara kelestarian lingkungan.

4, Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian tanah Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilakukan sosialisasi :

a. Pemanfaatan tanah sesuai peruntukan;
b. Pemeliharaan dan pencehagan kerusakan saluran irigasi; dan

c. Pemeliharaan kelestarian lingkungan.



III. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Pengaturan zona yang masuk dalam kawasan rawan gempa bumi dengan upaya
peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dalam area kawasan rawan
bencana gempa bumi yang tercantum pada tabel berikut:

Kode Kode Sub
Perumahan R Perumahan R-3 1. Sosialisasi tentang bahaya
Kepadatan Sedang gempa bumi dan cara
Rumah Kepadatan R-4 penyelematan diri kepada
Rendah siswa sekolah dasar sampai
Sarana SPU SPU Skala Kota SPU-1 sekolah menengah atas

Pelayanan SPU Skala SPU-2 2. Penerapan standar bangunan
Umum Kecamatan aman gempa hingga ke tingkat

SPU Skala SPU-3 kelurahan/ desa/ banjar
Kelurahan 3. Sosialisasi panduan pedoman
Perdagangan K Perdagangan dan K-1 standar pendirian bangunan
dan Jasa Jasa Skala Kota aman gempa hingga ke tingkat

Perdagangan dan K-2 kelurahan/ desa/ banjar
Jasa Skala WP 4. Penerapan peraturan building
Perdagangan dan K-3 code hingga tingkat

Jasa Skala SWP kelurahan/ desa/ banjar

S. Penerapan peraturan tata
guna lahan dan PBG
berdasarkan kajian risiko
bencana gempa bumi

6. Identifikasi fasilitas
pemerintah dan  fasilitas
publik berdasarkan standar
pendirian bangunan aman
gempa

7. Sosialisasi pengetahuan cara-
cara penyelamatan diri dari
bencana gempa bumi dan
pengetahuan tentang sistem
peringatan dini  bencana
gempa bumi.

IV. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit (TOD)

Aturan mengenai kawasan berorientasi transit dengan aturan :

1. Upaya pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui
peningkatan penggunaan angkutan umum massal, paling sedikit meliputi:

a.
b.
..

d.

€.

f.

Pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
Pengembangan kawasan campuran;

Peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam
kawasan;

Pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk
lingkungan yang padat;

Penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
Perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk penggunaan fasiltas transit.

2. Upaya pengembangan fasilitas lingkungan, paling sedikit meliputi :

a.
b.

C.

Perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor;
Penataan parkir yang mendorong pengguna moda transportasi massal;

Perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta
pejalan kaki dengan aksesiblitas tinggi;

. Perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda

transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan



e. Pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda

transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.

V. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi sementara, disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi
bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi
Sementara (TES).

Konsep Ruang Evakuasi Bencana

TEMPAT EVAKUIASI
AKHIR

RUANG EVAKUAS! SEMENTARA RUANT EVARUASI ARAR

-

REAMANAN
MARZMAL

1

ZRB ZAB

a. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana adalah proses atau cara menyediakan area untuk
menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat sesuai dengan
kebutuhan antisipasi bencana baik dengan membangun baru atau modifikasi sesuai
kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi sebagai upaya mitigasi aktif. Penyediaan
ruang evakuasi bencana terdiri atas penentuan jenis, bentuk dan lokasi, serta
ketentuan teknis ruang evakuasi bencana. Penerapan penyediaan ruang evakuasi
dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang perkotaan yang
memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi bencana); dan/atau

penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada untuk
memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

b. Ruang Evakuasi Sementara

Ketentuan bentuk dan lokasi untuk ruang evakuasi sementara untuk bencana:

1. Bencana Longsor

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana longsor berupa jalur yang sekurang-
kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian). Bentuk TES untuk bencana
longsor berupa bangunan bertingkat permanen tahan gempa di zona rawan
bencana atau ruang terbuka yang berada di zona aman bencana dengan kebutuhan
luas yang dianjurkan 1,64 m?2/orang (Sumber: The American National Red Cross
Evacuation Shelter Standard). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES
bencana dapat berupa:

e bangunan bertingkat permanen dan tahan gempa dengan ketinggian minimal 2

(dua) lantai; atau

e RTH skala RT dalam bentuk taman; atau

e RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam
bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan
olahraga, dan lapangan parkir; atau



e RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur
hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

2. Bencana Tsunami

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana tsunami di perkotaan berupa jaringan jalan
yang menghubungkan daerah rendah ke daerah dataran tinggi/ menjauhi pantai.
Jalur evakuasi tsunami dilengkapi dengan rambu arah petunjuk yang menjauhi
garis pantai/daerah terdampak tsunami Bentuk TES untuk bencana tsunami di
perkotaan berupa ruang terbuka yang berada menjauhi daerah terdampak dan
gedung penyelamat/building escape yang berada di daerah terdampak tsunami
tsunami. Bangunan yang disediakan di seluruh zona budidaya terbangun di wilayah
kota dan kawasan perkotaan dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64
m?2/orang (Sumber: The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard).
Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana tsunami di perkotaan
pada masing-masing kawasan budidaya terbangun tersebut dapat berupa:

e RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
e RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam

bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan
olahraga, dan lapangan parkir; atau

e RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur
hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

c. Ketentuan Teknis Ruang Evakuasi Sementera (TES)

W I ,;m Jenis Ruang Ketentuan Teknis
1 | Longsor Jalur e jaringan jalan dengan jalur | Lokasi:
Evakuasi pejalan kaki e Seluruh jaringan jalan dan
e jalur pejalan kaki jalur pejalan kaki
penghubung langsung
dengan TES
e Mudah diakses
Fasilitas Pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
Ketentuan Tambahan:
Jalur pejalan kaki memiliki
lebar minimal 1,5 meter
TES Bangunan berupa: Lokasi :
¢ Ruang terbuka e Berada pada lokasi yang
e kantor menjauhi daerah vital
pemerintahan /swasta longsor
sekolah ¢ Berada dalam radius yang
e GSG dapat melayani
¢ GOR lingkungan permukiman
sesuai skalanya
(berlaku untuk skala RT, skala | © Mudah diakses
RW, skala desa/kelurahan, dan
skala kecamatan) Fasilitas pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
e Toilet yang disesuaikan
dengan kebutuhan
RTH dalam bentuk taman, | Lokasi:
taman sekolah, taman




Jenis

Bencana |

Jenis Ruang

Ketentuan Teknis

perkantoran, dan taman kota
(berlaku untuk skala RW, skala
desa/kelurahan, skala
kecamatan, dan skala kota)

e Berada pada lokasi yang
lebih tinggi dari genangan
air

e Berada dalam radius yang
dapat melayani
lingkungan permukiman
sesuai skalanya

¢ Mudah diakses

Fasilitas Pelengkap:

e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi

e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak

e Toilet yang disesuaikan
dengan kebutuhan

Ketentuan tambahan:

e Luas kebutuhan TES
dalam bentuk RTH adalah
1,64 m2/org x jumlah
penduduk

e Perletakan pohon dan
tanaman perdu berada
pada tempat yang tidak
mengganggu proses
evakuasi

e Dikelilingi oleh jaringan
drainase tertutup

RTH jalur hijau

Lokasi:
e Berada pada lokasi yang
lebih tinggi

e Berada pada  koridor
utama kota

e Tidak berada di bawah
SUTT dan SUTET

e Tersedia akses

Fasilitas Pelengkap:

¢ Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi

e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak

Ketentuan tambahan:

e Lebar jalur hijau 3 - 5
meter

e Di sisi tepi RTH ditanami
tanaman peneduh (pohon)
dengan kanopi besar

e Di bagian tengah RTH
merupakan ruang terbuka
dengan tutupan hijau

RTNH (lapangan olah raga)
(berlaku untuk skala RW, skala
desa/kelurahan,skala
kecamatan, dan skala kota)

Lokasi:

e Berada pada lokasi yang
lebih tinggi

e Berada dalam radius yang
dapat melayani
lingkungan permukiman
sesuai skalanya

e Mudah diakses

Fasilitas Pelengkap:
¢ Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi




Jenis

No B Eval i Jenis Ruang Ketentuan Teknis
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
o Toilet yang disesuaikan
dengan kebutuhan
Ketentuan tambahan:
Dikelilingi oleh  jaringan
drainase tertutup
RTNH (lapangan parkir) Lokasi:
(berlaku untuk skala RW, skala | ¢ Berada pada lokasi yang
desa/kelurahan,skala lebih tinggi
kecamatan, dan skala kota) e Berada di setiap kawasan
yang peletakannya
disesuaikan dengan
kaidah pengembangan
setiap kawasan
e Mudah diakses
Fasilitas Pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
e Toilet yang disesuaikan
dengan kebutuhan
Ketentuan Tambahan:
Dikelilingi oleh  jaringan
drainase tertutup
RTNH (ruang pejalan kaki) | Lokasi:
(berlaku untuk skala RW, skala | Berada di sepanjang jaringan
desa/kelurahan,skala jalan menuju TES
kecamatan, dan skeala kota)
Fasilitas Pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
Ketentuan Tambahan:
e Memiliki lebar minimal 2
meter
e Dikelilingi oleh jaringan
drainase tertutup
2 | Tsumani Jalur e Seluruh jaringan jalan yang | Lokasi :
Evakuasi menjauhi batas pantai ke | ¢ Jalur evakuasi merupakan
arah lebih tinggi jalan yang terhubung
langsung dengan TES di
kawasan permukiman.
e Mudah diakses
Fasilitas Pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
TES RTH dalam bentuk taman, | Lokasi:
taman sekolah, taman | ¢ Berada dalam radius yang

perkantoran, dan taman kota
(berlaku untuk skala RT, skala
RW, skala desa/kelurahan,
skala kecamatan, dan skala
kota)

dapat melayani
lingkungan permukiman
sesuai skalanya

e Mudah diakses

Fasilitas Pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi




Jenis
Bencana

Ketentuan Teknis

e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak

¢ Hidran dan toilet yang
disesuaikan dengan
kebutuhan

Ketentuan Tambahan:

e Luas kebutuhan TES
dalam bentuk RTH adalah
1,64 m2/org x jumlah
penduduk

e Perletakan pohon dan
tanaman perdu berada
pada tempat yang tidak
mengganggu proses
evakuasi

e Dikelilingi oleh jaringan
drainase tertutup

RTH jalur hijau (berlaku untuk
skala kota)

Lokasi:

e Berada pada  koridor
utama

e Tidak berada di bawah
SUTT dan SUTET

e Tersedia akses

Fasilitas Pelengkap:

¢ Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi

e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak

Ketentuan tambahan:

e Di sisi tepi RTH ditanami
tanaman peneduh (pohon)
dengan kanopi besar

e Di bagian tengah RTH
merupakan ruang terbuka
dengan tutupan hijau

RTNH (lapangan olah raga)
(berlaku untuk skala RW, skala
desa/kelurahan,skala
kecamatan, dan skala kota)

Lokasi:

e Berada dalam radius yang
dapat melayani
lingkungan permukiman
sesuai skalanya

e Mudah diakses

Fasilitas Pelengkap:

e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi

e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak

e Hidran dan toilet yang
disesuaikan dengan
kebutuhan

Ketentuan Tambahan:
Dikelilingi oleh  jaringan
drainase tertutup

RTNH (lapangan parkir) | Lokasi:

(berlaku untuk skala RW, skala [ ¢ Berada di setiap kawasan
desa/kelurahan,skala yang peletakannya
kecamatan, dan skala kota) disesuaikan dengan

kaidah pengembangan
setiap kawasan
¢ Mudah diakses

Fasilitas Pelengkap:




Jenis Ruang

No . Jenis Ruang Ketentuan Teknis
Bencana Evakuasi
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
e Hidran dan toilet yang
disesuaikan dengan
kebutuhan
Ketentuan Tambahan:
Dikelilingi oleh  jaringan
drainase tertutup
RTNH (ruang pejalan kaki) | Lokasi:
(berlaku untuk skala RW, skala | ¢ Berada di sepanjang
desa/kelurahan,skala jaringan jalan menuju TES
kecamatan, dan skala kota)
Fasilitas Pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
Ketentuan Tambahan:
e Memiliki lebar minimal 2
meter
e Dikelilingi oleh jaringan
drainase tertutup
Bangunan berupa: Lokasi:
e kantor e Berada pada lokasi yang
pemerintahan/swasta landai
e sekolah e Berada dalam radius yang
e GSG dapat melayani
¢ GOR lingkungan permukiman
sesuai skalanya
(berlaku untuk skala RT, skala | ¢ Mudah diakses
RW, skala desa/kelurahan, dan
skala kecamatan) Fasilitas Pelengkap:
e Rambu-rambu evakuasi
dan papan informasi
e Fasilitas untuk diffable,
lansia, dan anak-anak
e Toilet yang disesuaikan
dengan kebutuhan
Ketentuan Tambahan:
Bangunan berkonstruksi
tahan gempa
VI. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air

Pengaturan mengenai kawasan resapan air dengan aturan :

1. Penyediaan biopori pada setiap pemanfaatan lahan terbangun per setiap bidang lahan
kepemilikan.

2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa
pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area resapan air tercantum pada
tabel berikut:

Kode

Zona Zona Sub Zona Kode Sub Zona | KDB Maksimal
Perumahan Kepadatan R-3 60%
Sedang
Perumahan R R h Keoad
uma epadatan R-4 559%

Rendah




Zona st . SubZona Kode Sub Zona | KDB Maksimal
Perdagangan Perdagangan Jasa skala g o
dan Jasa = SWP -5 G

SPU-1 | SPU Skala Kota SPU-1 45%
Sarana
Slkyauay SPU-3 | SPU Skala Kelurahan SPU-3 45%
Umum
SPU Skala Unit o
SPU4 | I deungan SPU-4 45%
Perkantoran KT Perkantoran KT 45%
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LAMPIRAN IX A

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
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LAMPIRAN IX B

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
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LAMPIRAN IX C

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
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LAMPIRAN IX D

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA

TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)
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LAMPIRAN IX E

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA
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LAMPIRAN IX F

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR
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